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MOTTO
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 
“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”
 (Qs.Al-Maidah [5]:90)[footnoteRef:1] [1:  Kementerian Agama RI, Al-Quran Tadwid Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2007 (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2007), 123.] 
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ABSTRAK
Lonjakan kasus tindak pidana perdagangan minuman keras ilegal yang terjadi dalam kurun waktu 2022-2024, yang sebagian besar disebabkan oleh aspek ekonomi, telah melanggar hukum dan menimbulkan gangguan dalam masyarakat. Fenomena ini merupakan isu yang penting untuk diteliti lebih mendalam, terutama dalam mengidentifikasi aspek lain yang menyebabkan tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin melalui perspektif kriminologi. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora, dan bagaimana tinjauan kriminologi tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora. 
[bookmark: _Hlk186237445]Penelitian ini  adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual dengan menganalisis konsep kriminologi yang relevan dengan permasalahan. Sumber data yang diperoleh dari data primer melalui hasil wawancara, observasi dan data sekunder melalui teknik dokumentasi yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analisis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pertama perdagangan miras tanpa izin usaha perdagangan (SIUP MB) dan izin tempat penjualan (ITP MB), tetapi memiliki izin edar dan label produk. Kedua, perdagangan tanpa SIUP MB, ITP MB, izin edar, dan label produk.  Secara kriminologis tindak pidana perdagangan miras di wilayah hukum Polres Blora didasarkan pada teori anomie, teori differential association, teori kontrol sosial. 

Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, Minuman Keras Ilegal.


ABSTRACT    
The surge in cases of illegal liquor trafficking  that occurred in the period 2022-2024, which is mostly caused by economic aspects, has violated the law and caused disturbances in society. This phenomenon is an important issue to be studied more deeply, especially in identifying other aspects that cause the crime of illegal liquor trade through a criminological perspective. Therefore, this study focuses on how the crime of trading in unlicensed liquor in the jurisdiction of the Blora Police, and how to review the criminology of the crime of trading in unlicensed liquor in the jurisdiction of the Blora Police. 
This research is an empirical juridical research using qualitative methods. The approach used is a legal and conceptual approach by analyzing criminological concepts that are relevant to the problem. The data sources are obtained from primary data through interview results and secondary data through documentation techniques which are then presented in a descriptive analysis. 
The results of this study show that there are 2 (two) types of liquor trading without a license in the jurisdiction of the Blora Police, namely the first is the trading of liquor without a trading business license (SIUP MB) and a place of sale permit (ITP MB), but has a distribution permit and product label. Second, trade without SIUP MB, ITP MB, distribution permits, and product labels.  Criminologically, the crime of alcohol trafficking in the jurisdiction of the Blora Police is based on the theory of anomie, the theory of differential association, and the theory of social control. 

Keywords: Criminology, Criminal Acts, Illegal Liquor.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang  
Munculnya berbagai masalah sosial dalam kehidupan masyarakat, seperti pelanggaran hukum dan tindak pidana kejahatan, merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Kejahatan menjadi isu yang terus ada dalam kehidupan manusia, karena sifatnya dinamis yang selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat sekitarnya.[footnoteRef:2]  Dalam konteks ini, kejahatan menjadi salah satu fokus utama dalam studi kriminologi. Dimana dalam kriminologi kajiannya membahas terkait orang yang melakukan kejahatan, penyebab melakukan kejahatan atau faktor penyebab terjadinya kejahatan, mencegah tindak kejahatan, dan cara menyembuhkan orang yang melakukan kejahatan.[footnoteRef:3]  Pada intinya dalam kriminologi memusatkan perhatian terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, sedangkan hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan. Kejahatan dalam masyarakat sering kali dianggap sebagai masalah sosial yang tidak kunjung usai untuk dikaji, mengingat bahwa setiap kemajuan peradaban manusia juga membawa tantangan baru yang berpotensi memicu tindakan kejahatan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Emile Durkheim yaitu setiap masyarakat pasti menghadapi ancaman kejahatan, karena kejahatan akan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakat itu sendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial dalam kriminologi ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, diantaranya aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan politik.[footnoteRef:4]  Dalam konteks ini, sehingga keberadaan hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. [2:  Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Baandung: PT Eresco, 1992), 52.]  [3:  Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Buku Ajar Hukum Kriminologi (Bandar Lampung: Aura Utama Anugrah Raharja, 2018), 12.]  [4:  Indah Sri Utari, Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), 23.] 

Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, karena dimana ada masyarakat pasti disitu ada hukum yang mengatur. Di mata hukum semua orang akan memiliki pandangan yang sama, tidak ada pembedaan baik ras, suku, agama maupun bangsa.[footnoteRef:5] Di sinilah hukum berperan sebagai fondasi aturan yang mengatur dinamika kehidupan.[footnoteRef:6] Segala tingkah laku dan perbuatan manusia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai macam regulasi lainnya, mulai dari tingkat yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 sampai tingkat yang paling rendah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[footnoteRef:7] Berbagai macam regulasi tersebut mengatur terkait pelanggaran dan tindak kejahatan yang dapat menimbulkan ketidakteraturan dalam kehidupan, salah satunya mengatur permasalahan yang sulit untuk diberantas dan menjadi penyakit masyarakat yaitu kasus perdagangan minuman keras tanpa izin. Perdagangan minuman keras atau minuman beralkohol dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perdagangan minuman keras secara legal dan perdagangan minuman keras secara ilegal. Perdagangan minuman keras/beralkohol yang legal sudah mendapatkan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) dari pemerintah, dan telah mendapatkan izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITP-MB), sedangkan minuman beralkohol yang ilegal tidak memiliki SIUP-MB dan tidak memiliki ITP-MB.[footnoteRef:8] [5:  Ali Imron, “Pelembagaan Hukum Perdata Islam Di Indonesia Melalui Screening Board Pancasila,” Wahana Akademika 1, no. 2 (2014): 233.]  [6:  Harris Y.P. Sibuea, “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol,” Negara Hukum 7, no. 2 (2018): 128.]  [7:  Ni’matuI Huda, “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTU 13, no. 1 (2016): 32.]  [8:  Tutut Nuryati, Hananto Widodo, dkk. “Penjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin Di Kabupaten Mojokerto,” Jurnal Novum 4, no. 3 (2016): 4.] 

Pada dasarnya di Indonesia minuman keras atau beralkohol memang tidak dilarang untuk diperdagangkan. Hal ini dikarenakan dengan adanya penjualan minuman keras, negara memperoleh pendapatan melalui penerimaan cukai dari perdagangan minuman keras tersebut. Dilansir dari kontan.co.id.news.data. financial dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi penerimaan cukai miras sampai akhir Desember 2023 sebanyak 8,1 triliun berhasil diraup oleh negara.[footnoteRef:9] Minuman keras yang membawa dampak positif bagi negara yakni  dari sisi ekonomi yang dapat menambah pendapatan, minuman keras ini lebih banyak dampak negatif dibandingkan dengan nilai kemanfaatannya.[footnoteRef:10] Meskipun penjualan minuman  keras ini diizinkan, akan tetapi tetap ada regulasi yang mengaturnya. Seperti halnya yang terdapat di wilayah Kabupaten Blora, bagi orang yang melakukan perdagangan minuman keras, harus memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP-MB terlebih dahulu. Minuman keras yang tidak memiliki surat izin dari Pemerintah Kabupaten Blora, maka dilarang untuk diperjualbelikan. [9:  Dandi Siswanto, 21 Januari 2023, “Kemenkeu Raup Penerimaan Cukai Minuman Beralkohol Rp 8,1 Triliun Sepanjang 2023” https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-raup-penerimaan-cukai-minuman-beralkohol-rp-81-triliun-sepanjang-2023googl e_vignette, (Diakses pada tanggal 19 Mei 2023.]  [10:  Briliyan Erna Wati, “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Yang Berkaitan Dengan Minuman Keras” (tesis Universitas Diponegoro, 1997), 55.] 

Dalam hal tersebut sangat bertolak belakang dengan perspektif hukum islam. Dalam hukum islam segala macam yang berhubungan dengan minuman keras itu dilarang. Sebagaimana yang tertuang dalam Qs. Al- Maidah [5]: 90 yang berbunyi: 
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.[footnoteRef:11] (Qs.Al-Maidah [5]:90).  [11:  Kementerian Agama RI, Al-Quran Tadwid Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2007 (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2007), 123.] 

Dalam dalil tersebut mengarahkan manusia untuk menjauhi segala macam yang berhubungan dengan minuman keras atau miras. Minuman keras merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Kandungan yang terdapat dalam minuman beralkohol dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh pada semua usia. Zat adiktif yang terkandung dalam minuman beralkohol dapat menimbulkan ketagihan atau ketergantungan sehingga menyebabkan penurunan kesadaran, daya ingat, dan berkurangnya kepekaan pada sistem saraf. Apabila minuman keras dikonsumsi secara berlebihan akan berdampak buruk bagi metabolisme dalam hati sehingga dapat menimbulkan penyakit liver, memicu radang pankreas, menimbulkan gangguan jantung, menurunkan daya imunitas tubuh, dan dapat memicu penyakit kanker, bahkan bisa mengakibatkan kematian.[footnoteRef:12] [12:  Adnyana Putra, “Pengaruh Alkohol Terhadap Kesehatan,” Semnas FMIPA UNDIKSHA, 2012, 23.] 

Kejadian nyata akibat dampak negatif minuman beralkohol seperti yang dialami seorang gadis yang berinisial BI (18) warga Desa Jati Sari, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Gadis tersebut ditemukan tewas pada bulan Maret 2024 di kamar kos daerah Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora setelah mengkonsumsi minuman beralkohol hingga teler sampai menyebabkan kematian.[footnoteRef:13] Kejadian seperti ini juga terjadi di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, tepatnya di Pasar Plaza Cepu, terdapat 6 orang tewas secara beruntun. 6 orang tersebut diantaranya berinisial DP yang meninggal pada tanggal 17 Januari 2022, inisial A, D, P, dan E yang meninggal tanggal 18 Januari 2022 dan disusul T yang meninggal tanggal 20 Januari 2022 akibat pesta miras yang dibeli dari warung milik Y di pasar Plaza Cepu pada pukul 11.00 WIB. Dari kejadian itu  polisi mengamankan barang bukti arak murni tradisional di warung milik Y.[footnoteRef:14] [13:  Heri Purnomo, “Blora Geger, Gadis Tewas Dalam Kamar Diduga Usai Mabuk Minuman Keras”, https://jateng.inews.id/ berita/ blora-geger-gadis-tewas-dalam-kamar-diduga-usai-mabuk-minuman-keras, diakses pada 5 Mei 2024.]  [14:   Budi Zulkifli, “Korban Meninggal Dunia Pesta Miras di Blora Bertambah  Jadi Enam Orang", https://www.tvonenews .com/ daerah/jateng/23767-korban-meninggal-dunia-pesta-miras-di-blora-bertambah-j adi-enam-orang?page=1, diakses pada tanggal 5 Mei 2024.] 

Penjualan minuman beralkohol tidak hanya membawa dampak negatif bagi kesehatan individu yang mengkonsumsinya, tetapi juga dapat berdampak buruk dalam kehidupan masyarakat. Minuman keras dapat merugikan orang lain seperti memicu terjadinya tindak pidana kejahatan di dalam kehidupan masyarakat seperti perkelahian, pengeroyokan, penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, bahkan sampai menyebabkan kematian.  Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Blora ada beberapa tindak pidana kejahatan yang diakibatkan oleh minuman beralkohol, salah satunya tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan. Berdasarkan data dari Kasat Reskrim Polres Blora terdapat 4 kasus tindak pidana pengeroyokan pada tahun 2024 bulan Januari-Agustus. [footnoteRef:15] [15:  Data Penelitian Dari Polres Blora, Tanggal 10 Oktober 2024.] 

Kejadian fakta tindak pidana akibat minuman keras ini terjadi di cafe area Jl. Geneng Nglarohgunung, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, tindakan kekerasan ini berupa sebuah pengeroyokan. Pengeroyokan terjadi pada hari minggu tanggal 7 April 2024 pukul 20.00 WIB yang dilakukan oleh pengunjung cafe yang berinisial M dan EP. Awal mula kejadiannya korban yang sebagai mami cafe atau pemilik cafe sedang menghitung nota pembayaran, kemudian datang 6 orang ingin ngeroom di cafe tersebut, diantaranya ada M dan EP yang sudah dalam keadaan mabuk. Akan tetapi, ternyata room pada cafe tersebut sudah penuh, lalu M dan EP tidak terima, sehingga terjadilah pengeroyokan yang dilakukan M dan EP tersebut kepada mami cafe.[footnoteRef:16] [16:  Wawancara Dengan Anggota Satreskrim Polres Blora Bapak Bripka Boby Tri Minnarto, S.H., Kamis, 10 Oktober 2024.   ] 

Tindakan kekerasan juga terdapat di Desa Sambiroto, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, tepatnya pada hari sabtu 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, terjadi tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan bersama-sama yaitu tersangka A dan MNA. Awal mula kejadian, korban yang berinisial S sedang melakukan pengamanan orkes melayu organ tunggal, akan tetapi saat terjadi keributan, korban mendatangi dengan maksud untuk melerainya, namun naasnya justru malah korban yang menjadi sasaran pengeroyokan dengan cara dipukuli.[footnoteRef:17] [17:  Ibid.] 

Banyaknya dampak atau permasalahan yang ditimbulkan dari minuman keras, Pemerintah Kabupaten Blora telah membuat berbagai kebijakan terkait peraturan perdagangan minuman keras atau beralkohol. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan PERDA Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora pada prinsipnya tidak melarang perdagangan miras, akan tetapi PERDA tersebut mengatur sedemikian rupa perdagangannya agar tidak menimbulkan banyak permasalahan di kemudian hari. Hal ini seperti perizinan yang diatur dalam Pasal 9 dan larangan penjualan minuman keras tanpa izin yang terdapat dalam Pasal 18  Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Dalam Pasal 9 tersebut pada intinya menjelaskan bahwa setiap pedagang pengecer atau penjual langsung itu wajib memiliki surat izin usaha penjualan minuman beralkohol (SIUP-MB) golongan A, golongan B dan golongan C. Pedagang wajib memiliki surat keterangan pengecer minuman beralkohol golongan A (SKP-A) dan surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol golongan A (SKPL-A).
Pasal tersebut berbunyi:
(1) Setiap  perusahaan berbentuk hukum, perseorangan atau persekutuan selaku Pengecer atau Penjual Langsung yang akan memperdagangkan Minuman Beralkohol di daerah wajib memiliki ITP-MB
(2) Selain ITP-MB, setiap Pengecer atau Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
a. SIUP-MB, bagi Pengecer atau Penjual yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C;
b. SKP-A, bagi Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A; atau
c. SKPL-A, bagi Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A.
(3) SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk setiap 1 (satu) gerai atau outlet.[footnoteRef:18] [18:   Pasal 9, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol, 8.] 

Dijelaskan juga pada Pasal 18 bahwa Setiap pengecer atau penjual langsung dilarang menjual minuman beralkohol pada pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan. Penjual juga dilarang menjual minuman beralkohol yang tidak ada izin edar dan label.
Pasal tersebut berbunyi:
Setiap Pengecer atau Penjual Langsung dilarang:
a. Melakukan Penjualan kepada:
1. Pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu tahun);
2. Perempuan 
b. menjual Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan izin edar dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
c. membuat campuran Minuman Beralkohol dengan bahan lain tanpa label yang tidak memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.[footnoteRef:19] [19:  Ibid, 11] 

Selain diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora, larangan perdagangan atau penjualan minuman keras sebelumnya juga sudah diatur dalam Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama dan Pasal 424 dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
Adanya berbagai regulasi yang telah mengatur terkait penjualan minuman beralkohol, namun nyatanya kasus penjualan minuman beralkohol ilegal di wilayah Kabupaten Blora masih cukup tinggi pada tahun 2022-2024.  Hal ini dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2022-2024 berdasarkan laporan yang masuk di Kepolisian Resor (Polres) Blora, telah menangani sekitar 16 kasus tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin yang tersebar di seluruh wilayah hukum Polres Blora.[footnoteRef:20] [20:  Data kasus penelitian dari Kepolisian Resore Blora pada tanggal 14 Oktober 2024.] 

[bookmark: _Hlk166796960]Dapat dilihat kasus perdagangan minuman keras tanpa izin meningkat setiap tahunnya dan belakangan ini terjadi pada tanggal 26 September 2024 di Kelurahan Jenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Kasus penjualannya dilakukan secara personal yang berupa sebuah warung angkringan, warung angkringan di Jenar ini menjual es moni minuman keras, yaitu menjual minuman es campuran kuku bima dicampur arak tradisional dan susu. Berkaitan adanya hal tersebut, kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang salah satu fungsi utamanya yaitu sebagai pengayom masyarakat dan menjaga ketertiban umum untuk senantiasa selalu menindak tegas dan aktif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal ini penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan juga harus ditempuh penegak hukum dengan sebuah kebijakan integral, yaitu upaya penal dan non penal.
Berdasarkan uraian di atas, tampaknya telah terjadi penyimpangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Blora. Dalam hal ini, sehingga terdapat gap antara das sollen (peraturan) dan das sein (pelaksanaan), dimana penegakan hukum masih rentan ditandai dengan adanya kejahatan perdagangan minuman keras tanpa izin yang masih beredar dan diperjualbelikan. Apabila dilihat dari sisi kriminologi, kejahatan seperti ini terjadi berawal dari adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya. Persoalan inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MINUMAN KERAS TANPA IZIN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Blora)”.
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis telah menyusun inti permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis. Adapun pokok permasalahan tersebut mencakup:    
1. [bookmark: _Hlk180769755][bookmark: _Hlk180215189]Bagaimana tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora? 
2. [bookmark: _Hlk180769773][bookmark: _Hlk180215291][bookmark: _Hlk182583805]Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora? 
C. Tujuan Penelitian
Dari inti permasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora.
2. Untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora.
D. Manfaat Penelitian
Apabila tujuan penelitian seperti yang telah disebutkan diatas tercapai, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk melengkapi dan memperkaya literatur yang berkaitan dengan pemahaman hukum, khususnya dalam permasalahan tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin.
b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau sebagai bahan rujukan awal bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Hukum yang hendak melakukan penelitian yang sama.
c. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memperluas pemahaman di dalam disiplin ilmu hukum, terutama dalam konteks untuk pengembangan hukum pidana mengenai kajian kriminologi, khususnya tentang perdagangan minuman keras tanpa izin.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi masyarakat
Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa berfungsi sebagai edukasi dalam menambah wawasan khususnya bagi masyarakat blora agar tidak kembali melakukan tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin.
b. Bagi pemerintah dan penegak hukum
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dalam menangani kasus tindak pidana penjualan minuman keras tanpa izin, dan penelitian ini dapat dijadikan upaya meningkatkan serta memperbaiki kinerja mereka dalam mengendalikan perdagangan minuman keras tanpa izin yang dapat menimbulkan tindak kejahatan di wilayah Kabupaten Blora. 
E. Tinjauan Pustaka
Telaah pustaka atau literatur review pada dasarnya sebuah penjabaran singkat terkait penelitian-penelitian sebelumnya, namun mempunyai relevansi dengan riset yang akan dilakukan. Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang mendalam terkait riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan tujuannya agar tidak terjadi adanya plagiasi dan duplikasi terhadap penelitian yang telah ada. Disini penulis menggunakan beberapa penelitian sebagai telaah pustaka, diantaranya sebagai berikut:
1. Skripsi dari Remmy Kusuma Ningrum, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2021 dengan judul “Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Minuman Keras Dan Problematikanya Di Kota Bekasi”.[footnoteRef:21] Penelitian ini membahas minuman keras dari sudut pandang penegakan hukumnya dalam pengendalian minuman keras, dan hasilnya dijelaskan bahwa penegakan hukumnya belum efektif, yang dikaji menggunakan teori efektivitas hukum. Dikatakan belum efektif dikarenakan ada problematika dalam penegakan hukumnya yaitu berupa sebuah hambatan-hambatan yang dialami saat penegakan hukum. [21:  Remmy Kusuma Ningrum, “Penegakan Hukum dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras dan Problematikanya Di Kota Bekasi” (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).] 

[bookmark: _Hlk180770284]Penelitian skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang minuman keras. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora. 
2. Skripsi dari Fajar Nurfalah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penjualan Minuman Keras Oplosan (Studi Kasus di Polsek Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)”.[footnoteRef:22] Dalam penelitian ini membandingkan hal yang melatarbelakangi pelaku melakukan penjualan minuman keras oplosan yang ditinjau secara kriminologi melalui teori anomie dan ditinjau berdasarkan hukum pidana islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi pelaku melakukan penjualan miras oplosan secara kriminologi berdasarkan teori anomie karena perekonomian yang rendah, sedangkan berdasarkan hukum islam yaitu menurut ghazaly dikarenakan freewill (kehendak bebas) dan determinisme (terikat dengan keadaan). [22:  Fajar Nurfalah, “Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penjualan Minuman Keras Oplosan (Studi Kasus di Polsek Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)” (Skripsi Universitas islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).] 

[bookmark: _Hlk180771009]Penelitian skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas minuman keras yang dikaji secara kriminologi. Perbedaannya, penulis tidak berfokus pada hukum islam, namun hanya berfokus pada tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora.
3. [bookmark: _Hlk182558316]Skripsi dari Multi Nurul Ainum Mz, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Hasanudin Makassar, tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin (Studi Kasus Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2020)”.[footnoteRef:23] Dalam penelitian ini membahas terkait penjualan minuman beralkohol dari sudut pandang perizinan usaha saja yaitu yang tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang. Penelitian ini membahas penyebab penjualan minuman beralkohol secara umum yang ada dalam masyarakat, tanpa dikaji menggunakan teori-teori kriminologi. Serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penanganan kejahatan minuman beralkohol tanpa izin.  Dasar penelitian ini dalam penegakan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol, tanpa menggunakan KUHP. Dalam hal ini, hasil penelitian skripsi menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan penjualan minuman beralkohol yaitu faktor pengembangan global dan faktor penegakan hukumnya.  [23:  Multi Nurul Ainum. Mz, “Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin (Studi Kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2020)” (Skripsi Universitas Islam Hasannudin Makasar, 2021).] 

Penelitian skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas penjualan minuman keras yang dikaji secara kriminologi. Perbedaannya, terdapat pada lokasi tempat penelitian, dan jenis kasus tindak pidananya, dimana penulis fokus pada tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora dari beberapa macam tindak pidana yang ada dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015.
4. Jurnal dari Milda Rahmadhana Jaya, Askari Razak, dan Baharuddin Badaru mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, tahun 2024 dengan judul “Analisis Kriminologi Pengaruh Minuman Keras Yang Mengakibatkan Delik Pembunuhan”.[footnoteRef:24] Penelitian ini membahas terkait faktor yang menyebabkan seseorang minum minuman keras yang mengakibatkan delik pembunuhan, dan upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi penjualan minuman keras tersebut. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa yang menjadi penyebab seseorang minum minuman keras sehingga mengakibatkan delik pembunuhan karena faktor dari dalam diri pelaku sendiri  dan dari luar pelaku. Dari diri pelaku yaitu seperti stress dana memiliki dendam pribadi, sedangkan dari luar pelaku karena pengaruh lingkungan yang buruk. Selanjutnya, upaya penegakan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu dengan cara preventif dan represif. [24:  Milda Rahmadhana Jaya, Askari Razak, dkk. “Analisis Kriminologi Pengaruh Minuman Keras Yang Mengakibatkan Delik Pembunuhan,” Journal of Lex Philosophy (JLP) 5, no. 2 (2024).] 

Penelitian skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas tentang minuman keras yang dianalisis menggunakan kriminologi. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora. 
5. Tesis dari Budi Wahyu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, tahun 2021 dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.[footnoteRef:25] Dalam penelitian ini membahas minuman keras dari sudut pandang peredarannya yang dianalisis secara kriminologi. Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya peredaran miras karena faktor ekonomi dan lingkungan, serta upaya yang dilakukan pemerintah dan kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras bersifat preemtif, preventif, dan represif.  [25:  Budi Wahyu, “Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Minuman Tradisional Tuak Oleh Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur” (Tesis Universitas Batanghai Jambi, 2021).] 

Tesis ini meskipun sama-sama membahas tentang minuman beralkohol, namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu berfokus pada tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora.
F. Metode Penelitian
Istilah metode penelitian berasal dari 2 (dua) kata diantaranya “metode” dan “penelitian”. Metode adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan cara kerja  yang bersifat ilmiah atau pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai pemahaman terhadap subjek dan objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang diperoleh secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk keabsahan dari temuan tersebut. Sedangkan, penelitian adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini ditarik simpulan bahwasannya metode penelitian adalah suatu pendekatan untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan data-data yang valid dan metode ilmiah.[footnoteRef:26] Adapun metode yang dipakai penulis untuk menyusun skripsi ini diantaranya, yaitu: [26:  Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Prenadamedia Group: Jakarta, 2018), 2-3.] 

1. [bookmark: _Hlk181394813]Jenis Penelitian
[bookmark: _Hlk180349524]Penulis disini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu menelaah aturan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat.[footnoteRef:27] Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan (field research), dimana data didapatkan peneliti secara langsung melalui informan dengan cara wawancara. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian dengan melibatkan data kualitatif sehingga, analisisnya bersifat deskriptif.[footnoteRef:28] Metode kualitatif merupakan penelitian yang datanya didapatkan berdasarkan sebuah perekaman, pemantauan atau pengamatan, wawancara, dan bahan tertulis seperti buku, Undang-Undang, literatur yang menggunakan teori hukum, dokumen dan lain sebagainya yang berupa sumber verbal. Penelitian ini menjelaskan tentang data-data yang ada dengan menggunakan pernyataan atau kata-kata yang jelas.[footnoteRef:29] [27:  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.]  [28:  Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, Maddi, dkk, “Metodologi Penelitian (Gunadarma Ilmu: Makassar, 2018), 42.]  [29:  Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 213.] 

Disini penulis menerapkan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dilakukan melalui sebuah wawancara, dokumentasi sehingga penulis bisa menjawab dan memberikan penjelasan terkait tinjauan kriminologi perdagangan minuman keras tanpa izin.
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian terkait tindak pidana penjualan minuman keras tanpa izin ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:
1) Pendekatan undang-undang (Statute Approach)
Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji atau menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu atau masalah hukum yang dibahas.[footnoteRef:30] Dalam hal ini penulis mengkaji berbagai peraturan hukum dan regulasi yang mengatur terkait penjualan minuman keras tanpa izin, yaitu yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan peraturan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). [30:  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), 35.] 

2) Pendekatan konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dalam penelitian hukum untuk menganalisis konsep-konsep relevan yang melatarbelakanginya dengan suatu permasalahan tertentu.[footnoteRef:31] Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[footnoteRef:32] [31:  Ibid, 42.]  [32:  Ibid, 135.] 

Jadi penulis disini menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep hukum dan kriminologi terkait perdagangan minuman keras tanpa izin, mengingat perdagangan miras masih menjadi penyakit sosial di masyarakat.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yaitu tempat peneliti dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan. Lokasi penelitian yang dilakukan penulis terletak di wilayah hukum Polres Blora. Penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan di wilayah hukum Polres Blora masih terdapat permasalahan mengenai kasus tindak pidana penjualan minuman keras yang meningkat setiap tahunnya dan menimbulkan dampak buruk  pada masyarakat.
4. Sumber Data
Sumber data merupakan sumber dari mana data didapatkan yang dijadikan untuk menganalisis. Sumber data dikelompokkan menjadi 2 kategori yakni sumber data primer dan sekunder.
1) Data Primer
Data primer merupakan data yang merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau sumber asli tanpa melalui perantara pihak lain (didapatkan secara langsung dari objek yang bersangkutan) yang dikumpulkan, kemudian diolah sendiri.  Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan yakni data kasus dari Polres Blora.  Penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan Kepolisian Resor Blora yaitu Kanit/Banit Satreskrim Polres Blora, pelaku perdagangan minuman keras tanpa izin, dan masyarakat.
2) [bookmark: _Hlk180379329]Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang merujuk pada informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder didapatkan melalui penelaah kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur seperti buku, dokumen, jurnal, arsip, Perundang-undangan ataupun Peraturan Daerah.[footnoteRef:33] Data sekunder yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini berasal dari arsip, laporan data kepolisian, berita, serta dokumen lain yang bersangkutan.  [33:  Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 156.] 

Selain, sumber data primer dan sekunder terdapat  bahan hukum, diantaranya:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer ialah tipe bahan hukum yang diakui sebagai memiliki keabsahan hukum dan otoritas yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah. Hal ini meliputi peraturan undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen resmi yang berisikan peraturan hukum.[footnoteRef:34] Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup Peraturan Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor  7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. [34:  I Ketut Suardita,“Pengenalan Bahan Hukum”, Skripsi Universitas Udayana (Bali, 2017), 2.] 

2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang tidak termasuk dalam kategori bahan hukum primer atau bahan hukum yang termasuk segala karya ilmiah hukum.[footnoteRef:35] Adapun bahan hukum sekunder ini bahan hukum yang sudah dikelola orang lain dan digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Ragam bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu (skripsi), dipertimbangkan untuk mencakup aspek-aspek hukum yang relevan. [35:  I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Prenada Media Group: Jakarta, 2016).] 

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang diambil peneliti untuk memperoleh beragam data yang esensial. Dengan menjelajahi lebih dalam, penulis dapat mengidentifikasi berbagai metode yang digunakan dalam proses perolehan informasi. Adapun teknik mengumpulkan data yang dipakai penulis yaitu:
1) Wawancara
Wawancara adalah suatu proses interaksi tanya jawab yang terjadi langsung antara peneliti dan partisipan, narasumber, atau responden, dengan tujuan memperoleh sebuah informasi.[footnoteRef:36] Dalam konteks ini, wawancara yang dilakukan penulis yaitu wawancara dengan Kepolisian Resor Blora, dan masyarakat atau pihak yang terkait dalam penjualan minuman keras. Penulis melakukan wawancara dengan mengacu pada kumpulan pertanyaan yang telah disusun dalam panduan wawancara. Dengan melakukan sebuah wawancara, disini penulis bisa memperoleh suatu informasi dan kevalidan sebuah data.  [36:  Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161.] 

2) Dokumentasi
[bookmark: _Hlk151240129][bookmark: _Hlk180381303]Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui berkas-berkas atau data-data nyata yang berasal dari buku, transkrip, arsip, laporan, catatan dan sebagainya.[footnoteRef:37] Dalam penelitian ini data yang didapatkan melalui dokumen baik yang terdapat dalam laporan data kepolisian, berita, buku, jurnal, maupun yang terdapat di dokumen lain. Dokumen tersebut mencakup data jumlah kasus penjualan minuman beralkohol tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora tahun 2022-2024. [37:  Suteki dan Galang taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Paraktik) (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 217.] 

3) Observasi
Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mangadakan pengamatan dan pencatatan secara detail terhadap objek yang diteliti.[footnoteRef:38] Disini penulis menggunakan teknik observasi langsung/narasumber yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung dengan kegiatan sehari-hari narasumber.[footnoteRef:39] Dalam hal ini ialah narasumber dari pelakunya.  [38:  Maman Abdurrahman dan Sambas ali Muhidin, Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan), (CV Pustaka setia, Bandung, 2011), 85.]  [39:  Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021, 46. ] 

6. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan baik secara primer atau sekunder.[footnoteRef:40] Teknik analisis data ini digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan karakteristik suatu individu, keadaan, fenomena, atau kelompok tertentu, atau untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.[footnoteRef:41] Analisis ini dilakukan dengan cara data yang diperoleh dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.  [40:  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.]  [41:  Amirudin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 25.] 

7. Teknik Validitas Data
Kevalidan data dalam penelitian ini didasarkan pada kepercayaan (cridibility) yang diperoleh melalui penerapan teknik tertentu. Teknik validitas atau keabsahan yakni berupa teknik triangulasi. Melalui penerapan triangulasi, kita dapat memeriksa keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian menggunakan elemen tambahan.[footnoteRef:42] Dengan teknik ini, kita dapat memahami lebih dalam dan menyeluruh tentang keberlakuan data yang diperoleh. Dalam validitas data,  penelitian ini menerapkan teknik trangulasi yang dilakukan dengan triangulasi sumber data. Teknik yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber perolehan data yaitu wawancara dan dokumen yang berupa data arsip kepolisian terkait jumlah kasus miras tanpa izin. Triangulasi sumber dilaksanakan dengan membandingkan data dan sumbernya untuk menyusun secara sistematis perbedaan dan kesamaan pandangan, berdasarkan kualifikasi, situasi sumber saat memberikan data (wawancara), dan kesesuaian dengan dokumen yang menjadi data penelitian. [42: Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme, 230.] 

G. Sistematika Penulisan
Penulisan sistematika ini mengacu pada buku panduan skripsi UIN Walisongo Semarang yang terdapat 5 (lima) BAB, diantaranya yaitu:
Bab I : merupakan pendahuluan. Dalam  bab pendahuluan terbagi menjadi 7 (tujuh) sub bab, diantaranya berisikan latar belakang suatu permasalahan yang menggambarkan das sollen dan das sein bertentangan yaitu terkait perdagangan minuman keras, rumusan masalah yang mengacu pada latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II : terdapat pembahasan umum atau tinjauan umum. Tinjauan umum ini berisi tentang teori dan pembahasan materi berkaitan dengan  judul. Hal ini meliputi Tinjauan tentang kriminologi yang memuat teori-teori di dalamnya, tinjauan umum tentang tindak pidana perdagangan, tinjauan umum tentang minuman keras tanpa izin.
Bab III : memaparkan gambaran umum tempat penelitian yaitu di wilayah hukum Polres Blora berupa profil  Polres Blora, visi dan misi, dan struktur organisasi Polres Blora. Pada bab ini disajikan data penelitian lapangan yang diperoleh dan wawancara berupa kasus tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora. 
[bookmark: _Hlk152698545]Bab IV : terdapat hasil penelitian dan analisis yaitu Substansi dari penelitian yang akan dianalisis dan dijelaskan sebagai fokus utama permasalahan. Hal ini berisi analisis tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora dan tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora.
Bab V : merupakan penutup. Dalam hal ini yang terbagi menjadi 2 sub bab yaitu kesimpulan yang mencakup temuan dan analisis terhadap inti permasalahan, serta rekomendasi atau saran yang disampaikan oleh peneliti.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI,  TINDAK PIDANA, DAN MINUMAN KERAS (MIRAS)
A. Kriminologi
1. Pengertian 
Kriminologi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, dimana crimen berarti kejahatan dan logos berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Raffaele Garofalo pada tahun 1885 dengan sebutan criminologia, dan juga oleh antropolog Prancis Topinard Paulus dengan istilah criminologie yang memiliki maksud yang sama.[footnoteRef:43] Berdasarkan hal tersebut, jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau membahas tentang kejahatan. [43:  Indah Sri Utami, Aliran dan Teori dalam Kriminologi (Bantul Yogyakarta: Thafa Media, 2012), 1.] 

Beberapa ahli memberikan pandangan mengenai pengertian kriminologi secara epistemologi diantaranya yaitu, WE Noach yang menjelaskan bahwa dalam arti sempit, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai bentuk penjelmaan, sebab-sebab, dan dampak dari kriminalitas, termasuk kejahatan dan perbuatan buruk.[footnoteRef:44] Berdasarkan pandangan ini, sehingga kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang fokus pada kajian mengenai asal usul dan akibat dari perilaku kriminal. Selanjutnya, Menurut MP Vrij, kriminologi adalah cabang ilmu yang mempelajari kejahatan, dimulai dengan kajian tentang kejahatan itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan memahami penyebab dan akibat dari kejahatan tersebut.[footnoteRef:45] [44:  Beby Suryani, Kriminologi (Medan: Universitas Medan Area, 2023), 5.]  [45:  Indah Sri Utami, Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi, 12.] 

[bookmark: _Hlk182078027]Berdasarkan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu, dapat dipahami bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari akibat, perbaikan, dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia. Soerjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa kriminologi berfungsi sebagai sarana untuk memahami penyebab kejahatan serta akibat atau dampak yang ditimbulkan, dan juga untuk mempelajari cara-cara pencegahan agar kejahatan tidak terjadi.[footnoteRef:46] Kriminologi Menurut J Constant, juga memiliki pengertian yang mirip dengan Soerjono Dirdjosisworo yaitu suatu bidang pengetahuan yang berbasis pengalaman, yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan pelakunya (penjahat).[footnoteRef:47] [46:  Ibid, 2-3.]  [47:  Ibid, 4-5.] 

Menurut Thorsten Sellin, seperti yang dikutip oleh Hendrojono, istilah kriminologi di Amerika Serikat digunakan untuk merujuk pada ilmu yang mempelajari tentang pelaku kejahatan dan upaya penanggulangannya.[footnoteRef:48] Terakhir, menurut Michael dan Adler yang menyatakan bahwa kriminologi adalah kajian menyeluruh mengenai tindakan dan karakter para pelaku kejahatan, mencakup latar lingkungan mereka hingga perlakuan resmi yang diberikan oleh lembaga penegak hukum.[footnoteRef:49] Dari beberapa definisi kriminologi menurut para tokoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas kaitannya dengan kejahatan manusia yang mencangkup penyebab terjadinya kejahatan, akibat yang ditimbulkan dari kejahatan, dan cara penanggulangannya.  [48:  Anang Priyanto, Kriminologi (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 3.]  [49:  Topo dan Eva Achajani Zulfa Santoso, Kriminologi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 12.] 

2. Pendekatan Kriminologi 
Pendekatan kriminologi menurut Herman Mannheim terbagi menjadi 3 (tiga) pendekatan dalam upaya mempelajari sebuah kejahatan, diantaranya sebagai berikut:[footnoteRef:50] [50:  Utami, Aliran dan Teori dalam Kriminologi, 5-7.] 

1) Pendekatan deskriptif
Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang dilakukan melalui observasi dan pengumpulan data yang terkait dengan fakta-fakta mengenai kejahatan dan pelaku kejahatan. Ini mencakup analisis terhadap bentuk perilaku kriminal, cara kejahatan yang dilakukan, serta frekuensi kejahatan di berbagai waktu dan lokasi. Selain itu, pendekatan ini juga memperhatikan ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin, dan perkembangan karir penjahat.
2) Pendekatan sebab-akibat
Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, pendekatan sebab-akibat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab kejahatan, baik dalam kasus yang bersifat individu maupun umum. Pendekatan sebab-akibat kriminologi berbeda dengan hukum pidana. Dalam kriminologi, fokusnya adalah mencari tahu alasan dibalik tindakan kriminal atau penyebab orang melakukan kejahatan dengan melakukan analisis ilmiah. Sementara itu, dalam hukum pidana hubungan sebab akibat harus dapat dibuktikan, dimana keterkaitan antara tindakan yang dilakukan dan akibat yang dilarang perlu ada agar suatu kasus dapat diproses secara hukum. 
3) Pendekatan normatif
Dalam pendekatan normatif, kriminologi dipandang sebagai idiographic-discipline yang fokus pada kajian tentang fakta-fakta, sebab-akibat, dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual. Kriminologi juga dianggap sebagai noomothetic-discipline, yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkap hukum-hukum ilmiah yang diakui keragamannya dan kecenderungannya.
3. Ruang Lingkup Kriminologi
Ruang lingkup kriminologi meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan undang-undang, mulai dari proses pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang sampai reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Dalam hal ini, ruang lingkup kriminologi menurut A.S Alam meliputi 3 (tiga) hal, diantaranya sebagai berikut:[footnoteRef:51] [51:  Wahyu Widodo, Kriminologi dan Hukum Pidana (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015), 8-9.] 

1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws), yaitu:
a. Pengertian kejahatan
b. Unsur-unsur kejahatan
c. Relativitas pengertian kejahatan
d. Penggolongan kejahatan
e. Statistik kejahatan
2) Etiologi kriminal yaitu membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan  (breaking of laws), sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal meliputi:
a. Aliran-aliran kriminologi
b. Teori-teori kriminologi
c. Berbagai perspektif kriminologi 
3) Reaksi pelanggaran hukum (reaction toward the breaking of laws), yaitu ditujukan bagi pelanggar hukum yang berupa sebuah tindakan represif dan calon pelanggar hukum yang berupa upaya pencegahan atau preventif. Dalam reaksi pelanggaran hukum juga dibahas mengenai perlakuan terhadap pelanggar hukum yang meliputi:
a. Teori-teori penghukuman
b. Upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preemtif, preventif, represif, dan rehabilitatif. 
Menurut Suherland, ruang lingkup kriminologi secara garis besar berkonsentrasi dalam 3 hal, diantaranya yaitu:[footnoteRef:52] [52:  Beby Suryani, Kriminologi (Medan: Universitas Medan Area, 2023), 20.] 

1) Sosiologi hukum, merupakan kajian ilmiah yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana atau proses pembentukan hukum pidana itu sendiri. Dalam disiplin ini, terdapat beberapa pokok bahasan, termasuk peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris yang terkait dengan perkembangan hukum, serta kontribusi hukum dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang lemah dan rentan, baik dalam aspek sosial, budaya, politik, maupun ekonomi.
2) Etiologi kriminal, merupakan upaya untuk mengidentifikasi penyebab timbulnya kejahatan melalui analisis ilmiah.
3) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangan hukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman, arti dan faedahnya yang berhubungan dengan pengendalian kejahatan yaitu dengan upaya preventif dan represif.
Ruang lingkup kriminologi menurut Noach terdapat 3 (tiga) hal, yaitu meliputi: 
1) Gejala-gejala kejahatan
2) Sebab-sebab kejahatan, yang dapat dilihat dari faktor individu sebagai pelaku dan faktor lingkungan sosial atau hubungan diantara keduanya.
3) Akibat kejahatan, dalam hal ini meliputi akibat yang diderita oleh korban, oleh masyarakat termasuk bagi pelakunya.
4) Tingkah laku tercela.[footnoteRef:53] [53:  Nandang Sambas dan Dian Andriasari, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana (Rawangmangun: Sinar Grafika, 2021), 26-27.] 

4. Objek Kajian Kriminologi
Objek kajian kriminologi diantaranya sebagai berikut:
1) Kejahatan
Menurut R. Soesilo, kejahatan merupakan tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum (undang-undang), untuk menentukan apakah suatu tindakan melanggar undang-undang, perlu ada undang-undang yang berlaku sebelum peristiwa tersebut terjadi.
2) Pelaku Kejahatan
Pelaku kejahatan merujuk pada individu yang melakukan tindakan kriminal, yang sering disebut sebagai penjahat. Penelitian mengenai pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan untuk menemukan penyebab di balik tindakan kriminal tersebut. Pelaku kejahatan dalam kriminologi ini meliputi individu, dan korporasi. 
3) Korban Kejahatan
Seiring perkembangan zaman, penelitian tentang pelaku kejahatan telah mencakup studi mengenai korban kejahatan. Pengaruh tulisan Hans Von Hentig dan B. Mendelsohn dalam buku mereka “The Criminal and His Victim” sangat signifikan. Von Hentig menunjukkan bahwa dalam kejahatan tertentu, korban memiliki peran yang sangat penting dalam proses terjadinya kejahatan. Selanjutnya, kajian tentang korban ini mengalami perkembangan pesat dan melahirkan viktimologi, yaitu disiplin ilmu yang membahas berbagai aspek terkait masalah korban.[footnoteRef:54] [54:  Ibid, 41] 

4) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan
Terdapat 2 (dua) reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan yaitu: reaksi represif dan reaksi preventif. Reaksi represif adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (formal) yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi. Sedangkan reaksi preventif adalah yang dimaksud dengan reaksi atau tindak preventif adalah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi.
Selain reaksi represif dan reaksi preventif ada juga reaksi formal dan reaksi informal. Reaksi formal terhadap kejahatan adalah reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya, yakni melanggar hukum pidana, oleh pihak-pihak yang diberi wewenang atau kekuatan hukum untuk melakukan reaksi tersebut. Reaksi informal yang dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum tetapi oleh warga masyarakat biasa.[footnoteRef:55] [55:  Ibrahim Fikma, Kamilatun, dkk, Kriminologi, (Bandar lampung: Pusaka Media, 2023), 44-45.] 

5. Teori Kriminologi
Abintoro Prakoso mengemukakan teori-teori Kriminologi Modern untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan, teori-teori tersebut diantaranya:
1) [bookmark: _Hlk180823817]Teori Differential Association
Teori Differential Association pertama kalinya dikemukakan seorang ahli sosiologi AS bernama Edwin H.Sutherland, tahun 1934, dalam bukunya Principles of Criminology. Pada konkritnya, teori Differential Association berlandaskan kepada  “Ecological and Cultural Transmission Theory, Symbolic Interactionism and Culture Conflict Theory”. Dimana dalam teori ini menurut Edwin H. Sutherland dibagi menjadi 2 (dua) versi.
Berdasarkan pendapat Edwin H. Sutherland pada versi pertama dikemukakan tahun 1939 bahwa, Differential Association diartikan sebagai “the contents of the patterns presented in association”. Hal ini memberi gambaran bahwa perilaku kriminal tidak hanya dipicu oleh tindakan kejahatan itu sendiri, tetapi lebih pada isi dari proses komunikasi dengan orang lain yang berperan penting. Pada tahun 1947, Sutherland kemudian memperkenalkan versi kedua dari teori ini, yang menekankan bahwa semua perilaku adalah hasil dari pembelajaran dan tidak diwariskan atau tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua.[footnoteRef:56] [56:  Beby Suryani, Kriminologi, 163-165.] 

Postulat yang dikemukakan oleh Edwin H Sutherland dan Donald Cressey dalam kerangka teori differential association ini diantaranya:[footnoteRef:57]  [57:  Ibrahim Fikma, Kamilatun, Kriminologi, 24.] 

a. Kejahatan berasal dari sesuatu yang dipelajari, tidak berasal dari hal yang diwariskan. Jadi, kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat.
b. Kejahatan dipelajari dengan cara berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan sekitar melalui proses komunikasi.
c. Bagian pokok proses belajar kejahatan berlangsung di dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. 
d. Perilaku kejahatan dipelajari meliputi: 
· Teknik-teknik untuk melakukan kejahatan yang kadangkala sangat rumit dan kadang-kadang sangat sederhana, 
· Arah motif, dorongan, pembenaran dan sikap-sikap. 
2) Teori Anomie (strain theory)  
Teori anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang merupakan suatu keadaan tanpa norma (the concept of Anomie referred to on absence of social regulation normlessness). Durkheim juga mempergunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan deregulation (keadaan tanpa norma) di dalam masyarakat, dimana masyarakat tidak mentaati aturan-aturan yang ada, sehingga dalam keadaan ini yang menyebabkan terjadinya deviasi. Deviasi yaitu bentuk penyimpangan terhadap norma atau peraturan yang ada di masyarakat.[footnoteRef:58]  [58:  Aroma Elmina Martha, KRIMINOLOGI: Sebuah Pengantar, Buku Litera (Yogyakarta, 2020), 97.] 

Teori anomie kemudian juga dikemukakan oleh Robert K. Merton, yang mengadopsi konsep anomie dari Emile Durkheim. Menurut Robert K. Merton, teori anomie merupakan ketidaksesuaian atau timbulnya perbedaan antara cultural goals dan institusional means sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas. Dalam teori anomie Merton membagi norma sosial berupa tujuan sosial (sociatae goals) dan sarana-sarana (acceptable means) untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, tidak semua orang dalam mencapai tujuan menggunakan sarana yang benar, tetapi ada seseorang yang melakukan dengan sarana yang tidak sesuai atau melanggar sebuah peraturan. Hal tersebut terjadi dikarenakan struktur sosial berbentuk kelas-kelas, sehingga menyebabkan adanya perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan.  Perbedaan kelas inilah yang menimbulkan frustasi dan depresi di kalangan warga yang tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan. Pada akhirnya masyarakat melakukan segala cara untuk mencapai tujuan (goals) tersebut yaitu dengan cara melakukan penyimpangan. Pada intinya Robert K. Merton memandang anomie sebagai suatu kondisi yang timbul ketika terdapat ketimpangan antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapainya.
Robert K. Merton mengemukakan ada 5 (lima) cara untuk mengatasi keadaan anomie, diantaranya yaitu:[footnoteRef:59] [59:  Utami, Aliran dan Teori dalam Kriminologi, 96-97.] 

1. Ketaatan (Conformity), merupakan kondisi dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral.
2. Inovasi (innovation), merupakan kondisi di mana tujuan yang ada dalam masyarakat diakui dan dipertahankan, tetapi cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut diubah.
3. Ritualisme (ritualism), merupakan keadaan dimana anggota masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan, namun tetap menggunakan sarana-sarana yang telah ditentukan.
4. Penarikan diri (Retreatism), merupakan keadaan dimana para warga masyarakat menolak tujuan dan sarana yang sudah tersedia.
5. Pemberontakan (Rebellion), merupakan situasi di mana individu menolak tujuan dan sarana yang ada dalam masyarakat serta berusaha untuk mengganti atau mengubah semuanya..  
3) Teori Kontrol Sosial
Dalam teori kontrol merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan, mengapa tidak semua  orang melanggar hukum, mengapa ada orang yang taat dengan hukum.[footnoteRef:60] Dalam konteks ini, Reiss, Jr. membedakan dua jenis kontrol, yaitu kontrol pribadi dan kontrol sosial. Kontrol pribadi mengacu pada kemampuan individu untuk menahan diri agar tidak melanggar norma-norma yang berlaku demi memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, kontrol sosial merujuk pada kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk menerapkan norma-norma atau peraturan-peraturan secara efektif. [60:  Priyanto, Kriminologi, 31.] 

Teori kontrol, yang diungkapkan oleh F. Ivan Nye, menunjukkan bahwa untuk mencegah delinkuensi, diperlukan adanya kontrol baik internal maupun eksternal. Ketika salah satu dari kontrol ini lemah, kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang meningkat. Oleh karena itu, manusia diberikan pedoman atau kaidah-kaidah untuk menjaga diri agar tidak melanggar norma. Serta dengan adanya proses sosialisasi yang efektif, tingkat delinkuensi dapat dikurangi. Ivan Nye mengemukakan bahwa ada beberapa poin penting dalam teori kontrol, diantaranya:
a. Adanya kontrol internal maupun eksternal
b. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran
c. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang memadai, akan mengurangi terjadinya delinkuen.
d. Diharapkan remaja mentaati hukum.
Teori kontrol sosial ini berangkat dari asumsi bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi baik atau jahat. Jadi, baik jahatnya seseorang tergantung pada masyarakatnya.
Menurut Travis Hirschi, ada 4 (empat) elemen ikatan sosial dalam masyarakat, diantaranya:[footnoteRef:61] [61:  Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi (Bandung: PT Eresco, 1992), 36.] 

a. Kasih (attachment)
Attachment adalah ikatan seseorang dengan orang lain, seperti orang tua, atau dengan lembaga seperti sekolah, yang dapat berfungsi sebagai pencegah atau penghambat individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal.
b. Komitmen (commitment)
Komitmen merupakan bentuk investasi individu dalam masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan dalam organisasi. Segala aktivitas yang dilakukan di lingkungan sekolah, tempat kerja, atau dalam organisasi dapat memberikan manfaat bagi individu tersebut.
c. Keterlibatan (involvement)
Keterlibatan berarti kegiatan individu yang dapat mengurangi kecenderungan untuk terlibat dalam tindakan kriminal.
d. Kepercayaan (Beliefs)
Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang berlaku dapat menghasilkan kepatuhan terhadap norma tersebut, dan kepatuhan ini dapat mengurangi hasrat untuk melakukan pelanggaran.
B. Tindak Pidana
1. Pengertian   
Tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata strafbaar feit dalam bahasa Belanda, dan juga delict yang berasal dari bahasa Latin delictum. Strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana, sedangkan delik adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Penggunaan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaar feit oleh sarjana-sarjana Indonesia, diantaranya yaitu:
1) Tindak pidana
2) Peristiwa pidana
3) Delik
4) Pelanggaran pidana
5) Perbuatan yang dapat dihukum, dan
6) Perbuatan pidana.[footnoteRef:62] [62:  Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, Hukum Pidana (Jakarta: PT Sengir Multi Usaha, 2022), 37-39.] 

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam hal ini ada beberapa ahli hukum yang mendefinisikan tentang tindak pidana, diantaranya menurut Pompe, strafbaar feit atau tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. 
Simons merumuskan tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Hal ini juga dikemukakan oleh Moeljatno tindak pidana adalah suatu  perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, apabila seseorang melanggar peraturan tersebut akan diancam dan dikenai sanksi pidana.
Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan perbuatan perdagangan, tindak pidana perdagangan adalah perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana ini dapat mencakup berbagai jenis pelanggaran, seperti perdagangan barang ilegal, barang yang dilarang untuk diperdagangkan, atau perdagangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang.[footnoteRef:63] Tindak pidana perdagangan sendiri merupakan segala bentuk aktivitas ilegal yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan perdagangan tanpa adanya izin atau di luar ketentuan hukum yang berlaku.  [63:  Cindy Kolamban, “Tindak Pidana Perdagangan yang dapat Dilakukan oleh Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,” Lex Crimen VIII, no. 8 (2019): 116.] 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
D. Simon mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) meliputi:
1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2) Diancam dengan pidana (Strafbaar gesteld)
3) Melawan hukum (onrechtmatige)
4) Dilakukan dengan kesalahaan
5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari strafbaar feit.  Yang dimaksud sebagai unsur objektif yaitu: 
a. Perbuatan orang
b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau di muka umum.
Unsur subjektif yaitu:
a. Orang yang mampu bertanggungjawab;
b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa).[footnoteRef:64] [64:  Sudarto, Hukum Pidana 1 Edisi Revisi (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), 51-52.] 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Jenis tindak pidana diantaranya yaitu:
1) Kejahatan dan pelanggaran
[bookmark: _Hlk180922331]Pembagian jenis kejahatan dan pelanggaran ini diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) yang terdapat di dalam buku II dan buku III. Dalam buku I KUHP membahas terkait delik kejahatan (rechtsdelicten), sedangkan dalam buku III memuat delik pelanggaran (wetsdelicten). Kejahatan (rechtsdelicten) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu diancam dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak, namun perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan keadilan. Dalam hal ini seperti pembunuhan, pencurian dan semacamnya. Sedangkan, pelanggaran merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yang sudah diatur oleh Undang-Undang, seperti contohnya tidak menggunakan helm, memarkir mobil di sebelah kanan jalan.
2) [bookmark: _Hlk181080161]Delik commisionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissionem commissa
Delik commisionis yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, artinya seseorang berbuat sesuatu yang dilarang. Hal ini seperti pencurian, penipuan dan penggelapan. Kemudian, delik ommissionis yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, artinya seseorang tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan. Delik ommissionis ini seperti tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP), melakukan perdagangan minuman keras tanpa ada surat izin usaha. Terakhir ada delik commissionis per ommissionem commissa yaitu delik yang berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Hal ini seperti seorang penjaga wesel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel. 
3) Delik tunggal dan delik berganda
Delik tunggal yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berganda yaitu delik yang baru dikatakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya seperti penadahan sebagai kebiasaan.[footnoteRef:65] [65:  Ibid, 73-74.] 

4) Delik aduan dan delik biasa
Delik aduan yaitu delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan, seperti penghinaan.[footnoteRef:66] Delik aduan menurut sifatnya dikategorikan menjadi 2 (dua): [66:  Ibid,75.] 

a. Delik aduan yang absolut yaitu delik yang bisa dituntut berdasarkan pengaduannya, seperti pencemaran nama baik.
b. Delik aduan relatif yaitu delik yang ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena, artinya delik ini dilakukan di lingkungan keluarga. Misalnya yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP yaitu pencurian dalam keluarga. 
Selanjutnya, delik biasa merupakan delik yang tidak harus ada pengaduannya terlebih dahulu untuk penuntutannya. Delik biasa ini contohnya pencurian, pembunuhan, penggelapan penganiayaan.[footnoteRef:67]  [67:   Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 102.] 

4. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan
Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal ini juga terkait dengan kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) dan kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy).[footnoteRef:68] Menurut Barda Nawawi, kebijakan penanggulangan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dengan sarana penal dan sarana non penal. [68:  Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta, 2007), 77.] 

Upaya penanggulangan sarana penal yaitu penanggulangan yang dilakukan dengan menggunakan hukum pidana atau melalui jalur pidana. Sarana penal ini lebih berfokus atau menitikberatkan pada sifat represif yaitu dengan memberikan sebuah perlakuan (treatment) berupa teguran secara tertulis dan penghukuman (punishment) yang berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sedangkan, upaya penanggulangan sarana non penal yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan di luar jalur pidana, dan dan lebih menitikberatkan pada sifat preemtif dan preventif. 
Upaya preemtif merupakan upaya awal sedini mungkin dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan yaitu upaya yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Penanggulangan dengan cara preemtif dilakukan dengan menanamkan sebuah nilai-nilai dan norma yang positif, agar nilai dan norma positif tersebut dapat meresap atau terinternalisasi pada diri individu. Contoh upaya preemtif seperti memberikan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan.
Upaya preventif adalah upaya penanggulangan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam lingkup pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku atau pencegahan. Seperti melakukan patroli dan razia, menanggapi pengaduan atau laporan dari masyarakat.[footnoteRef:69] [69:  A.S.Alam, Pengantar Kriminologi (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), 79-80.] 

C. Minuman Keras (Miras)
1. Pengertian 
Minuman keras (miras) merupakan minuman beralkohol yang berdampak signifikan pada kesehatan dan perilaku individu. Minuman ini mengandung etanol, suatu zat psikoaktif yang dapat menurunkan tingkat kesadaran. Sebagai komponen aktif dalam alkohol, etanol bekerja dengan menekan sistem saraf pusat, sehingga miras diklasifikasikan sebagai NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Efeknya mencakup pengaruh pada fungsi tubuh, perilaku, suasana hati, dan emosi orang yang mengkonsumsinya. Jika dikonsumsi berlebihan, alkohol dapat memicu gangguan mental organik (GMO), yang berdampak pada kemampuan berpikir, perasaan, dan perilaku.[footnoteRef:70] [70:  Safri Miradj, “Dampak Minuman Keras terhadap Perilaku Generasi Muda,” Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama 14, no. 1 (2020): 69.] 

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, telah merumuskan terkait tentang pengertian minuman beralkohol atau minuman keras. Dalam hal ini tepatnya pada Pasal 1 Ayat 5 yang menyatakan bahwa: “Minuman keras adalah minuman minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”.
[bookmark: _Hlk180942775]Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86/ MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras, menjelaskan bahwa Minuman beralkohol adalah jenis minuman yang mengandung alkohol (etanol), yaitu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Minuman ini dihasilkan melalui proses fermentasi dari berbagai bahan baku nabati yang kaya akan karbohidrat, seperti biji-bijian, nira, dan lain-lain, atau dibuat melalui distilasi dari hasil fermentasi, yang meliputi minuman keras golongan A, B, dan C. 
2. Penggolongan Minuman Keras
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menyebutkan bahwa minuman beralkohol/minuman keras digolongkan menjadi 3 golongan, diantaranya yaitu: 
1) Minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, dan minuman keras golongan C. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen). Jenis minuman keras golongan A meliputi Bir bintang 2-6%, san miguel, anggur rendah alkohol, greensand, dan lain-lain.
2) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Minuman keras golongan B meliputi wine 10-15% atau cider sherry/port 15-20%, anggur malaga, anggur orang tua, shochu, creme cacao, dan sebagainya. 
3) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Miras golongan C meliputi vodka, whisky 35-40%, gin 50-60%, rum 37,5%, likuer 35-40%, brandy 35-60%. 
Ada beberapa jenis minuman beralkohol yang banyak dijumpai di Indonesia, yaitu meliputi:[footnoteRef:71] [71:  Budi Wahyu, “Analisis Kriminologis terhadap Peredaran Minuman Tradisional Tuak oleh Masyarakat di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur” (Universitas Batanghari, 2021), 108-109.] 

1) Rum, yaitu salah satu jenis minuman keras yang terbuat dari suatu proses destilasi air tebu. Minuman keras satu ini mempunyai kadar alkohol yang berbeda-beda, sehingga terdapat beberapa jenisnya yaitu rum coklat, rum putih, dan rum berkualitas tinggi. 
2) Whisky, adalah minuman keras yang terbuat dari biji-bijian sebagai bahan utamanya yang difermentasi di sebuah wadah disebut tong.
3) Vodka, merupakan minuman keras yang terbuat dari gandum sebagai bahan utamanya dengan cara difermentasi, kemudian destilasi. Minuman keras ini banyak paling mudah dijumpai dan populer di Indonesia. 
4) Anggur, merupakan salah satu minuman keras yang terbuat dari buah anggur dengan cara fermentasi menggunakan ragi sampai berbulan-bulan.  
5) Brandy, merupakan minuman beralkohol yang dihasilkan melalui proses penyulingan anggur dan memiliki kandungan alkohol sekitar 35% hingga 60%. Tingkat alkohol dalam brandy sebanding dengan gin, yang juga mengandung alkohol antara 35% hingga 55% dan dibuat dari juniper berry 35-55%. 
6) Bir, adalah salah satu minuman yang populer di Indonesia yang terbuat dari dari biji-bijian seperti barley, air, ragi, dan hop (bunga humulus lupulus). Dalam proses pembuatannya, ragi memfermentasi gula dari biji-bijian, menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Hop ditambahkan untuk memberikan rasa pahit serta aroma khas, dan juga berfungsi sebagai pengawet alami.
3. Ketentuan Hukum tentang Minuman Keras
Ketentuan hukum tentang larangan minuman keras telah diatur tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 204 ayat (1), dan Pasal 300 KUHP, Pasal 424 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam KUHP Pasal 204 ayat (1) menyatakan bahwa:
Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.[footnoteRef:72]  [72:  Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Rawangmangun: Bumi Aksara, 2018), 77.] 

Dalam Pasal 300 ayat 1 KUHP berbunyi:
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah: Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
[bookmark: _Hlk181083788]Dalam hal ini juga diatur dalam Pasal 424 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 424 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan: 
(1) Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.[footnoteRef:73]  [73:  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 144-145. ] 

Dalam ketentuan hukum telah diatur kewajiban perizinan minuman keras, ketentuan hukum tersebut diantaranya yaitu:
1. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, tepatnya dalam Pasal 4 yang berbunyi:
(1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi  dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
(2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(3) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
(4) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya.[footnoteRef:74] [74:  Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, 4.] 

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 86/Men. Kes/Per/Iv/77 tentang Minuman Keras, tepatnya dalam Pasal 2, menyatakan bahwa: “Produsen minuman keras, Importir minuman keras, Pedagang besar minuman keras, Penyalur minuman keras, Pengecer minuman keras dan penjual minuman keras harus mendapat izin tertulis Menteri”.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, tepatnya pada Pasal 31, bahwa:
(1) Setiap orang perseorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdaga- ngkan Minuman Beralkohol
(2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/ atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.[footnoteRef:75] [75:  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, 20. ] 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, tepatnya dalam Pasal 9 tentang tentuan perizinan minuman keras.




BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL WAWANCARA
A. Profil Polres Blora
Polres Blora merupakan Kepolisian Resor yang terletak di Jl. Nasional Blora-Cepu, Ngelobener, Jepon, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58261. Kepolisian Resor Blora bertugas dalam memelihara keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan masyarakat di wilayah Blora, Jawa Tengah. Sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Blora menjalankan tugas untuk menegakkan hukum dan memberikan pengayoman serta pelayanan kepada warga di wilayah hukumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan, bahwa pembagian wilayah hukum Polres Blora dilakukan sesuai kepentingan penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian di tingkat kabupaten/kota.
Wilayah kerja Kepolisian Resor Kabupaten Blora mencakup 16 kecamatan, 24 kelurahan, dan 271 desa, dengan luas total 1.804,59 km² serta jumlah penduduk sekitar 925.642 jiwa. Luas wilayah kerja Polres Blora sebagai berikut:[footnoteRef:76] [76:  Yunita Riski Intan dkk, Kabupaten Blora Dalam Angka Blora Regencyin Figures 2024 (Blora: BPS Kabupaten Blora, 2024), 6.] 



Gambar 3. 1 
Diagram Persentase Luas Wilayah Kerja Polres Blora
[image: ]
[bookmark: _Hlk181461724]    Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Blora, Blora Regency in Figures 2024
Wilayah kerja Polres Blora terdiri dari beberapa daerah, diantaranya yaitu:
1. Blora Pusat, mencakup Kota Blora, Kecamatan Tunjungan, dan Kecamatan Jepon.
2. Blora Tengah, meliputi Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Banjarejo
3. Blora Timur, terdiri dari Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Jiken, Kecamatan Sambong, dan Kecamatan Cepu.
4. Blora Barat, meliputi Kecamatan Kunduran, dan Jati.
5. Blora Selatan, meliputi Kecamatan Kradenan, Kecamatan Randublatung, dan Kedungtuban.
6. Blora Utara yang terdiri dari Kecamatan Todanan dan Kecamatan Japah.
Terdapat Visi dan Misi dari SDM Polres Blora, visi SDM dari Kepolisian Resor Blora yaitu mewujudkan Polres Blora yang aman dan tertib melalui pembinaan SDM Polri yang berprestasi dan inovatif.[footnoteRef:77]. Kemudian, juga terdapat beberapa Misi SDM dari Polres Blora, diantaranya yaitu: [77:  Kepolisian Resor Blora , Visi Misi Bagian Sumber Daya Manusia Polres Blora, https://mustikapolresblora.com/3-visi-dan-misi-bagian-sumber-daya-manusia, (Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024).] 

1. Melindungi masyarakat melalui pembinaan SDM Polri yang berprestasi dan inovatif;
2. Mengayomi masyarakat melalui pembinaan SDM Polri yang berprestasi dan inovatif;
3. Melayani masyarakat melalui pembinaan SDM Polri yang berprestasi dan inovatif.[footnoteRef:78] [78:  Ibid.  ] 

Selain itu juga terdapat visi dan misi Yanmin sat intelkam yaitu menjadikan yanmin sat intelkam Polres Blora sebagai tempat pelayanan publik yang selalu siap melayani masyarakat guna mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi Polri.[footnoteRef:79] Sementara itu, misi dari sat intelkam Polres Blora yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel; Menindaklanjuti masukan/komplain dari masyarakat dalam meningkatkan pelayanan; memantapkan tugas pokok fungsi dan kewenangan Yanmin dengan tetap mengacu pada ketentuan serta kebijakan yang telah digariskan.  [79:  Kepolisian Resor Blora, Visi Misi Yanmin Polres Blora, https://www. mustika polresblora.com/node/102, (Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024).
] 

Struktur organisasi tingkat Polres Blora, salah satunya Polres Blora yaitu sebagai berikut:
[bookmark: _Toc184753965]Gambar 3. 2 
Bagan Organisasi Kepolisian Resor Blora
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         Sumber: https://polisiblora.com/?page_id=9

Pada tahun 2024 Polres Blora dipimpin oleh Kapolres AKBP Wawan Andi Susanto, S.H, S.I.K, M.H, yang mempunyai Motto “Hebat” artinya hadir, berbuat dan bermanfaat.[footnoteRef:80] Dalam hal ini, Kapolres dibantu oleh Wakapolres yaitu Kompol Riwayat Sosiyanto, SH, M. Si. Untuk melaksanakan tugas pimpinan dan pengelolaan organisasi unsur pimpinan dibantu oleh unsur pengawas &  pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.[footnoteRef:81]  [80:  Wawancara dengan Penyidik Pembantu/Banit 1 Satreskrim Polres Blora Bapak Bripka Boby Tri Minnarto, S.H., Kamis, 10 Oktober 2024.]  [81:  Profil Kapolres Blora, Profil Kapolres Blora, https://mustikapolresblora.com/profil-kapolres, (Diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 13.36 WIB).] 

a. Unsur pengawas diantaranya:
1) Seksi Pengawas (Siwas) bertugas melakukan pemantauan dan  pengawasan umum, baik secara rutin maupun insidentil, atas pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh setiap unit kerja, khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian rencana kerja. Pengawasan ini mencakup aspek materiil, fasilitas, dan layanan, serta meninjau saran dan penyimpangan yang teridentifikasi.[footnoteRef:82] [82:  Kepolisian Resor Blora, Kepala Seksi Pengawasan, https://mustikapolresblora.com/1-kepala-seksi-pengawasan, (Diakses pada tanggal 1 November pukul 13.38 WIB)  ] 

2) Seksi Pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal atau (SiPropam) bertugas memberikan layanan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan tindakan anggota Polri, serta melakukan pembinaan disiplin dan tata tertib. Selain itu, seksi ini juga bertanggung jawab atas pengamanan internal untuk menegakkan disiplin dan meningkatkan kehormatan profesi.[footnoteRef:83] [83:  Kepolisian Resor Blora, Kepala Seksi Provost dan Paminal, https://mustikapolresblora.com/1-kepala-seksi-provost-dan-paminal, (Diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 13.40 WIB).] 

3) Seksi Keuangan (SiKeu) bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pelayanan keuangan, yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan.
4) Seksi Umum (SiUm) bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan administrasi dan kelancaran tugas pimpinan, yang meliputi fungsi kesekretariatan, kearsipan, serta administrasi umum lainnya. Selain itu, seksi ini juga menyediakan pelayanan markas di lingkungan Polres. Setiap seksi dipimpin oleh Kanit (Unit Ketua) dan didukung oleh staf pembantu.[footnoteRef:84] [84:  Kepolisian Resor Blora, https://mustikapolresblora.com/, (Diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 13.50 WIB).] 

b. Unsur pembantu pimpinan, diantaranya:
1) Bagian Sumber Daya (Bag Sumda) bertanggung jawab dalam pelatihan dan administrasi personil, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, serta pelatihan dan administrasi logistik. Selain itu, mereka juga memberikan bantuan dan penerapan hukum. Dalam hal ini Bag Sumda dibantu oleh beberapa subbag, yaitu sub bagian personil (subbagpers), sub bagian sarana dan prasarana (subbagsarpras), dan sub bagian hukum (subbagkum).[footnoteRef:85]   [85:  Kepolisian Resor Blora, Job Deskription Bag SDM, https://mustikapolresblora.com/2-job-desciption-bag-sdm, (Diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 14.00 WIB).] 

2) Bagian Perencanaan (Begren), yaitu unsur pembantu pimpinan Polres Blora yang berada dibawah Kapolres Blora untuk menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan birokrasi. Dalam hal ini Bagren terdiri dari 2 subbagian diantaranya subbagian program dan anggaran (Subbag Progar), dan sub bagian pengendalian anggaran (Subbag Dalgar).
Subbag Progar adalah sub bagian yang bertugas menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres, yang diwujudkan dalam bentuk rencana kerja anggaran kementerian/lembaga serta daftar isian pelaksanaan anggaran. Subbagprogar ini dipimpin oleh kepala subbaagrenprogar (sub bagian perencanaan program dan anggaran) yang disingkat kasubagrenprogar yang bertanggungjawab kepada Kabagren.
Selanjutnya, ada subbagdalgar (sub bagian pengendalian anggaran) yaitu bertugas menyusun laporan realisasi anggaran, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah, mengelola administrasi otorisasi anggaran di tingkat Polres, serta melakukan koordinasi untuk revisi rencana kerja anggaran kementerian/lembaga dan daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja Polres.[footnoteRef:86] [86:  Kepolisian Resore Blora, Bagian Perencanaan (Begren) Polres Blora  https://mustikapolresblora. com/job-discription-bagian-perencanaan, (Diakses pada tanggal 10 November 2024 pukul 07.21 WIB).] 

3) Bagian Operasi (Bagops) berfungsi untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengelola administrasi operasi kepolisian, termasuk melakukan latihan pra-operasi. Mereka juga melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait untuk pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID). Dalam bagops dibantu oleh beberapa subbag yaitu Sub bagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops), Sub bagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops), dan Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas).[footnoteRef:87] [87:  Kepolisian Resore Blora, Bagian Operasi (Bagops), https://www.mustikapolresblora. com/?q=node/74, (Diakses pada tanggal 10 November 2024 pukul 7.21 WIB)
] 

c. Unsur pelaksana tugas pokok, diantaranya, yaitu:
1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Tugasnya meliputi penerimaan dan penanganan awal laporan atau pengaduan, memberikan bantuan atau pertolongan kepolisian, serta bekerja sama dengan fungsi terkait untuk penyelidikan lokasi kejadian (TKP) guna melaksanakan kegiatan dan olah TKP sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.  
2) Sat Intelkam (Satuan Intelijen Keamanan), bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengembangkan fungsi intelijen di bidang keamanan. Tugasnya mencakup analisis intelijen, pengelolaan sandi, serta memberikan layanan berupa izin atau keterangan terkait orang asing, senjata api, bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat, dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada masyarakat. Selain itu, Satuan Intelkam juga melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas tersebut.[footnoteRef:88] [88:  Kepolisian Resor Blora, Kasat Intelkam, https://mustikapolresblora.com/kasat-intelkam, (Diakses pada tanggal 10 November 2024 pukul 10 November 2024 pukul 07.59 WIB).] 

3) Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal), yang mempunyai tugas untuk melaksanakan dan membina fungsi investigasi serta penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel. Ini termasuk penerapan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan memberikan layanan serta perlindungan khusus kepada korban dan pelaku anak dan wanita. Satuan Reskrim juga bertanggung jawab atas identifikasi untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum, serta melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap Penyidik ​​Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku.[footnoteRef:89] [89:   Wawancara dengan Penyidik Pembantu/Banit 1 Satreskrim Polres Blora Bapak Bripka Boby Tri Minnarto, S.H., Kamis, 10 Oktober 2024.   ] 

4) Sat Narkoba (Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya), yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan fungsi investigasi serta investigasi terkait tindak pidana narkoba. Tugas ini juga mencakup koordinasi dalam pelatihan, pencegahan, dan rehabilitasi bagi korban serta penyalahgunaan narkoba.[footnoteRef:90] [90:  Ibid ] 

5) Sat Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara), memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengembangkan fungsi samapta bhayangkara yang mencakup tugas-tugas umum Polri. Ini termasuk pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, serta pengamanan kegiatan masyarakat dan objek penting. Selain itu, Satuan Sabhara juga melakukan tindakan pertama di lokasi kejadian perkara (TPTKP), pengamanan tindak pidana ringan, dan mengendalikan massa demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.[footnoteRef:91] [91:  Kepolisian Resor Blora, Kasat Samapta,  https://mustikapolresblora.com/1-kasat-samapta, (Diakses pada tanggal 10 November 2024 pukul 08.01 WIB).] 

6) Sat Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat), bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang mencakup pengembangan teknis Polmas dan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga, serta organisasi masyarakat. Selain itu, Satuan Binmas juga fokus pada pelatihan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dan peningkatan keamanan serta perlindungan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan dan memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat.[footnoteRef:92] [92:  Kepolisian Resor Blora, Kasat Binmas, https://mustikapolresblora.com/kasat-binmas, (Diakses pada tanggal 10 November 2024 pukul 08.10)] 

7) Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas), memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengembangkan fungsi lalu lintas kepolisian. Tugasnya meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, serta pendidikan masyarakat mengenai lalu lintas. Selain itu, satuan lalu lintas juga melakukan registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor, menyelidiki kecelakaan lalu lintas, dan menegakkan hukum di bidang lalu lintas. Semua ini dilakukan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas.[footnoteRef:93]         [93:  Kepolisian Resor Blora, Kasat lalu Lintas, https://mustikapolresblora.com/kasat-lalu-lintas, (Diakses pada tanggal 10 November 2024, pukul 08.40 WIB)] 

8) Sat Pamol Vit (Satuan Pengamanan Objek Vita), bertugas melaksanakan pengamanan terhadap objek-objek vital, seperti bank, lokasi pariwisata, dan berbagai instansi pemerintah.
9) Sat Tahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti), yaitu bertugas dalam pengelolaan perawatan tahanan yang mencakup pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan baik secara jasmani dan rohani, serta penerimaan, penyimpanan, dan pengamanan barang bukti beserta administrasinya. Selain itu, juga melaporkan jumlah dan kondisi penjaga sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai bidang masing-masing. 
d. Unsur pendukung, yaitu Seksi Telematika dan Informatika Polri (Sitipol)
e. Unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polisi Sektor (Polsek) yang menjadi tanggung jawab dari Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).
[bookmark: _Hlk184753410]Dalam unsur pelaksana tugas pokok kepolisian di atas, bahwa yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin merupakan tugas bagian dari Sat Reskrim, Samapta dan Sat Narkoba.[footnoteRef:94] [94:  Wawancara dengan Penyidik Pembantu/Banit 1 Satreskrim Polres Blora Bapak Bripka Boby Tri Minnarto, S.H., Kamis, 10 Oktober 2024] 

B. Hasil Wawancara Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Blora
1. Data tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin 
Kasus tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resor Blora pada tahun 2022-2024 Oktober dikelompokkan dalam laporan tahunan atau per tahunnya oleh Kepolisian Resor Blora, diantaranya sebagai berikut:
Tabel 3. 1
Rekapan Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan 
Minuman Keras Tanpa Izin di Wilayah Hukum 
Polres Blora Tahun 2022-2024
	No
	Tahun
	Kasus Perbulan
	Jumlah Kasus Miras

	1
	2022
	Januari
	1 
	1 Kasus

	2
	2023
	Maret
	2 
	4 Kasus

	
	
	April
	2 
	

	3
	2024
	Maret
	1 
	11 Kasus

	
	
	Mei
	1 
	

	
	
	September
	1 
	

	
	
	Oktober
	8 
	


Sumber: Data Kasus Dari Kepolisian Resor Blora, 2024[footnoteRef:95] [95:  Data Penelitian dari Kepolisian Resor (Polres) Blora, 14 Oktober 2024.] 



Apabila dilihat berdasarkan data dari tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa perkembangan tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora mengalami peningkatan di tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2022-2024. Pada tahun 2022 jumlah tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin hanya terdapat 1 (satu) kasus saja yaitu di bulan Januari yang ditangani oleh kepolisian.  Dari tahun 2022 ke tahun 2023 mulai mengalami peningkatan, yang awalnya hanya 1 (satu) kasus tindak pidana, menjadi 4 kasus tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin yaitu pada bulan Maret dan bulan April 2023. Kemudian, pada tahun 2024 justru mengalami peningkatan yang signifikan yaitu di bulan Maret, bulan Mei, bulan September, dan bulan Oktober yang terdapat 11 (sebelas)  kasus tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin. Peningkatan tindak pidana perdagangan miras tanpa izin dari tahun 2022-2024 tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi dan lingkungan sekitar pelaku. Meskipun terdapat faktor lain seperti faktor pendidikan yang rendah, dan faktor keluarga, akan tetapi yang paling mendominasi terjadinya peningkatan tindak pidana tersebut dari tahun ke tahun yaitu faktor ekonomi dan lingkungan sekitar pelaku yang kebanyakan menjual miras dan banyak peminatnya.[footnoteRef:96] [96:  Bripka Boby Triminnarto, S.H., (Penyidik Pembantu/banit 1 Satreskrim Kepolisian Resor Blora), Wawancara, Blora, Selasa, 12 November 2024.
] 

Tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah Kabupaten Blora berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis atau bentuk tindakannya, yaitu sebagai berikut:  
	Tahun
	Penjualan miras kepada pembeli di bawah usia 21 tahun
	Penjua-lan Miras kepada Perem-
puan
	Penjualan Miras tidak Berlabel (oplosan), tetapi Ber SIUP dan ITP MB
	Penjualan Miras tidak ber SIUP&ITP MB, tetapi produknya memiliki izin edar dan label 


	Penjualan Miras Tidak Ber SIUP, ITP MB dan tidak ada izin edar dan label
	Jumlah Kasus Miras

	2022
	-
	-
	-
	-
	1 Kasus
	1 Kasus

	2023
	-
	-
	-
	2 Kasus
	2 Kasus
	4 Kasus

	2024
	-
	-
	-
	2 Kasus
	9 Kasus
	11 Kasus


Tabel 3. 2
Rekapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin Berdasarkan Jenis atau Bentuk Tindak Pidananya di Polres Blora Tahun 2022-2024 Oktober
Sumber: Data dari Kepolisian Resor Blora, 2024[footnoteRef:97] [97:  Ibid] 

Berdasarkan tabel diatas, Peraturan  Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 mengklasifikasikan berbagai bentuk tindak pidana perdagangan minuman keras yang terjadi di wilayah hukum Polres Blora. Klasifikasi ini mencakup berbagai jenis tindak pidana yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dalam hal ini mulai dari bentuk tindak pidana penjualan yang dilakukan kepada pembeli yang belum berusia 21 tahun dan penjualan kepada perempuan. Selanjutnya, bentuk penjualannya tidak memiliki surat izin usaha perdagangan minuman keras (SIUP MB) namun memiliki label produk, penjualan miras tidak berlabel namun memiliki SIUP MB dan ITP MB, dan bentuk perdagangan miras yang tidak memenuhi standar sama sekali, seperti tidak berlabel, tidak memiliki SIUP MB dan ITP MB.  
Pada tahun 2022 di wilayah hukum Polres Blora terdapat 1 kasus tindak pidana perdagangan miras yang tidak memiliki label, SIUP MB dan ITP MB. Selanjutnya, tahun 2023 mulai meningkat terdapat 2 kasus tindak pidana penjualan miras yang tidak memiliki SIUP dan ITP MB, namun memiliki label produk. Terdapat juga 2 kasus di tahun 2023 yang penjualannya tidak memiliki label, SIUP MB dan ITP MB. Terakhir pada tahun 2024 yang semakin meningkat yaitu terdapat 3 kasus penjualan minuman keras tidak memiliki SIUP MB dan ITP MB namun memiliki label, dan 8 kasus penjualan yang tidak memiliki label, SIUP MB dan ITP MB. 
Apabila dilihat dari tabel tersebut, masyarakat tidak akan bisa terlepas dari tindak kejahatan. Semakin tahun tindak kejahatan semakin berkembang dan meningkat jumlahnya. Apalagi, dengan banyaknya jumlah penduduk dan ditambah dengan adanya perbedaan yang signifikan dalam perekonomian masing-masing orang. Dalam hal ini, menciptakan situasi di mana kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi dapat mendorong individu atau kelompok tertentu untuk melakukan tindak kejahatan, sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. Deskripsi kasus tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin
Dalam kasus tindak pidana perdagangan minuman keras yang ada di wilayah Kabupaten Blora ini terdapat jenis atau bentuknya, diantaranya yaitu kasus tindak pidana perdagangan tanpa adanya surat izin usaha minuman beralkohol (SIUP MB), tempat usaha perdagangan minuman beralkohol  (ITP MB), namun produknya memiliki izin edar dan berlabel dan tindak pidana perdagangan minuman keras yang tidak memiliki SIUP MB, ITP MB, izin edar dan label.
1) Kasus tindak pidana perdagangan minuman keras tidak memiliki SIUP MB, ITP MB, tetapi memiliki izin edar dan label produk.
a. Kasus pertama, didapatkan dari Kepolisian Resor Blora yaitu berdasarkan LP/GAR/A/1/III /2023/SPKT.SATRESNARKOBA /POLRES BLORA/POLDA JAWA TENGAH, Kejadian berawal dari petugas Satresnarkoba Polres Blora pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah sekaligus warung di Ds. Sendangharjo RT.01/RW.02, Kec. Blora, Kab. Blora milik Pelaku yang berinisial J yang menjual minuman beralkohol. Dalam informasi tersebut, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blora yang sudah melengkapi atau membawa surat perintah tugas mendatangi rumah atau warung sekitar pukul 13.30 WIB, dan ditemukan barang bukti yaitu pelaku menjual minuman keras berupa 10 botol minuman beralkohol jenis Kilin, 18 (delapan belas) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold, 2 (dua) botol jenis anggur merah, 28 (dua puluh delapan) botol minuman beralkohol jenis bir bintang dan 20 (dua puluh) minuman beralkohol dengan  berbagai jenis merek lainnya. Dari keterangan sdr. berinisial J bahwa minuman beralkohol tersebut akan dijual atau diedarkan di wilayah Desa sekitar. Selanjutnya, petugas Satresnarkoba Polres Blora menanyakan surat atau dokumen yang sah yang berhubungan dengan penjualan minuman beralkohol, namun pelaku berinisial J tidak bisa menunjukan surat izin atau dokumen yang sah, meskipun produk minuman keras yang dijualkan berlabel semua. Dalam hal ini, sehingga terlapor dan barang bukti tersebut diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Blora guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.[footnoteRef:98] [98:  Kasus dari Bamin Urmintu Satreskrim Bapak Widian Aji Nugroho Kepolisian Resor Blora, Senin, 10 Oktober 2024. ] 

Adanya kasus tindak pidana perdagangan minuman keras berdasarkan LP/GAR/A/1/III/ 2023/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESBLORA/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 31 Maret 2023. Berdasarkan keterangan dari Bapak Bripka Boby Triminnarto, S.H., penanganan yang dilakukan oleh kepolisian dalam kasus tersebut dengan cara mengamankan barang bukti minuman keras yang ada di rumah pelaku berinisial J binti S ke  Kantor Satresnarkoba Polres Blora, guna penyidikan dan pegembangan lebih lanjut.[footnoteRef:99] Bapak Bripka Boby Triminnarto S.H., mengatakan  penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kasus J ini menggunakan penindakan secara represif dengan memberikan sebuah ancaman pidana yang berupa sanksi denda bagi pelaku usaha. Dalam penanganan kasus pertama tersebut, Bapak Bripka Boby Triminnarto juga menyatakan bahwa tidak ada hambatan dalam penyidikan, dikarenakan pelaku sangat kooperatif.[footnoteRef:100]  [99:  Bripka Boby Triminnarto, S.H., (Penyidik Pembantu/banit 1 Satreskrim Kepolisian Resor Blora), Wawancara, Blora, Selasa, 12 November 2024.]  [100:  Ibid] 

b. Kasus kedua, didapatkan dari kepolisian yaitu berdasarkan laporan LP/GAR/A/3/IV/2023/ SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESBLORA /POLDA JAWA TENGAH, 02 April 2023. Berdasarkan laporan kepolisian tersebut terdapat kasus tindak pidana perdagangan minuman keras atau beralkohol yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB) dan izin tempat usaha perdagangan (ITP MB). Dalam  kasus tersebut, meskipun tidak memiliki SIUP MB dan ITP MB, tetapi produk yang dijual memiliki izin edar dan label produk.
[bookmark: _Hlk182425524][bookmark: _Hlk182424889]Pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB petugas Satresnarkoba Polres Blora mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Cafe Milik pelaku S alamat Desa Sambong RT.09/RW.01, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, pelaku S telah menjual atau mengedarkan minuman beralkohol. Dalam hal ini, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blora yang sudah melengkapi atau membawa surat perintah tugas mendatangi cafe tersebut dan ditemukan barang bukti penjualan minuman keras berupa 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis bir bintang, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold, dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis bir hitam. Dari keterangan pemiliknya saudari pelaku S menyatakan bahwa minuman beralkohol tersebut akan dijual atau diedarkan di wilayah desa sekitar. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blora menanyakan surat atau dokumen yang sah sehubungan penjualan minuman beralkohol namun pelaku S tidak bisa menunjukkan surat izin atau dokumen yang sah tersebut.[footnoteRef:101]    [101:  Kasus dari Bamin Urmintu Satreskrim Bapak Widian Aji Nugroho Kepolisian Resor Blora, Senin, 10 Oktober 2024.] 

Berdasarkan keterangan dari Bapak Aji bahwa penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dengan menindaklanjuti kasus tersebut dan menyita barang bukti minuman keras yang diperdagangkannya. Disini pelaku juga diberikan sebuah ancaman berupa sanksi denda oleh kepolisian.[footnoteRef:102] [102:  Widian Aji Nugroho, (Bamin Urmintu Satreskrim Kepolisian Resor Blora), Wawancara, Blora, Selasa, 29 Oktober 2024.
] 

2) Kasus tindak pidana perdagangan minuman keras tidak memiliki SIUP MB, ITP MB, dan tidak berlabel
a. Kasus ketiga, didapatkan dari Kepolisian Resor Blora yaitu berdasarkan LP/GAR/A/2/III/2024/ SPKT.SATSAMAPTA/POLRESBLORA/PO-LDA JAWA TENGAH, tanggal 13 Maret 2024.
Berdasarkan laporan kepolisian tersebut terdapat kasus tindak pidana perdagangan minuman keras atau beralkohol yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB) dan izin tempat usaha perdagangan (ITP MB) dan produk yang ada yang tanpa label. 
Kejadian kasus ketiga, berawal dari petugas kepolisian Polres Blora pada hari Senin tanggal  04 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, mendapatkan informasi bahwa di warkop terletak di Jl. Raya Blora-Cepu, Desa Tempellemahbang RT.05/RW.0, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, milik pelaku yang berinisial SNS telah menjual minuman keras/beralkohol di dalam rumah atau warung miliknya. Dalam informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 19.30 petugas kepolisian melakukan pengecekan dan penggeledahan. Petugas kepolisian menemukan beberapa botol minuman keras di dalam lemari es, diantaranya yaitu 3 (tiga) botol minuman keras jenis kawa-kawa ukuran 600 ml, 3 (tiga) botol minuman keras jenis API ukuran 600 ml, 2 (dua) botol minuman keras jenis joker ukuran 600 ml, 1 (satu) botol minuman keras jenis beer draf ukuran 600 ml, dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak putih tradisional ukuran 1,6 liter. Berdasarkan keterangan pemiliknya yaitu sdr. berinisial SNS bahwa minuman beralkohol tersebut akan diperjualbelikan kepada pembeli atau pelanggan di warung terdakwa SNS. Meskipun minuman keras yang dijualkan pelaku ada yang berlabel, namun ada yang tidak berlabel produk, dan pelaku tidak dapat menunjukkan surat izin usaha saat diminta oleh pihak petugas kepolisian.[footnoteRef:103]  [103:  Kasus dari Bamin Urmintu Satreskrim Bapak Widian Aji Nugroho Kepolisian Resor Blora, Senin, 10 Oktober 2024.] 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bripka Boby Triminnarto, S.H., penanganan kasus kedua  dilakukan  dengan cara pengecekan dan penggeledahan tempat sampai mengamankan barang bukti minuman keras yang ada di warung tersebut ke Polres Blora untuk ditindaklanjuti sampai ke pengadilan. Beliau mengatakan: 
“kasus kedua ini ditindaklanjuti sampai pengadilan mba dikarenakan produk minuman keras yang diperjualbelikan itu banyak, sehingga tidak bisa hanya di beri pembinaan saja yaitu dengan surat pernyataan tidak akan melakukan penjualan minuman keras lagi atau bahasa hukumnya sanksi administatif, jadi kasusnya berjalan sampai putusan pengadilan dan BB (barang bukti) nya dimusnahkan saat operasi pekat”.[footnoteRef:104] [104:  Bripka Boby Triminnarto, S.H., (Penyidik Pembantu/banit 1 Satreskrim Kepolisian Resor Blora), Wawancara, Blora, Selasa, 12 November 2024).] 

Beliau menjelaskan penindakan kasus SNS sama seperti kasus pertama dan kedua yaitu diberikan ancaman sanksi pidana berupa denda yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora. Kemudian, selama dalam penanganan kasus ketiga beliau mengungkapkan tidak ada hambatan yang terjadi selama proses penyidikan berlangsung.
b. [bookmark: _Hlk182214596][bookmark: _Hlk183189292]Kasus keempat, didapatkan dari kepolisian yaitu berdasarkan laporan dari LP/GAR/A/2/X/2024/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TUNJUNGAN/POLRES BLORA/ POLDAJAWATENGAH, 02-10-2024. Ber- dasarkan laporan tersebut telah terjadi tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB. Perdagangan minuman keras tersebut terjadi di warung milik saudari pelaku yang berinisial SS yang beralamat di Desa Keser RT.05 RW.02, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Pelaku yang berinisial SS telah menjual minuman beralkohol atau minuman keras di warung depan rumah miliknya. Jenis minuman keras yang dijualkan meliputi 4 botol plastik minuman beralkohol atau minuman keras jenis arak tradisional ukuran 1,5  liter. Pelaku SS telah memperjual belikan minuman keras yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB), izin tempat perdagangan  (ITP MB), dan tidak memiliki izin edar dan label produk.[footnoteRef:105]   [105:  Kasus dari Bamin Urmintu Satreskrim Bapak Widian Aji Nugroho Kepolisian Resor Blora, Senin, 10 Oktober 2024.] 

Pada kasus tersebut, upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan menyita barang bukti minuman keras yang ada di warung dalam rumah milik SS ke Polres Blora. Berdasarkan keterangan dari Bapak Boby, penindakan dalam kasus ketiga ini dilakukan hanya dengan pembinaan saja. Beliau mengatakan:
“penindakan kasus ketiga ini tidak sampai pengadilan,  karena penjualan minuman keras yang dijual pelaku tidak banyak, jadi cukup dilakukan pembinaan saja yaitu menyatakan dengan surat pernyataan tidak akan menjual minuman keras kembali seperti yang saya katakan tadi, namun kalau pelaku tetap berani menjual minuman keras kembali, padahal sudah menyatakan dalam surat pernyataan tersebut, baru ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi pidana”.[footnoteRef:106] [106:  Bripka Boby Triminnarto, S.H., (Penyidik Pembantu/banit 1 Satreskrim Kepolisian Resor Blora), Wawancara, Blora, Selasa, 12 November 2024. ] 

c. [bookmark: _Hlk183190221][bookmark: _Hlk183190088]Kasus kelima, didapatkan dari kepolisian yaitu berdasar LP/A/3/I/2022/SPKT.RESRIM/POL-SEKCEPU/POLRESBLORA/POLDA JAWA TENGAH, 18-01-2022. Dari laporan tersebut telah terjadi tindak pidana perdagangan barang yang berbahaya bagi kesehatan dan jiwa seseorang yaitu penjualan minuman keras tanpa izin berupa miras oplosan yang dicampur dengan bahan berbahaya yang terjadi pada hari Minggu, 18 Januari 2022 pada pukul 14.00 WIB. Penjualan minuman keras tersebut terjadi di rumah saudara pelaku Y yang beralamat di Kampung Sidoarjo, Lr.V RT.05/RW.02, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Pelaku Y menjualkan minuman keras di rumah miliknya yaitu 4 botol minuman keras oplosan. Pelaku  menjualkan minuman keras di rumah miliknya yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB), izin tempat perdagangan  (ITP MB), dan tidak memiliki izin edar dan label.[footnoteRef:107] [107:  Kasus dari Bamin Urmintu Satreskrim Bapak Widian Aji Nugroho Kepolisian Resor Blora, Senin, 14 Oktober 2024.] 

Pada kasus tersebut, upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu menindaklanjuti kasus tersebut dengan menyita barang bukti minuman keras yang ada di ruko milik Y dan memberikan ancaman sanksi pidana  bagi pelaku.[footnoteRef:108] [108:  Bripka Boby Triminnarto, S.H., (Penyidik Pembantu/banit 1 Satreskrim Kepolisian Resor Blora), Wawancara, Blora, Selasa, 12 November 2024.] 

Berdasarkan keterangan dari Bapak Bripka Boby Triminnarto, upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam tindak pidana perdagangan minuman keras ini dengan cara preventif (pencegahan) berupa 3 hal, diantaranya yaitu:
1. Giat razia
2. Pembinaan dari Babinkamtibmas, dan
3. Pemasangan baliho-baliho.[footnoteRef:109]  [109:  Ibid. ] 

3. Perspektif Pelaku
1) Pada kasus pertama yaitu kasus yang dilakukan oleh pelaku J di wilayah Dukuh Medang, Kelurahan Sendangharjo Rt.01/Rw.02, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh pelaku, faktor penyebab yang melatarbelakangi pelaku melakukan perdagangan minuman keras tanpa izin tersebut karena ekonomi dan lingkungannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pelaku J bahwa alasan dia (pelaku J) melakukan perdagangan minuman keras karena perdagangan minuman keras adalah pekerjaan pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku mengatakan minuman keras salah satu dari barang dagangannya, selain barang-barang lain yang diperjualkan. Terutama, saat musim pesta pernikahan dengan hiburan tayub. Menurut pelaku J, di wilayahnya tersebut, hiburan tayub pasti diiringi dengan kebiasaan orang-orang yang minum minuman keras, sehingga penjualan minuman keras mendatangkan keuntungan yang lumayan untuk tambahan hasil dagangan yang lainnya. Pada akhirnya pelaku  menjual minuman keras ini.[footnoteRef:110]     [110:  J, (Pelaku Perdagangan Minuman Keras), Wawancara, Blora, 9 November 2024.] 

Pelaku J juga mengatakan alasannya tidak mendaftarkan izin usaha penjualan minuman keras yang seharusnya wajib untuk didaftarkan, pelaku mengatakan bahwa dalam mengurus perizinan dianggap sulit dan rumit, ditambah lagi pelaku tidak paham dengan tata cara perizinan atau prosesnya. Dia mengungkapkan bahwa mendaftarkan izin minuman keras pasti butuh biaya yang mahal dan diikuti kewajiban membayar pajak yang tinggi. Oleh karena itu, pelaku pada akhirnya memutuskan untuk tidak mendaftarkan izin penjualan minuman keras.[footnoteRef:111] [111:  Ibid.] 

Dari keterangan yang diungkapkan pelaku tersebut, penulis masih bertanya alasan lain yang menyebabkan pelaku melakukan perdagangan miras tersebut dan ternyata selain aspek ekonomi yang mempengaruhinya melakukan perdagangan minuman keras tanpa izin, aspek lingkungan sekitarnya juga menjadi alasan yang melatarbelakangi pelaku menjual minuman tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh pelaku bahwa dirinya (pelaku J) menjual minuman keras karena di lingkungannya terdapat banyak peminat atau pelanggan yang tertarik untuk membeli minuman keras tersebut. Dari penjelasan pelaku, konsumsi minuman keras sudah menjadi hal yang wajar di daerahnya. Apalagi pelanggan cenderung memilih harga yang lebih terjangkau, sehingga pelaku memutuskan juga untuk tidak mendaftarkan izin usaha. Menurut pelaku juga mengatakan memiliki izin akan membuat usahanya dikenai pajak yang berpotensi membuat harga jual minuman keras menjadi mahal. Padahal, pelaku juga menjualnya secara eceran, sehingga apabila kena pajak dan otomatis miras dijual harga naik, dia khawatir tidak dapat untung dan pelanggannya memilih membeli di warung lain.[footnoteRef:112]  [112:  Ibid.] 

2) Pada kasus kedua yaitu kasus yang dilakukan oleh pelaku S di wilayah Desa Sambong, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh pelaku, pelaku S mengatakan bahwa menjual minuman keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia (pelaku S) mengatakan awalnya membuka cafe hanya berjualan makanan dan es-es biasa. Namun, dikarenakan ada teman pelaku yang menyarankannya untuk menjualkan minuman keras tersebut, dan melihat di sekitarnya banyak cafe dan warung yang menjualkan minuman keras, jadi akhirnya pelaku ikut mencoba jualan miras disertai dengan karaoke. Akhirnya cafe pelaku rame, sehingga menambah laba bagi pelaku.[footnoteRef:113] [113:  S, (Pelaku Perdagangan Minuman Keras), Wawancara, Blora, 11 November 2024.] 

Kemudian, dalam pembicaraan dengan pelaku, pelaku mengungkapkan bahwasannya yang menyebabkan pelaku S menjual minuman keras tanpa memiliki surat izin yang sah dikarenakan kendala ekonomi. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pelaku S Bahwasannya dalam mengurus perizinan minuman keras membutuhkan biaya tidak murah. Apalagi harus membayar pajak setiap bulan atau tahunnya. Sehingga, pelaku takut tidak mampu dan tidak kuat untuk membayarnya.[footnoteRef:114] [114:  Ibid. ] 

3) Pada kasus ketiga yaitu kasus yang dilakukan oleh pelaku SNS di wilayah Jl. Raya Blora-Cepu, Desa Tempellemahbang RT.05/RW.02, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Berdasarkan keterangan pelaku SNS yang menyatakan bahwa pelaku menjual minuman keras disebabkan oleh ibunya, sehingga dia meneruskannya. Dalam hal ini artinya disebabkan karena aspek keluarga. Sebagaimana yang dikatakan oleh pelaku SNS bahwasannya usaha pelaku memang berupa warung kopi, namun dia juga menjual minuman keras. Alasan dia (pelaku SNS) menjual minuman keras dikarenakan ibunya pelaku dulu juga penjual minuman keras dan mendapatkan keuntungan yang lumayan untuk tambahan. Oleh karena itu pelaku akhirnya meneruskan usaha tersebut yaitu menjual minuman keras, yang dibeli pelaku dari sales untuk tambahan pemasukan selain jualan kopi dan makanan-makanan lain.[footnoteRef:115] [115:  SNS, (Pelaku Perdagangan Minuman Keras), Wawancara, Blora, 09 Desember 2024.] 

Dalam pembicaraan, pelaku SNS Yang Mengungkapkan bahwa usahanya memang tidak memiliki izin, dikarenakan pengurusan izin usaha menurut pelaku itu sulit dan memerlukan biaya yang mahal. Dia juga mengatakan apabila warungnya memiliki izin penjualan minuman keras, dia harus membayar pajak minuman keras tersebut, yang menurut pelaku justru akan memberatkan, mengingat usaha menjual minuman keras hanya merupakan usaha tambahannya.[footnoteRef:116] [116:  Ibid. ] 

4) Kasus keempat yaitu kasus yang dilakukan oleh pelaku SS di wilayah Desa Keser Rt.05/Rw.02, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Penyebab yang melatarbelakangi pelaku melakukan perdagangan minuman keras tanpa izin dan label dikarenakan aspek ekonomi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh pelaku SS bahwa penjualan minuman keras yang dilakukan oleh pelaku karena hanya ingin mencoba saja. Awalnya pelaku ditawari oleh seseorang yang membuat arak tradisional untuk mencoba menjualnya. Setelah pelaku mencoba menjual minuman keras tersebut, ternyata ada peminatnya dan membawa keuntungan tambahan bagi pelaku. Di sini pelaku juga mengungkapkan bahwa miras tersebut juga digunakan untuk campuran jamu. Hal inilah yang membuat pelaku tertarik untuk melanjutkan penjualan minuman keras jenis arak putih rumahan.[footnoteRef:117] [117:  SS, (Pelaku Perdagangan Minuman Keras), Wawancara, Blora, 10 November 2024.] 

4. Perspektif Penegak Hukum Kepolisian
Berdasarkan keterangan dari kepolisian tindak pidana perdagangan minuman keras ini mulai meningkat di tahun 2024 yang mencapai 11 kasus dari bulan Maret sampai dengan Oktober, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya kasus tindak pidana perdagangan minuman keras tidak sampai mencapai belasan kasus, namun di tahun 2024 sampai bulan Oktober sudah mencapai belasan kasus. Menurut pihak kepolisian dengan adanya peningkatan jumlah kasus tindak pidana perdagangan minuman keras, pasti ada penyebab yang melatarbelakanginya.
1) Pada kasus pertama, yaitu kasus yang dilakukan oleh pelaku J. Pelaku J melakukan penjualan minuman keras tanpa izin karena terdapat alasan yang melatarbelakanginya. Sebagaimana keterangan salah seorang penyidik pada hari Selasa, 12 November 2024, penulis telah melakukan wawancara kepada Bapak Bripka Boby Triminnarto, S.H., selaku penyidik pembantu satreskrim Polres Blora, beliau mengatakan bahwa: 
Faktor yang menyebabkan para pelaku menjual minuman keras ilegal yang pertama kebanyakan karena faktor ekonomi atau tidak mampu untuk mendaftarkan izin dikarenakan terkendala biaya.  Salah satunya dalam kasus penjualan yang dilakukan oleh J ini. Pelaku menjual minuman keras digunakan sebagai tambahan penjualan dia, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu, pendidikan juga menjadi penyebab terjadinya penjualan minuman keras tanpa izin. Dikarenakan pelaku J menempuh pendidikan hanya di bawah SMA yaitu SD saja, sehingga sikap sadar akan hukumnya kurang. Jadi menurut mereka menjual minuman keras tanpa izin dianggap biasa dalam desa-desa seperti itu.[footnoteRef:118]      [118:  Penyidik pembantu Satreskrim Polres Blora, Wawancara, Selasa, 12 November 2024.] 

2) Pada kasus kedua yaitu kasus yang dilakukan oleh pelaku S di Daerah Desa Sambong, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Dari keterangan penyidik kepolisian, penyebab yang melatarbelakangi pelaku dalam kasus ini melakukan perdagangan minuman keras secara ilegal dikarenakan aspek perekonomian pelaku yang kurang. Pelaku S melakukan perdagangannya ini untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari seperti alasan pada kasus perdagangan minuman keras yang lainnya. Menurut penyidik, rendahnya aspek perekonomian ini sangat mendorong seseorang untuk berani melakukan sebuah tindak kejahatan. Seperti halnya dalam kasus ini, meskipun perdagangan miras seperti ini kelihatan wajar, akan tetapi perbuatan semacam ini merupakan penyakit bagi masyarakat.[footnoteRef:119]  [119:  Ibid. ] 

3) Pada kasus ketiga yaitu kasus yang dilakukan oleh pelaku SNS di Desa Tempellemahbang Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Dimana pelaku menjual minuman keras ini di sebuah warung kopi miliknya. Penjualan minuman keras dilakukan oleh pelaku karena ada aspek yang melatarbelakanginya. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh penyidik pembantu Kepolisian Resor Blora  Bapak Triminnarto, S.H., beliau mengatakan bahwa:
Aspek yang melatarbelakangi pelaku SNS melakukan perdagangan minuman keras tanpa izin sama karena aspek ekonominya, rata-rata untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti dalam kasus SNS ini. Pelaku melakukan usaha berupa warung kopi semacam itu hanya dibuat kedok atau modus pelaku untuk menutup-nutupi perdagangan mirasnya. Pelaku tidak mau usaha penjualan minuman kerasnya diketahui oleh pihak-pihak berwajib atau penegak hukum, penjualan itu hanya diketahui oleh pelanggan-pelanggannya saja.[footnoteRef:120]  [120:  Ibid. ] 

4) Kasus keempat yaitu kasus perdagangan minuman keras yang dilakukan pelaku yang berinisial SS. Dalam wawancara yang penulis dapatkan dari penyidik kepolisian yaitu Bapak Boby sebagai penyidik pembantu Banit 1, diketahui bahwa tindakan SS dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. SS sengaja menjual minuman keras ilegal untuk menambah penghasilannya. Motif ekonomi ini sejalan dengan alasan umum di balik banyak kasus penjualan minuman keras ilegal, di mana aspek ekonomi seringkali mendorong individu melakukan hal tersebut untuk tambahan keuntungan walaupun tidak banyak. 
5) Pada kasus kelima yaitu kasus penjualan minuman keras yang dilakukan oleh Y. Pelaku menjual minuman keras oplosan yang tidak dilengkapi izin karena ada hal yang melatarbelakanginya. Sebagaimana keterangan dari salah seorang penyidik pembantu satreskrim Polres Blora pada hari Selasa, 09 Desember 2024, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Boby, beliau mengatakan  bahwasannya dalam kasus Y, merupakan masalah serupa dengan kasus pada umumnya. Di mana pelaku menjual minuman keras karena alasan ekonomi. Selain menjual sembako kecil-kecilan dan kopi di rumahnya pelaku berusaha menambah penghasilan melalui penjualan barang tambahan yaitu minuman keras ilegal, berupa miras jenis oplosan yaitu minuman yang dicampur dengan bahan-bahan lain, karena biaya pembelian yang lebih terjangkau. Disini pelaku melakukan penjualan tanpa disertai dengan izin, dikarenakan tidak sanggup membayar biaya pajak usaha miras, padahal penjualan miras tersebut justru untuk tambahan penghasilan pelaku. Maka dari itu, pelaku melakukan penjualan minuman keras oplosan. Selain menjual sembako, pelaku juga menjual minuman keras oplosan sebagai tambahan pendapatan dari dagangannya.[footnoteRef:121] [121:  Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Blora, Wawancara, Senin, 09 Desember 2024.] 

5. Perspektif Masyarakat
Dalam hal ini terkait penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan minuman keras, penulis tidak hanya mendapatkan atau mengulik informasi dari pelaku dan penyidik saja. Penulis juga mendapatkan informasi dari masyarakat. Salah satunya dalam kasus ketiga, yaitu kasus yang dilakukan SNS. Penulis mencari informasi terkait kasus SNS ini pada Sabtu, 09 November 2024, dengan salah satu informan yang bernama Ibu Soyi yang merupakan masyarakat yang dekat dan satu desa dengan pelaku. Informan tersebut mengatakan bahwa:   
Usaha yang dilakukan SNS sudah cukup lama dan memang usahanya warung kopi, tapi juga menjual minuman keras. Sebenarnya, SNS itu orangnya baik dengan lingkungan sekitar, namun karena warung kopinya jualan minuman keras sampai larut pagi, sehingga terpandang buruk  di  masyarakat. Apalagi SNS juga jualan ketika bulan puasa dan juga suka ikut mabuk-mabukan.[footnoteRef:122]  [122:  Ibu Soyi, (masyarakat dekat Pelaku SNS Perdagangan Minuman Keras), Wawancara, Blora, 09 November 2024.] 

Dalam perbincangan penulis mencoba bertanya kembali dan Ibu Soyi mengatakan bahwa:
Adanya perdagangan minuman seperti itu sangat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar, karena ngobrol dengan suara keras sampai larut pagi. Namun, saya tidak pernah melaporkan perdagangan itu, karena mikir saya sama-sama mencari uang dan itu memang usahanya.[footnoteRef:123] [123:  Ibid. ] 












BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS TENTANG TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MINUMAN KERAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA
A. [bookmark: _Hlk186237654]Analisis Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Blora       
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, pengaturan terkait perdagangan minuman beralkohol telah diatur dengan jelas. Peraturan ini dibuat untuk menjaga kesejahteraan manusia dan masyarakat, yang sesuai dengan prinsip hukum sebagai sarana untuk menciptakan kebahagiaan bersama.[footnoteRef:124] Peraturan perdagangan miras memiliki sebuah perizinan yang diatur dalam Pasal 9, kemudian penjual/pengecer langsung minuman keras diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015. Peraturan terkait perdagangan minuman keras tidak hanya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora, namun juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Meskipun telah ada Peraturan tersebut, kemungkinan terjadinya tindak pidana tetap tidak dapat dihilangkan. Hal ini sebagaimana kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah Hukum Polres Blora yaitu: [124:  Muhammad Harun, “Philosophical Study of Hans Kelsen’s Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo’s Ideas on Progressive Law” 1, no. 2 (2019): 212.] 

  
1. Jenis kasus tindak pidana perdagangan minuman keras yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP MB), izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITP MB), tetapi produk yang dijual memiliki izin edar dan label produk, sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya dalam kasus I yang dilakukan oleh J dan kasus II yang dilakukan oleh S. Perbuatan pidana dalam kasus pertama dan kedua tentang perdagangan minuman keras tanpa izin usaha dan tempat usaha tersebut, termasuk dalam kegiatan yang dilarang. Hal ini dikarenakan penjualan miras  harus memenuhi perizinan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, tepatnya pada Pasal  9 ayat (1) dan (2). Adapun, Pasal 9 ayat (1) dan (2) menjelaskan yaitu setiap perusahaan baik berbentuk badan hukum atau tidak, namun memperjualkan minuman beralkohol harus mempunyai izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITP MB). 
Pasal 9 ayat (1) tersebut berbunyi: 
Setiap perusahaan berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan selaku pengecer atau penjual langsung yang akan memperdagangkan minuman beralkohol di daerah wajib memiliki ITP MB. 
Dalam pasal 9 ayat (2) juga dijelaskan, pada intinya setiap penjual harus memiliki izin baik ITP MB, maupun SIUP MB, surat keterangan pengecer minuman beralkohol golongan A (SKP-A), dan surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol golongan A (SKPL-A). 
Pasal 9 ayat 2 tersebut berbunyi: 
Selain ITP MB, setiap pengecer atau penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
a. SIUP-MB, bagi pengecer atau penjual yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C;
b. SKP-A, bagi pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A; atau
c. SKPL-A, bagi penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A.[footnoteRef:125] [125:  Pasal 9, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, 8.] 

Dalam Pasal di atas dirumuskan sebagaimana kasus pertama dan kedua yang terjadi bahwa pelaku yang berinisial J pada kasus pertama dan pelaku yang berinisial S pada kasus kedua, dengan sengaja menjual minuman keras tanpa adanya izin usaha maupun izin tempat dari pemerintah yaitu bupati. Perbuatan pelaku yang berinisial J dan S dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, karena telah diatur ketentuan perizinannya dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blora. Dalam hal ini artinya apabila seseorang melakukan perdagangan, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan, maka kasus ini tergolong sebagai tindak pidana. 
Apabila aturan tentang ketentuan perdagangan minuman keras sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dilanggar, maka akan mendapatkan ancaman pidana dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Ancaman pidana dalam Pasal 29 ayat (1) berbunyi:  
Setiap distributor, pengecer dan/atau penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, Pasal  9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama  3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).[footnoteRef:126] [126:  Pasal 29, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, 7.] 

Seorang penjual/pedagang minuman keras wajib memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2). Apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), maka kasus pertama dan kedua termasuk ke dalam tindak pidana. Dalam hal ini untuk membuktikannya dianalisis dengan unsur-unsur dari Pasal 9 ayat (1) dan (2) yaitu:
a. [bookmark: _Hlk182175112][bookmark: _Hlk182235660]Unsur “Setiap perusahaan, perseorangan, atau persekutuan selaku pengecer atau penjual langsung”
b. Unsur “Memperdagangkan minuman beralkohol”
c. Unsur “Wajib adanya ITP MB, SIUP MB meliputi SKP-A dan SKPL-A”.
Ketiga unsur-unsur di atas dijelaskan sebagai berikut:
a. [bookmark: _Hlk182290663]Pertama, unsur “Setiap perusahaan, perseorangan, atau persekutuan selaku pengecer atau penjual langsung”. 
Dalam hal ini dijelaskan di Pasal 1 ayat (6), “Perusahaan adalah suatu bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum, atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol”. Selanjutnya, dijelaskan pada Pasal 1 ayat (11), “Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan”. Sedangkan,  Pasal 1 ayat (12) menjelaskan, “Penjual langsung yaitu perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan”. Dalam hal ini pelaku yang berinisial J pada kasus pertama, dan pelaku yang berinisial S pada kasus kedua merupakan subjek/orang pengecer atau penjual langsung.  Dengan demikian, unsur pertama “Setiap perusahaan, perseorangan, atau persekutuan selaku pengecer atau penjual langsung” telah terpenuhi.
b. [bookmark: _Hlk182522650][bookmark: _Hlk182290751]Kedua, unsur “memperdagangkan minuman beralkohol atau minuman keras”. 
[bookmark: _Hlk182345184][bookmark: _Hlk182258691]Berdasarkan kasus pertama pelaku yang berinisial J memperdagangkan berbagai macam jenis minuman keras yang meliputi 10 (sepuluh) botol minuman keras jenis killin, 18 minuman beralkohol jenis anggur merah gold, 28 (dua puluh delapan) minuman beralkohol jenis bir bintang, dan 20 (dua puluh) minuman beralkohol lainnya dengan berbagai jenis merek seperti Whisky, kawa-kawa, Joker dan lain sebagainya. 
Selanjutnya, berdasarkan kasus kedua dengan pelaku yang berinisial S memperdagangkan berupa 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis bir bintang, 10 (sepuluh) botol anggur merah gold, dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis bir hitam. Dari kedua kasus tersebut telah memenuhi unsur kedua. Dengan demikian, unsur “memperdagangkan minuman beralkohol atau minuman keras” telah terpenuhi oleh kasus pertama dan kedua.
c. [bookmark: _Hlk182290831]Ketiga, unsur “Wajib adanya ITP MB, SIUP MB meliputi SKP-A dan SKPL-A”.
 Dalam hal ini, ITP MB, SIUP MB, SKP-A, dan SKPL-A yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan kasus 1 (satu) tersebut yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah bupati yang kemudian diberikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perizinan di Kabupaten Blora.  Kemudian, yang yang dimaksud dengan ITP MB, SIUP MB, SKP-A dan SKPL-A diatur dalam Pasal 1. Tepatnya Pasal 1 ayat (13) dijelaskan “ITP MB singkatan dari izin tempat penjualan minuman beralkohol yang merupakan izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu”. Pasal 1 ayat (14), dijelaskan “SIUP MB adalah surat izin usaha untuk dapat  melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol”. Dalam Pasal 1 ayat (15) yang dimaksud “SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer minuman beralkohol golongan A”. Terakhir pada Pasal 1 ayat (16), yang dimaksud “SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan A”. Berdasarkan kasus pertama dengan pelaku berinisial J dan kasus kedua pelaku S melakukan perdagangan dengan tidak memiliki surat izin ITP MB, SIUP MB, dibuktikan dengan pelaku J dan pelaku S tidak dapat menunjukkan surat izin yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh SKPD di bidang perizinan kepada kepolisian, sehingga kepolisian mengamankan minuman keras tersebut. Dengan demikian, kasus pertama dengan pelaku J dan kasus kedua dengan pelaku S tidak memenuhi unsur “Wajib adanya ITP MB, SIUP MB meliputi SKP-A dan SKPL-A”.
Dari uraian diatas, kasus pertama pelaku J dan kedua pelaku S tentang perdagangan minuman keras tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam hal ini, sehingga dalam kasus pertama dan kedua terbukti merupakan jenis tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa adanya ITP MB dan SIUP MB yang telah melanggar Pasal 9 PERDA Nomor 7 Tahun 2015.
Peraturan terkait penjualan miras yang mengandung kesengajaan diatur dalam 300 ayat (1) ke-1. Pada Pasal 300 ayat (1) ke-1 tersebut berbunyi:
“Diancam dengan Pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk”.[footnoteRef:127] [127:  Ibid, 109.] 

Berdasarkan Pasal di atas, dapat dianalisis menggunakan unsur-unsur sebagai berikut:
a. Unsur “Barang siapa”
b. [bookmark: _Hlk182351124]Unsur “Dengan sengaja”
c. [bookmark: _Hlk182351513]Unsur “Menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk”
[bookmark: _Hlk182395115]Untuk membuktikan kasus pertama dan kedua melanggar Pasal 300 ayat (1) ke-1 KUHP, maka hal ini dianalisis menggunakan unsur-unsur di atas sebagai berikut:
a. Pertama, unsur “Barang siapa”. 
Yang dimaksud barang siapa dalam kasus pertama yaitu pelaku yang berinisial J yang merupakan subjek atau orang yang dimaksud. Selanjutnya berdasarkan kasus kedua pelaku yang berinisial S merupakan subjek atau orang yang dimaksud dalam unsur “barang siapa”. Dengan demikian unsur “barang siapa” pada kasus pertama J dan kedua S telah terpenuhi.
b. Kedua, unsur “Dengan sengaja”. 
Berdasarkan kasus pertama diatas pelaku J melakukan perbuatannya dengan sengaja, dibuktikan adanya sebuah tempat khusus untuk pelanggan dapat minum di tempat. Selanjutnya, pada kasus kedua diatas, pelaku S melakukan perbuatan dengan sengaja, dibuktikan oleh adanya sebuah cafe yang dijadikan tempat melakukan perdagangan minuman keras. Dengan demikian unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi pada kasus pertama dan kedua.
c. [bookmark: _Hlk182524055]Ketiga, unsur “Menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk”. 
[bookmark: _Hlk182394718][bookmark: _Hlk182524952]Dalam hal ini, pelaku J menjual minuman keras kepada orang yang hendak mabuk maupun yang sudah mabuk, hal ini dibuktikan pelaku menyediakan berbagai macam jenis minuman keras yang berupa 10 (sepuluh) botol minuman keras jenis killin, 18 minuman beralkohol jenis anggur merah gold, 28 (dua puluh delapan) minuman beralkohol jenis bir bintang, dan 20 (dua puluh) minuman beralkohol lainnya dengan berbagai jenis merek. Selanjutnya, pelaku S dalam kasus kedua menjual minuman yang memabukkan dengan beberapa jenis yang meliputi 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis bir bintang, 10 (sepuluh) botol anggur merah gold, dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis bir hitam. Dengan demikian, unsur “Menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk” telah terpenuhi. 
Dari kasus penjualan minuman keras yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial J dan pelaku yang berinisial S tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan unsur-unsur Pasal 300 ayat 1 ke-1 KUHP tentang larangan penjualan minuman memabukkan. Dalam hal ini, sehingga menurut penulis pada kasus pertama dan kedua perdagangannya terbukti telah melanggar Pasal 300 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Ketentuan perdagangan minuman keras juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya pada Pasal 424 ayat (1). Pada pasal tersebut dijelaskan tentang larangan menjual, memberi bahan yang memabukkan pada orang lain yang dalam keadaan mabuk. 
Pasal 424 ayat (1) tersebut berbunyi:
Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.[footnoteRef:128] [128:  Pasal 424 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 159.] 

Untuk mengetahui kedua kasus tersebut melanggar Pasal 242 ayat (1), dapat dianalisis menggunakan unsur-unsur sebagai berikut:
a. Unsur “Setiap orang”
b. [bookmark: _Hlk182394603]Unsur “Menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk”
Dalam unsur-unsur di atas dapat dijelaskan yaitu:
a. Pertama, unsur “Setiap orang”. 
Berdasarkan kasus pertama, pelaku yang berinisial J merupakan subjek atau orang yang dimaksud ada unsur “setiap orang”. Selanjutnya, pelaku/terdakwa yang berinisial S merupakan subjek atau orang yang dimaksud. Maka, unsur “Setiap orang” dalam kasus pertama dan kedua telah terpenuhi.
b. Kedua, unsur “Menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk”.
Berdasarkan fakta dari kasus pertama saudari J menjual minuman keras dengan berbagai jenis yaitu 10 (sepuluh) botol minuman keras jenis killin, 18 minuman beralkohol jenis anggur merah gold, 28 (dua puluh delapan) minuman beralkohol jenis bir bintang, dan 20 (dua puluh) minuman beralkohol lainnya dengan berbagai jenis merek. Selanjutnya, berdasarkan kasus kedua pelaku S menjual minuman keras kepada orang yang hendak mabuk maupun yang sudah mabuk, hal ini dibuktikan pelaku menyediakan minuman memabukkan dengan jenis yaitu 22 (dua puluh dua) botol minuman beralkohol jenis bir bintang, 10 (sepuluh) botol anggur merah gold, dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis bir hitam. Dengan demikian, unsur kedua pada kasus pertama J dan kedua S telah terpenuhi.  
Berdasarkan kasus penjualan minuman keras yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial J dan pelaku yang berinisial S tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 424 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai larangan penjualan minuman memabukkan. Dalam hal ini, sehingga menurut penulis pada kasus 1 (satu) dan kedua  diatas, telah melanggar Pasal 424 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru.
[bookmark: _Toc185805395][bookmark: _Hlk184969052]Apabila dilihat berdasarkan analisis beberapa peraturan di atas, bahwa kasus pertama dan kasus kedua terbukti merupakan jenis tindak pidana perdagangan minuman keras  tanpa izin yang melanggar Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yaitu terkait ketentuan perizinan. Selanjutnya, Pasal 204 ayat (1)  dan 300 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait larangan penjualan minuman yang berbahaya dan memabukkan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
Tabel 4. 1
Jenis kasus Tindak Pidana Perdagangan Miras Ilegal dan Pelanggaran Hukumnya
	No
	Kasus Perdagangan Miras Ilegal
	Jenis Tindak Pidana Perdagangan Miras Ilegal
	Pelanggaran 
Hukum

	1
	Kasus J

	

Perdagangan minuman keras tidak memiliki SIUP MB, ITP MB, namun memiliki izin edar dan label produk.
	· Pasal 9 ayat (1) dan (2) PERDA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
· Pasal 300 ayat (1) ke-1 KUHP lama.
· Pasal 242 ayat (1) KUHP baru.

	2
	Kasus S
	
	



Dari  tabel di atas, kasus perdagangan minuman keras tanpa izin yang dilakukan oleh J dan S telah melanggar beberapa peraturan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Boby Triminnarto, S.H., selaku Banit 1 Satreskrim Polres Blora, kedua kasus tersebut dijatuhi ancaman hukuman pada Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.[footnoteRef:129]  [129:  Bripka Boby Triminnarto, S.H., (Penyidik Pembantu/banit 1 Satreskrim Kepolisian Resor Blora), Wawancara, Blora, Selasa, 12 November 2024.  ] 


2. Jenis kasus tindak pidana perdagangan minuman keras yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP MB), izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITP MB), dan tidak memiliki izin edar dan label produk, sebagaimana kasus yang telah penulis paparkan sebelumnya dalam kasus III pelaku SNS, kasus IV pelaku SS, dan V pelaku Y. Perbuatan pada ketiga kasus tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015, tepatnya dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2).  Di dalam Pasal 9 ayat (1) tersebut dijelaskan kewajiban bagi pelaku usaha mempunyai izin tempat penjualan (ITP-MB) dalam  perdagangan minuman keras. 
Pasal 9 ayat (1) berbunyi:
Setiap perusahaan berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan selaku pengecer atau penjual langsung yang akan memperdagangkan minuman beralkohol di daerah wajib memiliki ITP-MB.[footnoteRef:130] [130:  Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, 8.] 

Selanjutnya, di dalam Pasal 9 ayat (2) dijelaskan selain izin tempat penjualan, pelaku usaha wajib mempunyai izin usaha perdagangan minuman keras yang meliputi surat keterangan pengecer dan surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol.
Pasal 9 ayat (2) berbunyi:
Selain ITP-MB, setiap pengecer atau penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
a. SIUP-MB, bagi pengecer atau penjual yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C;
b. SKP-A, bagi pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A; atau
c. SKPL-A, bagi penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A.[footnoteRef:131]  [131:  Ibid.] 

Perbuatan pelaku pada kasus ketiga SNS, keempat SS, dan kelima Y dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, karena melanggar Pasal 9 ayat (1) dan (2) terkait ketentuan perizinan. Dalam hal ini apabila seseorang melakukan perdagangan, namun tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam peraturan, maka dikategorikan sebagai tindak pidana. Ancaman terkait seseorang yang melanggar pasal tersebut terdapat aturannya yaitu di Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Sebagaimana, Pasal 29 ayat (1) berbunyi:
Setiap distributor, pengecer dan/atau penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).[footnoteRef:132] [132:  Pasal 29 Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pegawasan Minuman Beralkohol, 7. ] 

Dalam hal ini, apabila ketiga kasus yaitu kasus SNS, SS, dan Y tidak memenuhi Pasal 9 ayat (1) dan (2), maka ketiga kasus itu telah melanggar pasal tersebut. Untuk membuktikan kasus SNS, SS, dan Y melanggar Pasal 9 ayat (1) dan (2), dibuktikan dengan unsur-unsur berikut ini:
a. Unsur “Setiap perusahaan, perseorangan, atau persekutuan selaku pengecer atau penjual langsung”
b. Unsur “Memperdagangkan minuman beralkohol”
c. Unsur “Wajib adanya ITP MB, SIUP MB meliputi SKP-A dan SKPL-A”. 
[bookmark: _Hlk182551771]Ketiga unsur di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. [bookmark: _Hlk182546229]Pertama, unsur “Setiap perusahaan, perseorangan, atau persekutuan selaku pengecer atau penjual langsung”.
Berdasarkan ketiga kasus diatas yaitu kasus ketiga dengan pelaku SNS, kasus keempat pelaku SS, dan kelima pelaku Y merupakan subjek atau orang yang dimaksud sebagai pengecer dan penjual langsung.  Dengan demikian unsur “Setiap perusahaan, perseorangan, atau persekutuan selaku pengecer atau penjual langsung” telah terpenuhi. 
b. Unsur “Memperdagangkan minuman beralkohol”. 
[bookmark: _Hlk182549390][bookmark: _Hlk182549532]Berdasarkan kasus ketiga di atas pelaku SNS memperdagangkan minuman beralkohol dengan berbagai macam jenis, ada yang berlabel dan ada yang tidak berlabel, diantaranya yaitu 3 (tiga) botol minuman keras jenis kawa-kawa ukuran 600 ml, 3 (tiga) botol minuman keras jenis api ukuran 600 ml, 2 (dua) botol minuman keras jenis joker ukuran 600 ml, 1 (satu) botol minuman keras jenis bir draft ukuran 600 ml, dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak putih tradisional. Selanjutnya, pada kasus keempat dengan pelaku yang berinisial SS juga memperdagangkan minuman keras yang tidak memiliki label dan izin edar, yaitu berupa 4 botol plastik minuman beralkohol atau minuman keras jenis arak tradisional ukuran 1,5 liter. Serta, pada kasus kelima pelaku Y dibuktikan dengan menjual 4 (empat) botol minuman keras oplosan.
c. Unsur “Wajib adanya ITP MB, SIUP MB meliputi SKP-A dan SKPL-A”.
Berdasarkan kasus ketiga dengan pelaku SNS, kasus keempat dengan pelaku SS, dan kasus kelima pelaku Y telah melakukan perdagangan minuman keras dengan tidak memiliki ITP-MB, SIUP-MB, dibuktikan dengan pelaku SNS, SS, dan Y tidak dapat menunjukkan surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang membidangi perizinan kepada kepolisian. Dengan demikian, kasus pertama dengan pelaku J dan kasus kedua dengan pelaku S tidak memenuhi unsur “wajib adanya ITP MB, SIUP MB meliputi SKP-A dan SKPL-A”. 
Berdasarkan uraian di atas, kasus ketiga dengan pelaku SNS, kasus keempat dengan pelaku SS, dan kasus kelima pelaku Y terkait perdagangannya tidak memenuhi unsur “wajib adanya ITP MB, SIUP MB, SKP-A dan SKPL-A”, sehingga kasus ketiga, keempat, dan kelima tidak sesuai unsur yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2). Dengan demikian, kasus ketiga SNS, keempat SS, dan kelima Y terbukti melanggar Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora.  
Selanjutnya, peraturan terkait larangan perdagangan minuman keras diatur dalam Pasal 18. Apabila dilihat berdasarkan kasus ketiga dan keempat di atas, kedua kasus tersebut melanggar Pasal 18 huruf b. Pasal 18 huruf b berbunyi:
Setiap pengecer dan penjual langsung dilarang menjual minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan izin edar dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.[footnoteRef:133] [133:  Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, 11.] 

Dalam Pasal 3 dijelaskan yang dimaksud izin edar yaitu minuman beralkohol yang diedarkan harus memiliki izin edar dari lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan label dalam Pasal 4 yaitu minuman beralkohol yang diedarkan harus mencantumkan label dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Ancaman dalam Pasal 18 huruf b terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
Untuk mengetahui kasus ketiga melanggar Pasal 18 huruf b, maka dianalisis menggunakan unsur-unsur diantaranya:
a. [bookmark: _Hlk182550526]Unsur “Setiap pengecer dan penjual langsung”
b. [bookmark: _Hlk182551406]Unsur “menjual minuman beralkohol”
c. Unsur “tidak dilengkapi dengan izin edar dan label”
Ketiga unsur-unsur di atas dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:
a. Pertama, unsur “Setiap pengecer dan penjual langsung”
Pengecer dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (11) yaitu perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. Sementara itu, penjual langsung dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (12) yaitu perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. Berdasarkan kasus ketiga dengan SNS, kasus keempat dengan SS, dan kasus kelima dengan Y merupakan  subjek pengecer dan penjual langsung yang dimaksud. Dengan demikian, unsur “setiap pengecer dan penjual langsung” pada kasus ketiga, keempat, dan kelima telah terpenuhi. 
b. Kedua, Unsur “Menjual minuman beralkohol”
Berdasarkan kasus ketiga, pelaku SNS menjual beberapa jenis minuman beralkohol yaitu 3 (tiga) botol minuman keras jenis kawa-kawa ukuran 600 ml, 3 (tiga) botol minuman keras jenis api ukuran 600 ml, 2 (dua) botol minuman keras jenis joker ukuran 600 ml, 1 (satu) botol minuman keras jenis bir draf ukuran 600 ml, dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak putih tradisional. Selanjutnya, pada kasus keempat pelaku yang berinisial SS juga menjual minuman keras yaitu 4 botol plastik minuman beralkohol atau minuman keras jenis arak tradisional ukuran 1,5 liter. Serta, kasus kelima pelaku Y menjual 4 botol minuman keras oplosan. Dengan demikian, unsur “menjual minuman beralkohol” telah terpenuhi.
c. Ketiga, unsur “Tidak dilengkapi dengan izin edar dan label”
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan izin edar yaitu minuman beralkohol yang diedarkan produknya harus memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan. Selanjutnya yang dimaksud label yaitu minuman beralkohol mencantumkan label sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Berdasarkan kasus ketiga pelaku SNS telah menjualkan minuman keras tanpa adanya izin edar dan label, hal ini dibuktikan adanya minuman keras jenis arak putih tradisional dalam penjualannya. Dimana arak tersebut dibuat berdasarkan racikan sendiri tanpa adanya label dan izin edar. Selanjutnya, berdasarkan kasus keempat pelaku SS menjualkan minuman keras tanpa adanya izin edar dan label, hal ini dibuktikan adanya minuman keras jenis arak tradisional ukuran 1,5 liter. Serta, pada kasus keliama pelaku Y menjual miras tanpa izin edar dan label dibuktikan adanya miras oplosan dalam penjualannya. Dengan demikian “unsur tidak dilengkapi dengan izin edar dan label pada kasus ketiga SNS, kasus keempat SS, dan kasus kelima Y telah terpenuhi. 
Berdasarkan uraian di atas, kasus ketiga pelaku SNS, kasus keempat pelaku SS, dan kasus kelima pelaku Y terkait perdagangannya tersebut telah memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 18 huruf b. Dengan demikian, kasus ketiga, keempat, dan kelima terbukti melanggar Pasal 18 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Blora.
[bookmark: _Hlk182548018]Ketentuan perdagangan minuman keras juga diatur dalam KUHP, tepatnya dalam Pasal 204 dan Pasal 300 KUHP. Apabila dilihat berdasarkan kasus kelima Y tentang perdagangan minuman keras oplosan, kasus tersebut melanggar Pasal 204 ayat (1) KUHP. Pasal 204 ayat (1) KUHP berbunyi:
Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.[footnoteRef:134] [134:  Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 77.] 

Dari Pasal 204 ayat (1) tersebut, dapat dianalisis menggunakan unsur-unsur berikut ini:
a. Unsur “barang siapa”
b. Unsur “menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membegi-bagikan barang yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang”.
Dalam membuktikan kasus ketiga SNS, keempat SS, dan kelima Y di atas dapat dianalisis menggunakan unsur-unsur sebagai berikut:
a. Unsur “barang siapa”
Yang dimaksud barang siapa dalam konteks hukum pidana disini merupakan subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindak pidana. Berdasarkan fakta kasus kelima dapat diketahui bahwa pelaku yang berinisial Y merupakan subjek atau orang yang dimaksud. Dengan demikian unsur “barang siapa“ pada kasus ketiga, keempat, dan kelima telah terpenuhi;
b. Unsur “menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang”. 
Dalam unsur ini di mana bentuk dari menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang berbahaya ialah tindak pidana yang berbahaya, seperti dalam kasus kelima yang dilakukan pelaku Y yaitu menjual 4 botol miras oplosan dari bahan yang berbahaya. Maka unsur “menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang” pada kasus ketiga, keempat, dan kelima telah terpenuhi.
Berdasarkan penjelasan di atas menurut penulis kasus kelima pelaku Y dalam perdagangannya telah memenuhi Pasal  424 ayat (1) KUHP, sehingga kasus tersebut terbukti telah melanggar Pasal 424 ayat (1) KUHP. 
Ketentuan larangan perdagangan minuman keras juga diatur dalam Pasal 300 ayat (1) ke-1. 
Pasal 300 ayat (1) ke-1 berbunyi:
Diancam dengan Pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.[footnoteRef:135] [135:  Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 109.] 

Berdasarkan Pasal 300 tersebut dapat dianalisis menggunakan unsur-unsur sebagai berikut:
a. Unsur “Barang siapa” 
b. Unsur “Dengan sengaja”
c. Unsur “Menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk”.
[bookmark: _Hlk182553205]Dalam hal ini, untuk membuktikan kasus ketiga dan keempat melanggar Pasal 300 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dianalisis sebagai berikut: 
a. Unsur “Barang siapa”. 
Berdasarkan kasus ketiga dan keempat, yang dimaksud barang siapa yaitu pelaku yang berinisial SNS dalam kasus ketiga, pelaku SS dalam kasus keempat, dan pelaku Y dalam kasus kelima yang merupakan subjek atau orang yang dimaksud. Dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi.
b. Unsur “Dengan sengaja”. 
Berdasarkan kasus ketiga dan keempat di atas, melakukan perbuatannya dengan sengaja, dibuktikan oleh adanya warung yang telah disiapkan sebagai tempat untuk aksi perbuatannya (penjualan) keduanya dan adanya barang (minuman keras). Serta, dalam kasus kelima Y dibuktikan adanya rumah pelaku Y yang dijadikan tempat penjualan dan barang (miras). Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” pada kasus ketiga SNS, kasus keempat SS, dan kasus kelima Y telah terpenuhi. 
c. [bookmark: _Hlk183154475]Unsur “Menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk”.
[bookmark: _Hlk182553011]Berdasarkan kasus ketiga, pelaku SNS menjual minuman keras kepada seseorang yang sudah mabuk ataupun hendak mabuk, hal ini dibuktikan pelaku menyediakan minuman keras meliputi 3 (tiga) botol minuman keras jenis kawa-kawa ukuran 600 ml, 3 (tiga) botol minuman keras jenis api ukuran 600 ml, 2 (dua) botol minuman keras jenis joker ukuran 600 ml, 1 (satu) botol minuman keras jenis bir draf ukuran 600 ml, dan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak putih tradisional. Selanjutnya, pelaku SS dalam kasus keempat menjual minuman keras berupa 4 botol plastik minuman beralkohol atau minuman keras jenis arak tradisional ukuran 1,5 liter. Dengan demikian, unsur ketiga telah terpenuhi. Lalu, kasus kelima pelaku Y menjual 4 botol minuman keras oplosan. Dengan demikian unsur “menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk” pada kasus ketiga SNS, kasus keempat SS, dan kasus kelima Y telah terpenuhi. 
[bookmark: _Hlk182551957]Berdasarkan uraian di atas, kasus ketiga dengan pelaku SNS, kasus keempat dengan pelaku SS, dan kasus kelima pelaku Y dalam perdagangannya telah sesuai dengan unsur yang diatur dalam Pasal 300 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian, kasus ketiga, keempat, dan kelima terbukti melanggar Pasal 300 ayat (1) ke-1 KUHP.
Terakhir, peraturan larangan perdagangan minuman keras diatur dalam Pasal 424 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. 
Sebagaimana unsur-unsur dalam Pasal 424 ayat (1) meliputi:
a. Unsur “Setiap orang”  
b. Unsur “Menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk”.
Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Unsur “Setiap orang”
Berdasarkan kasus ketiga dengan pelaku SNS, kasus keempat dengan pelaku SS, dan pelaku kelima dengan pelaku Y merupakan subjek atau orang yang dimaksud. Dengan demikian kasus ketiga, keempat, dan kelima telah memenuhi unsur “Setiap orang”.
b. [bookmark: _Hlk182553132]Unsur “Menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk”.
Berdasarkan kasus ketiga pelaku yang berinisial SNS menjual minuman memabukkan kepada orang yang hendak mabuk maupun yang sudah mabuk, hal ini dibuktikan pelaku menjual minuman memabukkan berupa 3 (tiga) botol minuman keras jenis kawa-kawa ukuran 600 ml, 3 (tiga) botol minuman keras jenis api ukuran 600 ml, 2 (dua) botol minuman keras jenis joker ukuran 600 ml, 1 (satu) botol minuman keras jenis beer draf ukuran 600 ml, dan 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis arak putih tradisional. Selanjutnya, pada kasus keempat pelaku SS menjual 4 botol plastik minuman beralkohol atau minuman keras jenis arak tradisional ukuran 1,5 liter. Serta, kasus kelima pelaku Y menjual 4 botol miras oplosan. Dengan demikian, kasus ketiga, keempat, dan kelima telah memenuhi unsur “Menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk”. 
[bookmark: _Hlk182553285]Berdasarkan uraian di atas, kasus ketiga dengan pelaku SNS, kasus keempat dengan pelaku SS, dan kasus kelima dengan pelaku Y dalam perdagangannya telah memenuhi dan sesuai dengan unsur yang diatur dalam Pasal 424 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015. Dengan demikian, kasus ketiga, keempat, dan kelima terbukti melanggar Pasal 424 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang KUHP. 
Apabila dilihat berdasarkan analisis beberapa peraturan di atas, bahwa kasus ketiga SNS, kasus keempat SS, dan kasus kelima Y terbukti merupakan jenis tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin yang perdagangannya tidak sesuai dengan peraturan hukum dan melanggar Pasal 9 ayat (1) dan (2), serta Pasal 18 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Kasus SNS, kasus SS, dan kasus Y juga tidak sesuai dan melanggar Pasal 204 ayat (1) dan 300 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait larangan penjualan minuman yang memabukkan. Sebagaimana hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4. 2 
Jenis Kasus Tindak Pidana Perdagangan Miras Ilegal dan Pelanggaran Hukumnya
	No
	Kasus Perdagangan Miras Ilegal
	Jenis Tindak Pidana Perdagangan Miras Ilegal
	Pelanggaran Hukum

	1
	Kasus SNS
	Perdagangan minuman keras tidak memiliki SIUP MB, ITP MB, izin edar dan label produk.
	· Pasal 9 ayat (1) dan (2) PERDA Kabupaten Blora.
· Pasal 18 huruf b PERDA Kabupaten Blora.
· Pasal 204 ayat (1) dan Pasal 300 ayat (1) ke-1 KUHP lama.
· Pasal 242 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru).

	2
	Kasus SS
	
	· 

	3
	Kasus Y
	
	· 



Kasus perdagangan minuman keras yang dilakukan SNS, SS, dan Y dalam tabel di atas telah melanggar beberapa peraturan hukum. Dalam kasus ketiga SNS berdasarkan keterangan dari penyidik pembantu Polres Blora, kasus tersebut dikenai ancaman hukuman pada Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.[footnoteRef:136] Sedangkan, pada kasus SS hanya dikenai ancaman sanksi administratif pada Pasal 27 ayat 1 huruf a PERDA Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 yang berupa pembinaan dengan sebuah surat pernyataan. Sementara itu, pada kasus kelima, pelaku Y dikenai ancaman hukuman berdasarkan Pasal 204 KUHP. Ancaman pada kasus ini berbeda dengan kasus yang lainnya dikarenakan dalam kasus kelima, pelaku Y menjualkan miras jenis oplosan yang dibuat dengan cara mencampurkan atau mengoplosnya menggunakan bahan lain yang membahayakan nyawa dan kesehatan orang.[footnoteRef:137]  [136:  Bripka Boby Triminnarto, S.H., (Penyidik Pembantu/banit 1 Satreskrim Kepolisian Resor Blora), Wawancara, Blora, Selasa, 12 November 2024.]  [137:  Ibid.] 

B. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Blora  
Jenis tindak pidana perdagangan minuman keras merupakan salah satu perbuatan pidana yang terdapat dalam wilayah hukum Polres Blora. Jenis tindak pidana ini merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sulit diberantas atau dibasmi, bahkan disetiap daerah-daerah di Kabupaten Blora terdapat perdagangan minuman keras dengan berbagai macam jenisnya. Jenis tindak pidana perdagangan minuman keras yang  terdapat di wilayah hukum Polres Blora meliputi jenis perdagangan yang tidak memiliki izin tempat usaha (SIUP MB), izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITP MB), izin edar dan label. Tindak pidana yang semacam inilah yang menjadi penyakit dalam masyarakat. 
[bookmark: _Hlk186263527]Di wilayah hukum Polres Blora sendiri terdapat beberapa kasus tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin. Dalam hal ini,  apabila dilihat berdasarkan sisi kriminologi, terdapat beberapa penyebab yang melatar- belakangi seseorang melakukan tindak pidana perdagangan minuman keras. Kriminologi yang hadir sebagai disiplin ilmu tentang sebab-sebab kejahatan memiliki banyak teori yang digunakan untuk menganalisis penyebab kejahatan tersebut. Beberapa kasus perdagangan minuman keras tanpa izin yang ada di wilayah hukum Polres Blora berdasarkan jenis tindak pidananya dapat dianalisis menggunakan konsep kriminologi.   
1. Tindak pidana perdagangan minuman keras ilegal berdasarkan kasus I oleh pelaku J yang telah penulis paparkan sebelumnya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagaimana keterangan yang dikatakan oleh pelaku J bahwa penyebab pelaku memperdagangkan minuman keras ini dilatarbelakangi dari aspek ekonomi. Di mana pelaku merasa keberatan untuk mendaftarkan izin usaha, karena dalam pendaftaran izin tidak membutuhkan biaya sedikit dan harus membayar pajak yang tinggi terkait minuman keras. Selain itu, perbuatan pelaku memperdagangkan minuman keras juga dipengaruhi oleh aspek lingkungan sekitar. Di lingkungan tempat tinggal pelaku, banyak orang yang gemar atau suka minum minuman keras, dan kebanyakan atau sebagian besar pelanggan/peminat cenderung memilih harga yang terjangkau. Oleh karena itu, pelaku disini menjualkan minuman keras tanpa adanya izin usaha penjualan dan tempat penjualan minuman keras. Hal ini disebabkan oleh anggapan pelaku bahwa  dengan mengurus izin, dia (pelaku J) tidak dapat menjual minuman keras secara eceran dengan harga yang terjangkau.[footnoteRef:138]  [138:  J, (Pelaku Perdagangan Minuman Keras), Wawancara, Blora, 9 November 2024.] 

Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan kasus ini, alasan yang melatarbelakangi pelaku menjual minuman keras adalah ekonomi dan pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Bripka Boby Triminnarto, S.H., beliau mengatakan:
Faktor yang menyebabkan para pelaku menjual minuman keras ilegal yang pertama kebanyakan karena faktor ekonomi atau tidak mampu untuk mendaftarkan izin dikarenakan terkendala biaya, salah satunya dalam kasus penjualan yang dilakukan oleh J ini. Pelaku menjual minuman keras digunakan sebagai tambahan penjualan dia, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu, pendidikan juga menjadi penyebab terjadinya penjualan minuman keras tanpa izin. Dikarenakan pelaku J menempuh pendidikan hanya di bawah SMA, sehingga sikap sadar akan hukumnya kurang. Jadi menurut mereka menjual minuman keras tanpa izin dianggap biasa dalam desa-desa seperti itu.[footnoteRef:139] [139:  Bripka Boby Triminnarto, S.H., (Penyidik Pembantu Satreskrim Kepolisian Resor Blora), Wawancara, Blora, Selasa, 12 November 2024.    ] 

[bookmark: _Hlk182650561]Berdasarkan tindak pidana perdagangan miras tersebut, terjadinya kejahatan apabila ditinjau secara kriminologi didasarkan oleh 3 teori yaitu teori anomie, teori differential association, dan teori kontrol sosial. 
a. Teori Anomie
Teori anomie yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Robert K Merton mengemukakan konsep anomie bahwa, “penyimpangan muncul atau terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara cultural goals (tujuan budaya) dan institutional means (sarana institusi) sebagai akibat struktur masyarakat karena adanya pembagian kelas atau struktur sosial”.[footnoteRef:140] Jadi menurut Robert K Merton disini penyimpangan terjadi karena adanya pembagian kelas dalam masyarakat. Pembagian kelas sosial dalam masyarakat disini dibedakan antara kelas bawah dan kelas atas. Dikatakan kelas atas apabila masyarakat berasal dari latar belakang yang mempunyai aspek ekonomi tinggi, sehingga mempunyai kesempatan besar untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sementara kelas kebawah merupakan masyarakat yang memiliki aspek ekonomi yang kurang, dan kesempatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut kecil. Seseorang yang berada dalam aspek ekonomi kurang/rendah beranggapan bahwa nilai atau tujuan budaya terpenting ialah keberhasilan dalam ekonomi.[footnoteRef:141] Sehingga, hal inilah yang menyebabkan terjadinya suatu ketegangan, yang mengakibatkan terjadinya delinkuen (penyimpangan) dalam sarana yaitu menggunakan sarana yang tidak sah (illegitimate means) untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pada intinya, berdasarkan anomie yang dikemukakan Robert K. Merton bahwa tindak kejahatan terjadi dilihat berdasarkan aspek perekonomiannya.[footnoteRef:142] [140:  Utami, Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi, 96.]  [141:  Yetti Patty, “Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomie,” Jurnal Sasi 21, no. 1 (2015): 43.]  [142:  Indri Pratiwi Siregar, “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi Dan Teori Anomie Dari Robert King Merton,” Urnal Inovasi Riset Akademik 3, no. 3 (2023): 173.] 

Dalam hal ini, apabila dilihat berdasarkan gambaran kasus pertama yaitu tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin yang dilakukan pelaku J menurut penulis penyebab terjadinya kejahatan terbukti dan sesuai berdasarkan teori anomie. Dimana pelaku dalam kasus tersebut karena keterbatasan aspek ekonomi dan tidak tercapainya tujuan dalam menambah pendapatan untuk kebutuhan hidup, untuk pemasukan tambahan penjualan, dan ingin menjadi kaya, sehingga pelaku yang berinisial J binti S menggunakan sarana yang salah yaitu melanggar peraturan yang ada dengan melakukan perdagangan minuman keras secara ilegal atau tidak ada izin usaha dan izin tempat penjualan dari pemerintah untuk mencapai tujuannya.  
b. Teori Differential Association
[bookmark: _Hlk182688545][bookmark: _Hlk183270707]Teori differential association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland bahwasannya perbuatan kejahatan bukan suatu hal yang diwariskan dari orang tua, namun kejahatan berasal dari suatu hal yang dipelajari dalam interaksi dan komunikasi dengan orang lain dari lingkungannya atau biasa dikenal dengan a learning process yaitu suatu proses pembelajaran dari lingkungannya.[footnoteRef:143] Objek yang dipelajari di dalam lingkungannya tersebut terkait dengan teknik melakukan kejahatan dan alasan seperti motif, dan dorongan yang mendukung perbuatan kejahatan tersebut.[footnoteRef:144] Apabila seseorang berada dalam lingkungan pergaulan yang menyimpang, maka orang tersebut akan memahami dan mempelajari perilaku yang menyimpang pula. [143:  Rahmawaty Ismail, Adnan Wahyu Kashogi, dkk “Analisis Kenakalan Anak Dalam Relasi Keluarga Ditinjau Dari Perspketif Differential Association Theory,” Ikraith-Humaniora 2, no. 2024 (8AD): 212–213.]  [144:  Ibrahim Fikma, Kamilatun, Kriminologi, 24.] 

Dalam hal ini, apabila dilihat berdasarkan kasus pertama tentang tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin yang dilakukan oleh pelaku J, menurut penulis penyebab terjadinya kejahatan tersebut telah sesuai dan terbukti menggunakan teori differential association. Disini pelaku melakukan aksi atau perbuatannya berawal dari lingkungan pergaulannya, bukan dari warisan orang tua. Dengan dibuktikan berdasarkan keterangan pelaku bahwa lingkungan sekitarnya sangat mendorong dia untuk melakukan perdagangan minuman keras, dilihat pada banyaknya peminat atau pelanggan yang mengkonsumsi minuman keras dengan harga yang terjangkau dan di lingkungan sana orang yang minum minuman keras sudah menjadi hal yang wajar. Pada akhirnya pelaku terdorong untuk melakukan perbuatan menjual minuman keras tanpa adanya suatu perizinan yang telah ditentukan.
c. Teori kontrol sosial
[bookmark: _Hlk182670474][bookmark: _Hlk182716819][bookmark: _Hlk183816400]Teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi terdapat beberapa elemen keterikatan sosial, salah satunya yaitu komitmen (commitment). Dimana Travis Hirschi mengemukakan bahwa komitmen merupakan bentuk ikatan individu pada norma-norma sosial dalam masyarakat yang mendukung perilaku yang sah seperti aspek pendidikan, keluarga, dan institusi sosial lainnya yang dapat mencegah individu melakukan tindakan kriminal. Teori kontrol sosial menurut Travis menyatakan bahwa individu cenderung terlibat perilaku menyimpang jika individu memiliki ikatan yang lemah dengan masyarakat seperti dalam  aspek pendidikan, keluarga, dan institusi sosial lain.[footnoteRef:145] Disini  aspek pendidikan merupakan bentuk kontrol sosial yang memiliki peran krusial. Ketika tingkat pendidikan individu baik, maka cenderung memiliki komitmen yang tinggi terhadap konformitas sosial yaitu kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku. Namun  sebaliknya, ketika tingkat pendidikan individu rendah dan kurang teredukasi, maka individu cenderung memiliki komitmen yang rendah pula terhadap norma-norma sosial yang mendukung kepatuhan dan kesadaran terhadap hukum. Hal ini bisa membuat individu tidak dapat mengontrol dirinya sendiri dan resiko terjadinya delinkuen seperti aktivitas ilegal akan mungkin terjadi.  [145:  Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, 36.] 

Sebagaimana yang terdapat dalam kasus pertama J. Dimana pelaku J berdasarkan keterangan penyidik memiliki tingkat pendidikan yang kurang baik dan rendah, sehingga komitmen yang dimiliki pelaku dalam kasus ini terhadap norma-norma sosial yang mendukung kepatuhan dan kesadaran hukum itu rendah. Akibatnya, disini pelaku J gagal dan tidak dapat mengontrol dirinya atau mengendalikan diri, sehingga terjadilah tindakan penyimpangan atau tidak beraturan yang dilakukan oleh pelaku yaitu perdagangan minuman keras tanpa izin resmi dari pemerintah. 
Jadi, menurut penulis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku J menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan dapat mempengaruhi kurangnya kesadaran, pemahaman hukum dan kemampuan mengendalikan diri. Pada akhirnya membuat pelaku J berani melakukan perbuatan yang ilegal. Dengan demikian, penyebab terjadinya kejahatan telah terbukti dan sesuai berdasarkan teori kontrol sosial. Hal ini dibuktikan dengan pelaku J tidak dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan kejahatan, karena rendahnya pendidikan yang dimiliki pelaku tersebut. 
2. [bookmark: _Hlk182716313][bookmark: _Hlk182688362][bookmark: _Hlk186273258]Tindak pidana perdagangan minuman keras ilegal berdasarkan kasus II oleh pelaku S yang telah penulis paparkan sebelumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan lingkungan sekitar. Sebagaimana keterangan dari penyidik kepolisian menjelaskan bahwasannya memang perdagangan minuman keras yang dilakukan oleh pelaku didalam kasus S dilatarbelakangi oleh aspek ekonomi.[footnoteRef:146] Ditambah lagi keterangan dari pelaku, bahwa penyebab tindak pidana perdagangan minuman keras pada kasus kedua berdasarkan aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Dalam aspek ekonomi, dimana pelaku S tidak mampu mengeluarkan biaya perizinan usaha karena khawatir pengurusan izin memerlukan biaya yang tinggi. Selain itu, pelaku menjualkan miras karena aspek lingkungannya.  Lingkungan di sekitar pelaku kebanyakan juga menjual minum-minuman keras, dan banyak orang yang minat minum-minuman keras, termasuk teman-teman dari pelaku.[footnoteRef:147] Dalam hal ini apabila ditinjau secara kriminologi penyebab terjadinya kejahatan didasarkan pada teori anomie dan teori differential association. [146:  Bripka Boby Triminnarto, S.H., (Penyidik Pembantu Satreskrim Kepolisian Resor Blora), Wawancara, Blora, Selasa, 12 November 2024]  [147:  S, (Pelaku Perdagangan Minuman Keras), Wawancara, Blora, 11 November 2024.] 

a. Teori anomie
Dalam teori anomie yang dikemukakan oleh Robert K Merton pada intinya bahwa suatu penyimpangan atau tindak kejahatan terjadi pada seseorang dilihat dari aspek perekonomiannya.[footnoteRef:148] Apabila seseorang memiliki perekonomian yang tinggi, maka untuk mencapai tujuan yang diinginkan mudah. Namun, apabila seseorang berada dalam aspek perekonomian rendah, maka kemungkinan untuk mencapai tujuan yang diinginkan kecil. Sehingga, hal inilah yang menyebabkan seseorang melakukan cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  [148:  Indri Pratiwi Siregar, “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi Dan Teori Anomie Dari Robert King Merton”, 173.] 

[bookmark: _Hlk182687834]Pada kasus kedua yang dilakukan pelaku S tentang tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa adanya izin, menurut penulis sesuai dan terbukti berdasarkan teori anomie, bahwasannya penyebab yang melatarbelakangi pelaku melakukan perbuatan ini dikarenakan aspek ekonomi. Dimana pelaku disini tidak sanggup membayar biaya perizinan usaha minuman keras dan membayar pajak miras disetiap tahun dan bulannya karena mahal. Sehingga, dalam keadaan seperti ini pelaku melakukan cara yang tidak sah yaitu menjualkan minuman keras ilegal baik secara usahanya maupun tempat penjualannya.
b. [bookmark: _Hlk182688550]Teori differential association 
[bookmark: _Hlk182688943]Edwin H. Sutherland mengemukakan teori differential association bahwa “kejahatan atau suatu penyimpangan datang berawal dari interaksi dengan lingkungan sekitar, bukan berasal dari warisan orang tua”.[footnoteRef:149] Teori ini apabila dikaitkan dengan kasus kedua yang dilakukan oleh pelaku S yang menjual minuman keras tanpa izin di wilayah daerah Sambong telah sesuai dan terbukti bahwa penyebab kejahatan itu berdasarkan teori differential association. Yang mana pelaku menjual minuman keras awalnya karena lingkungan di sekitarnya banyak kafe dan warung-warung yang kebanyakan pada menjual minuman keras. Selain, lingkungan sekitarnya banyak yang menjual minuman keras, pergaulan dari pelaku S juga dapat mempengaruhi timbulnya suatu kejahatan. Dalam hal ini, dikarenakan awal penjualan minuman keras adalah saran dari temannya, yang pada akhirnya cafe milik S tersebut menjual minuman keras, namun tidak dilengkapi surat izin yang sah, balik lagi karena perekonomiannya yaitu untuk mendapatkan penghasilan tambahan.  [149:  Beby Suryani, Kriminologi, 165.] 

3. Tindak pidana perdagangan minuman keras ilegal berdasarkan kasus III oleh pelaku SNS yang telah penulis paparkan sebelumnya dipengaruhi oleh 2 aspek. Sebagaimana keterangan yang diungkapkan oleh  penyidik, faktor/aspek utama yang menyebabkan pelaku menjual minuman keras tidak dilengkapi perizinan dan produk yang dijualkan tidak berlabel karena masalah ekonomi. Dalam hal ini sebagaimana keterangan penyidik pembantu kepolisian yang mengatakan bahwa pelaku SNS menjual minuman keras tanpa izin karena dipengaruhi aspek ekonomi. Warung kopi sebenarnya menjadi kedok usahanya pelaku dalam menjual minuman keras. Seakan-akan modus yang dilakukan pelaku ini hanya menjual kopi dan makanan biasa lainnya.[footnoteRef:150]  [150:  Bripka Boby Triminnarto, S.H., (Penyidik Pembantu Satreskrim Kepolisian Resor Blora), Wawancara, Blora, 12 November 2024.    ] 

Ditambah lagi keterangan dari pelaku SNS yang menyatakan bahwa pelaku menjual minuman keras disebabkan oleh ibunya. Ibu pelaku yang dulu menjual minuman keras, sehingga usaha tersebut diteruskan oleh anaknya yaitu SNS dengan istrinya. Pelaku menjalankan usaha tersebut, untuk tambahan kebutuhan hidup sehari-hari. Dari keterangan yang disampaikan pelaku, dia sengaja tidak mengurus izin usaha karena merasa prosesnya rumit dan biaya yang harus dikeluarkan, termasuk pajak, terlalu besar. Akibatnya, pelaku memilih untuk tidak mendaftarkan izin dan menjual minuman keras, baik yang bermerek maupun buatan lokal yaitu buatan rumahan.[footnoteRef:151] Sedangkan, berdasarkan keterangan dari masyarakat sekitar aspek agama pelaku dalam hal ini kurang, dikarenakan pelaku suka minum minuman keras dan melakukan penjualan minuman keras saat bulan puasa, sehingga di masyarakat pelaku dicap buruk dalam kehidupannya.[footnoteRef:152] Dengan demikian, jika ditarik kesimpulan menurut penulis dalam kasus ketiga, terdapat 2 aspek yang menjadi latar belakang pelaku melakukan penyimpangan dengan melakukan penjualan miras ilegal yaitu aspek ekonomi, dan aspek aspek keluarga, juga agama sehingga di cap buruk di lingkungannya.  [151:  SNS, (Pelaku Perdagangan Minuman Keras), Wawancara, Blora, 09 Desember 2024.]  [152:  Ibu Soyi, (masyarakat dekat Pelaku SNS Perdagangan Minuman Keras), Wawancara, Blora, 09 November 2024.] 

Dalam hal ini apabila ditinjau secara kriminologi, penyebab terjadinya tindak pidana tersebut didasarkan oleh teori kontrol sosial dan teori anomie. 
a. Teori kontrol sosial
[bookmark: _Hlk186274063]Teori kontrol sosial menurut Travis menyatakan bahwa individu cenderung terlibat perilaku menyimpang jika individu memiliki ikatan yang lemah dengan norma-norma sosial dalam masyarakat seperti dalam  aspek pendidikan, keluarga, dan institusi sosial lain.[footnoteRef:153] Kontrol dari aspek keluarga ini merupakan komitmen yang sangat penting. Ketika ikatan dalam keluarga kuat dengan memberikan sebuah kasih sayang berupa arahan dan pengertian terhadap individu, maka hal ini yang sangat mempengaruhi individu atau seseorang untuk dapat mengontrol dirinya menghindari terjadinya sebuah penyimpangan dan kejahatan. Akan tetapi sebaliknya, jika ikatan atau komitmen dari keluarga lemah dengan tidak memberikan arahan, pondasi atau contoh, dan petunjuk yang benar terhadap individu, maka hal ini yang membuat individu terjerumus dalam sebuah penyimpangan seperti aktivitas tidak sah.  [153:  Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, 36.] 

Sebagaimana yang terlihat dalam kasus SNS, berdasarkan keterangan yang diungkapkan pelaku bahwasannya ibunya juga menjual minuman keras. Hal tersebut menggambarkan kurangnya sebuah kontrol internal yang memadai dalam lingkungan keluarganya sendiri, sehingga keluarganya yang seharusnya dijadikan sebagai pondasi atau patokan awal pelaku untuk menghindari perbuatan penyimpangan, dalam hal ini tidak didapatkan oleh pelaku. Dikarenakan dari keluarganya sendiri telah mencontohkan kepada pelaku melakukan perbuatan yang menyimpang. Sebagaimana dalam kasus ini, pelaku mencontoh perilaku ibunya yang menjual minuman keras tanpa izin yang dijadikan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
 Begitu pula, berdasarkan keterangan dari masyarakat sekitar pelaku yang menyatakan bahwa pelaku di dalam kehidupannya sering melanggar norma-norma agama. Hal ini seperti yang dilakukan pelaku bahwa pelaku selain berjualan miras, dia juga ikut mabuk dan tetap menjuaalkaan minuman keras meskipun saat bulan puasa. Dalam hal ini, aspek lingkungan dan aspek agama dari pelaku dapat dikatakan kurang sehingga dari keluarga tidak dapat mengontrol pelaku menjadi individu yang baik dan taat akan aturan. Dari segi agama, pelaku tidak dapat mengontrol dirinya sendiri karena aspek agamanya yang kurang sehingga, pelaku berani melakukan perbuatan yang menyimpang. Dalam hal ini dimata masyarakat pelaku akan dilabeli atau dicap buruk dalam kehidupannya, sebagaimana yang sesuai dengan teori labeling. Menurut penulis, berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh beberapa pihak di atas, maka sebab-sebab terjadinya kejahatan telah sesuai dan terbukti berdasarkan teori kontrol sosial. 
b. Teori anomie
Robert K Merton mengemukakan bahwa anomie merupakan suatu penyimpangan yang terjadi pada seseorang dikarenakan faktor perekonomiannya. Dimana seseorang yang memiliki perekonomian rendah, maka kemungkinan kecil seseorang tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, sehingga untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan tersebut, seseorang melakukan melakukan dengan menggunakan sarana yang tidak sah.[footnoteRef:154]  [154:  Utami, Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi, 96.] 

Hal ini sebagaimana yang terdapat pada kasus ketiga, bahwa menurut penulis penyebab terjadinya kejahatan pada kasus tersebut sesuai dan terbukti berdasarkan teori anomie yaitu kaitannya dengan aspek ekonomi pelaku. Dimana berdasarkan keterangan istri pelaku tersebut, pelaku dan istrinya keberatan untuk membayar izin pendaftaran dan membayar pajak usaha minuman keras. Pada akhirnya, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, pelaku dan istrinya menjualkan minuman keras yang dilakukan tanpa adanya izin pemerintah. Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan pemasukan dalam kehidupan sehari-hari.  
4. Tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin berdasarkan kasus IV  oleh pelaku SS yang telah penulis paparkan sebelumnya dipengaruhi oleh aspek ekonomi. sebagaimana keterangan dari pelaku yang menyatakan bahwa pelaku menjualkan minuman keras sebagai tambahan keuntungan/penghasilan. Awalnya pelaku hanya mencoba-coba karena ditawari oleh seseorang pembuat arak untuk menjualkan araknya tersebut. Pada akhirnya pelaku mencoba menjualkan arak tradisional dan penjualan tersebut membawa untung bagi pelaku, sehingga pelaku tertarik menjual miras jenis rumahan ini yang digunakan untuk campuran jamu. Kemudian,  Pelaku juga menerangkan, bahwa dia tidak melakukan perizinan dikarenakan pengurusan izin butuh biaya mahal, padahal pelaku tidak sepenuhnya murni melakukan penjualan minuman keras di warung miliknya.[footnoteRef:155] [155:  SS, (Pelaku Perdagangan Minuman Keras), Wawancara, Blora, 10 November 2024.] 

Dalam tindak pidana dalam kasus IV tersebut apabila ditinjau secara kriminologi didasarkan pada teori anomie. Dimana teori anomie yang dikemukakan oleh Robert K. Merton bahwa kejahatan akan terjadi dilihat berdasarkan aspek perekonomian seseorang atau dari kelas bawah.[footnoteRef:156] Apabila seseorang mempunyai perekonomian rendah atau berasal dari kelas bawah, maka untuk mencapai tujuan yang diinginkan kemungkinan kecil. Dalam hal ini, sehingga seseorang dari kelas bawah tersebut melakukan sarana yang salah untuk mencapai tujuannya tersebut. Sebagaimana pada kasus keempat yaitu kasus penjualan minuman keras tanpa izin yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial SS. Di mana pelaku berdasarkan keterangannya tidak sanggup mendaftarkan perizinan karena mahal dan pelaku tidak sepenuhnya murni menjual minuman keras. Pelaku SS menjual minuman keras dibuat tambahan penghasilannya. Pada akhirnya, pelaku melakukan sarana yang tidak sah untuk mencapai tujuannya yaitu menambah penghasilan untuk makan tersebut dengan cara melakukan perdagangan minuman keras jenis arak yang dibeli dari pembuat arak tradisional secara ilegal. Kondisi ini mencerminkan bagaimana aspek ekonomi sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan. [156:  Indri Pratiwi Siregar, “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi Dan Teori Anomie Dari Robert King Merton”, 173.] 

5. [bookmark: _Hlk185308924]Tindak pidana perdagangan minuman keras ilegal berdasarkan kasus V oleh pelaku Y yang telah penulis paparkan sebelumnya dipengaruhi oleh aspek ekonomi dan peniruan dari lingkungan sekitarnya. Sebagaimana keterangan yang telah disampaikan penyidik, bahwa yang melatarbelakangi pelaku melakukan perbuatan penjualan miras tanpa izin karena ekonominya. Menurut penjelasan penyidik pembantu kepolisian Polres Blora, pelaku berusaha menambah penghasilan melalui penjualan barang tambahan yaitu minuman keras ilegal, berupa miras jenis oplosan yaitu minuman yang dicampur dengan bahan-bahan lain, karena biaya pembelian yang lebih terjangkau. Disini pelaku melakukan penjualan tanpa disertai dengan izin, dikarenakan tidak sanggup membayar biaya pajak usaha miras, padahal penjualan miras tersebut justru untuk tambahan penghasilan pelaku. Maka dari itu, pelaku melakukan penjualan minuman keras oplosan. pelaku berusaha menambah penghasilan melalui. Ditambah berdasarkan keterangan beliau aspek sekitar juga turut mempengaruhi keputusan pelaku, karena adanya banyak peminat di wilayah tersebut dan lingkungan sekitar pelaku yang banyak menjual miras. Akhirnya, pelaku ikut-ikutan menjual minuman keras namun dengan harga yang lebih terjangkau yaitu miras oplosan sebagai barang dagangan tambahan di luar penjualan sembako kecil-kecilan.[footnoteRef:157] [157:  Bripka Boby Triminnarto, S.H., (Penyidik Pembantu/banit 1 Satreskrim Kepolisian Resor Blora), Wawancara, Blora, Selasa, 9 Desember 2024.] 

[bookmark: _Hlk183270585]Dalam tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin dalam kasus V apabila ditinjau secara kriminlogi, penyebab terjadinya tindak pidana tersebut didasarkan teori anomie dan teori differential association.
a. Teori Anomie 
Dalam teori yang diungkapkan oleh Robert K. Merton bahwasannya penyimpangan terjadi kepada seseorang karena adanya pembagian kelas.[footnoteRef:158] Apabila seseorang berada dalam kelas bawah artinya perekonomian rendah, maka seseorang tersebut dapat dengan mudah melakukan kejahatan. Pada intinya kejahatan atau penyimpangan terjadi dilihat berdasarkan kelas ekonominya.[footnoteRef:159] Dalam hal ini seseorang yang berasal dari kalangan ekonomi rendah atau kelas bawah memiliki peluang kecil untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Oleh karena itu, demi mewujudkan keinginannya, individu tersebut menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai atau mewujudkannya.  [158:  Utami, Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi, 96.]  [159:  Siregar, “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Kriminologi dan Teori Anomie Dari Robert King Merton, 173.    ] 

[bookmark: _Hlk185278662][bookmark: _Hlk185308481][bookmark: _Hlk185308136]Hal ini dapat dilihat pada kasus kelima yang melibatkan Y, bahwa penyebab kejahatan yang dilakukan pelaku dapat dijelaskan melalui teori anomie, yang menyoroti kaitannya dengan aspek ekonomi pelaku. Dimana menurut keterangan penyidik pembantu Polres Blora, pelaku berusaha menambah penghasilan melalui penjualan barang tambahan yaitu minuman keras ilegal, berupa miras jenis oplosan yaitu minuman yang dicampur dengan bahan-bahan lain, karena biaya pembelian yang lebih terjangkau.[footnoteRef:160] Dalam hal inilah upaya yang dilakukan pelaku untuk menambah penghasilan tersebut, pelaku memilih menggunakan cara yang tidak sah dengan menjual minuman keras secara oplosan yang justru dapat membahayakan kesehatan orang dan tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang. Keputusan ini mencerminkan tekanan ekonomi dan adanya kesempatan bagi pelaku, sehingga pelaku mengambil langkah-langkah yang melanggar aturan demi memenuhi tambahan kebutuhan finansialnya. [160:  Bripka Boby Triminnarto, S.H., (Penyidik Pembantu/banit 1 Satreskrim Kepolisian Resor Blora), Wawancara, Blora, Selasa, 9 Desember 2024.] 

b. Teori differential association 
[bookmark: _Hlk186358239]Dalam teori yang diungkapkan oleh Edwin H. Sutherland bahwasannya perbuatan kejahatan bukan suatu hal yang diwariskan dari orang tua, namun perbuatan kejahatan berasal dari suatu hal yang dipelajari dalam interaksi dan komunikasi dengan orang lain dari lingkungannya.[footnoteRef:161] Dalam teori differential association apabila dikaitkan dengan kasus kelima yang dilakukan oleh Y, bahwa penyebab kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sesuai berdasarkan teori differential association. Pelaku melakukan perbuatan berupa penjualan minuman keras oplosan tanpa izin karena adanya peminat di wilayah sekitarnya dan di daerah pelaku minuman keras sudah menjadi hal yang wajar. Apalagi banyak orang di sekitarnya pada menjual minumaan keras meskipun minuman keras yang dijualkan jenis arak jawa. Kondisi inilah mencerminkan bagaimana lingkungan yang cenderung melakukan kebiasaan buruk atau negatif dapat mempengaruhi seseorang untuk meniru perilaku tersebut. Sehingga, pengaruh lingkungan tersebut membuat pelaku tergerak melakukan perdagangan minuman keras, meskipun melalui cara yang tidak sah, yaitu menjual minuman keras oplosan tanpa izin. Akibatnya, pelaku terjebak dalam perilaku buruk, yang sebenarnya merupakan cerminan dari lingkungan negatif di sekitarnya sendiri.     [161:  Suryani, Kriminologi, 165.] 



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan oleh penulis sebagai berikut:
1. Tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora terdapat 2 (dua) jenis bentuknya, yaitu pertama Tindak pidana perdagangan minuman keras yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP MB), izin tempat penjualan (ITP MB), tetapi memiliki izin edar dan label produk, seperti dalam kasus J dan S. Kedua, Tindak pidana perdagangan minuman keras yang tidak memiliki SIUP MB, ITP MB, izin edar dan label produk, seperti dalam kasus SNS, SS dan Y. 
2. Tinjauan kriminologi tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora didasarkan pada 3 (tiga) teori kriminologi. Pertama, teori anomie,  pelaku dari kelas ekonomi bawah seperti dalam kasus J, S, SNS, SS, dan Y, cenderung memilih cara ilegal, dengan menjual minuman keras tanpa izin, hal ini dikarenakan pelaku kesulitan mencapai tujuan secara legal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, teori differential association, berdasarkan peniruan dari lingkungan, yang sesuai dalam kasus J, S, dan Y. Ketiga teori kontrol sosial, bahwa lemahnya hubungan pelaku dengan pendidikan dan keluarga mengakibatkan rendahnya pengendalian diri,  yang pada akhirnya mendorong pelaku melakukan tindak pidana, hal ini sesuai dalam kasus J dan SNS.
B. Saran/Rekomendasi
Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, disini penulis memberikan beberapa saran untuk menciptakan wilayah yang tertib, aman, dan nyaman dari permasalahan perdagangan minuman keras tanpa izin:
1. Masyarakat
Masyarakat harus ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terkait kasus-kasus tindak pidana penjualan minuman keras di lingkungan sekitar, dengan cara melaporkan aktivitas perdagangan minuman keras secara ilegal tersebut kepada pihak yang berwenang. Selain itu, masyarakat juga harus meningkatkan pemahaman tentang aturan hukum mengenai perdagangan minuman keras tanpa izin, agar masyarakat dapat mengetahui konsekuensi hukumnya, yang pada akhirnya dapat berperan dalam mencegah perdagangan miras ilegal dengan bijak.  
2. Pemerintah 
Pemerintah perlu mengkaji ulang dan memperkuat regulasi atau aturan terkait distribusi dan penjualan minuman keras, yaitu dengan membuat  kebijakan yang lebih tegas mengenai aturan ancaman pidana terkait izin perdagangannya.  
3. Penegak Hukum
Penegak hukum, baik kepolisian maupun Satpol PP, harus tegas dalam menegakkan hukum perdagangan minuman keras ilegal dengan meningkatkan patroli, pengawasan, dan razia di area rawan, memberikan sanksi tegas untuk efek jera, serta mengadakan sosialisasi penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait aturan perdagangan minuman keras tanpa izin.
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J, (Pelaku Perdagangan Minuman Keras), Wawancara, Blora, 9 November 2024.   
S, (Pelaku Perdagangan Minuman Keras), Wawancara, Blora, 11 November 2024
SNS, (Pelaku Perdagangan Minuman Keras), Wawancara, Blora, 09 Desember 2024.
Soyi, (masyarakat dekat Pelaku SNS Perdagangan Minuman Keras), Wawancara, Blora, 09 November 2024.
SS, (Pelaku Perdagangan Minuman Keras), Wawancara, Blora, 10 November 2024.
Y (Pelaku Perdagangaan Minuman Keras), Wawancara, Blora, 10 Desember 2024.
LAMPIRAN
L
A
M
P
I
R
A
N
Lampiran I 
Draf Wawancara
Narasumber Bamin Urmintu Satreskrim Polres Blora: 
1. Apakah ada kasus pelaku penjualan minuman keras tanpa izin (ilegal) sepanjang tahun 2022-2024 di wilayah hukum Polres Blora?
2. Ada berapa jumlah kasus tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora tahun 2022-2024?
3. Apa jenis sanksi atau tindakan hukum yang dijatuhkan kepada pelaku perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah Blora?
4. Apakah penindakan kasus perdagangan minuman keras tanpa izin ini sampai pengadilan semua pak?
5. Di daerah mana yang paling banyak terjadi perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora?














Narasumber Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Blora:
1. Mohon maaf saya izin bertanya identitas bapak,
1) Siapa nama lengkap bapak?
2) Dinama alamat tempat tinggal bapak?
3) Apa jabatan atau pangkat yang bapak duduki saat ini?
2. Apakah ada kasus pelaku penjualan minuman keras tanpa izin (ilegal) sepanjang tahun 2022-2024 di wilayah hukum Polres Blora?
3. Apa faktor penyebab atau aspek yang melatarbelakangi pelaku melakukan perdagangan minuman keras tanpa izin dalam kasus I, II, III, IV, dan V di wilayah Polres Blora?
4. Apa saja motif pelaku dalam melakukan perdagangan minuman keras ilegal?
5. Bagaimana cara kepolisian dalam mengidentifikasi dan menangani adanya kasus perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah Blora?
6. Apa ancaman sanksi yang diberikan bagi pelaku penjualan minuman keras ilegal dalam kasus I, II, III, IV, dan V? 
7. Apa saja hambatan atau tantangan yang dialami oleh penyidik dalam menangani kelima kasus tersebut?
8. Bagaimana solusi yang dilakukan penyidik dalam menghadapi kelima kasus perdagangan miras ilegal tersebut?
9. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Blora?







Narasumber Pelaku Perdagangan Miras Tanpa Izin:
1. Apa alasan yang mendorong ibu/bapak melakukan perdagangan minuman keras?
2. Sejak kapan ibu/bapak mulai melakukan perdagangan minuman keras?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa perdagangan minuman keras tanpa izin itu dilarang?
4. Lalu, apa aspek yang menyebabkan bapak/ibu melakukan perdagangan minuman keras tanpa izin?
5. Apa yang bapak/ibu harapkan dari perdagangan minuman keras tanpa izin ini?
6. Apakah ada pengaruh dari pihak lain yang membuat bapak/ibu melakukan perdagangan minuman keras tanpa izin?



















Narasumber Masyarakat Sekitar Pelaku:
1. Izin bertanya identitas ibu,
1) Siapa nama ibu?
2) Apakah ibu sangat mengenal pelaku?
2. Apakah ibu tahu penjualan minuman keras yang dilakukan sudah berapa lama?
3. Apakah ibu pernah melihat penjual minuman keras itu sholat atau mengikuti kajian-kajian islam?
4. Setau ibu, bagaimana perilaku penjual minuman keras tanpa izin itu di lingkungan sekitar?
5. Apakah ibu mengetahui, apa saja usaha penjualan yang dilakukan di warung tersebut?
6. Menurut ibu sebagai tetangganya, apakah usaha warung kopi yang menjual minuman keras itu mengganggu kenyamanan sekitar?
7. Apakah ibu atau warga sekitar pernah melaporkan aktivitas perdagangan ini kepada pihak berwenang seperti polisi?


[image: ][bookmark: _Toc184756406][bookmark: _Toc184756723]Lampiran II
Surat Keterangan Telah Riset

Lampiran IIII 
Surat Keterangan Telah Riset






Lampiran III
Dokumentasi Penelitian

[bookmark: _Hlk184481466][image: ]Penelitian di Polres Blora dengan Bamin Urmintu Satreskrim Polres Blora Bapak Aji Widian Nugroho (Diambil Berdasarkan Tanggal 10 Oktober 2024)

 















[bookmark: _Hlk184378466]Wawancara 1 dengan Penyidik Pembantu/Banit 1 Bapak Bripka Boby Triminnarto, S.H. (Diambil Berdasarkan [image: ]Tanggal 10 Oktober  2024).









[image: ][image: ]Wawancara 2 dengan Penyidik Pembantu/Banit 1 Bapak Bripka Boby Triminnarto, S.H. (Diambil Berdasarkan Tanggal 12 November 2024).








[image: ]Wawancara Secara Online dengan Bamin Urmintu Satreskrim Polres Blora Bapak Widian Aji Nugroho ( 29 Oktober 2024).




















 [bookmark: _Toc184756725]Lampiran IV 
Rekapan Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin dari Kepolisian Resor Blora 
(Diambil Berdasarkan Tanggal 14 Oktober 2024)
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. IDENTITAS DIRI
	Nama
	:
	Choirunnisa Ariani

	Tempat, Tanggal Lahir
	:
	Banjarmasin, 23 januari 2003

	Jenis Kelamin
	:
	Perempuan

	Agama
	:
	Islam

	Email
	:
	nisaariani561@gmail.com 

	No Handphone
	:
	089613521532

	Alamat
	:
	Ds. Jiken, Kec. Jiken, Kab. Blora


B. RIWAYAT PENDIDIKAN
	1. TK Pertiwi 1 Jiken Blora
	:
	Tahun 2008-2009

	2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Jiken
	:
	Tahun 2009-2015 

	3. MTS N Blora
	:
	Tahun 2015-2018

	4. SMA N 1 Jepon
	:
	Tahun 2018-2021

	5. UIN Walisongo Semarang
	:
	Tahun 2021-Sekarang


C. PENGALAMAN MAGANG
1. Kantor Pengacara Atatin Malihah, S.Ag., M.H. & Partners
2. Kejaksaan Negeri Boyolali
3. Pengadilan Negeri Ungaran
4. Pengadilan Agama Salatiga
D. PENGALAMAN ORGANISASI
1. Rohani Islam (Rohis) SMA N 1 Jepon
2. Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora UIN Walisongo Semarang
E. PRESTASI 
1. Juara Favorit Geograpy Championship Tahun 2019 antar SMA di UNNES
2. Lulusan Terbaik Siswi SMA N 1 Jepon Blora Jurusan IPS Tahun 2021 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH

RESOR BLORA
Jalan Raya Blora — Cepu Km 6 Blora 58261
Nomor :B/I6Y/ X1 12024 / Reskrim Blora,/5" November 2024
Kiarifikasi : BIASA

Lampiran :-

Perihal  : |zin/Rekomendasi Peneliian
Kepada

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri
‘Walisongo Semarang.

di
Semarang

U.p FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

1. Rujukan Surat dari Universitas Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Fakultas Syari'ah dan Hukum  Nomor: B-7058/Un.10.1/K/PP.00.09/10/20224 tentang
Permohonan ljin Rizet/Penelitian di wilayah hukum Polres Blora.

2. Sehubungan dengan perihal tersebut, dengan ini memberitahukan bahwa:

Nama : CHOIRUNNISA ARIANI.

NIM 2102056005

Konsentrasi limu : limu Hukum (IH)

Alamat : Ds. Jiken, Kec. Jiken, Kab. Blora.

Telah melakukan Penelitian guna menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul
TINJAUAN KRIMINALOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MINUMAN
KERAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA, pada tanggal 15
November 2024.

B8 Dipindai dengan CamScanner




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg
1704 @ 8 X O ¥ @ 46 a1l .l @ 38%

(—‘ Pak Polisi Aji Satresk.. [ g ¢

penanggulangan/penanganan
dari kasus ini itu sampai
diberikan sanksi pidana ya pak?
Kalau iya bentuk sanksinya itu
hanya denda ataukah pidana
penjara pak?

Terimakasih pak Ji, ony

Untuk sangsinya berupa denda mbak

14.08

Pak Polisi Aji Satreskrim
Untuk sangsinya berupa denda mbak

Baik pak terimakasih Ji, o

Nggh mbak sama? 4 4o
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30 Oktober 2024

Assalamualaikum pak, selamat v
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH

RESOR BLORA

REKAPAN KASUS MIRAS SATRESKRIM POLRES BLORA

2024
NO_|_LAPORAN POLISI PASAL URAIAN DAFTAR BB KETERANGAN
1. [ LPIGARIAT2IIIV2024ISPK | Perda Kab. Blora No. | Kejadian kasus ketiga, berawal darl petugas kepolisian | - 3 (fga) botol Tidak memiiki
T.SATSAMAPTAPOLRE | 8 Thn 2017 tig Polres Blora pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 |  minuman keras jenis | surat izin usaha
S BLORAIPOLDA JAWA | Pengendaliandan | sekitar pukul 19.00 WIB, mendapalkan informasi bahwa | - Kawa-kawa ukuran | perdagangan
TENGAH, 13032024 | Pengawasan di warkop terlotak di J. Raya Blora-Cepu, Desa | 600ml. (SIUP), zin
minuman beralkohol. | Tempellemahbang RT.05/RW.02 Kecamatan Jepon, | - 3 (tiga) botol tempat penjualan
Kabupaen Blora, milik pelakuterdakwa yang beriniial |  minuman keras jenis | (ITP),zin edar,
SNS telah menjual minuman keras/beralkohol di dalam | APl ukuran 600 mi. | dan label produk
rumah atau warung milknya. Dalam informasi tersebut, | - 2 (duz) botol
kemudian sekitar pukul 19.30 petugas kepolisian | minuman keras jenis
melakukan pengecekan dan penggeledahan. Petugas |  JOKER ukuran 600
kepolisian menemukan beberapa botol minuman keras | ml.
di dalam lemari es. Berdasarkan keterangan pemilinya | - 1 (satu) botol
yaitu scr. Berinisial SNS bahwa minuman beralkohol |  minuman keras jenis
fersebut akan diperjualbelican kepada pembeli atau |  Beer Draf ukuran 600
pelanggan i warung terdakwa SNS. Meskipun | .
minuman keras yang djualkan pelaku memilki lzbel | - 1 (satu) botal
produk, namun pelaku fidak dapat menunjukkan surat | - minuman keras jenis
izin usaha sast diminta oleh pihak petugas kepolisian. |  arak tradisional
ukuran 1.6 lter J
5T LP/GARINANTZ0241SPK | Perda Kab. Blora No. | Pada har Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 16,20 WIB, | - 1( Salu) bolol Kecl | Tidak memilii ‘
TSATSAMAPTA/ 8Thn 2017ty saat petugas Sai Samapta Polies Blora telah | minuman keras jenis | suratizin usaha
POLRES BLORA/ Pengendalian dan | menemukan tindak pidana dengan sengajamenjual atau | - arak jawa dengan | perdagangan
POLDA JAWA TENGAH, | Pengawasan memberian minuman yang membikin mabuk, atau | ukuran 600 m! (SIUP), izin \
13.05-2024 minuman beralkohol, | secara hak dan atau secara tanpa hak atau melawan tempal penjualan
hukum menjual, menyediakan, memiiki, memberikan (ITP),izin edar,
atau menyimpan minuman beralkohol tanpa ijn dengan dan label produk.

di sebuah rumah milk Sdri yang berinisial P, yang
beralamat _Dukuh _Bedegan _RL002I005 _Desa
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BangHleyan, Kecamatan Jall, Kabupaten Blora. Pelaku
P telah menjualkan minuman keras dengan merek
Bintang dan jenis arak ukuran 600 ml. Saat petugas Sat
Samapta Polres Blora menanyakan Sural perizinan
perdagangan  miras,  pelaku  fidak  dapat
menunjukkannya, sefingga petiugas  Satsamapta
selanjuinya mengamankan barang bukli unuk proses

LPIGARIAI2/IX/2024/SP
KT.UNITRESKRIM/POL
SEK KRADENAN
IPOLRES BLORA
[POLDA JAWA
TENGAH, 30-09-2024

Perda Kab. Blora No.

8Thn 2017 ttg
Pengendalian dan
Pengawasan
minuman beralkohol.

penyidikan lebih lanjut

Pada Har Senin Tanggal 30 September 2024 sekira
pukul 12.00 Wib di J. Sumber-Menden Desa Sumber,
Kecamatan Kradenan, Kabupalen Blora telah teriadi
perbuatan mejual minuman keras jenis Arak Jawa tanpa
izin. Selanjulnya Anggota kepolisian  melakukan
penggledahan dan memang benar bahwa di rumah milik
Sdr. K yang beralamat Dk. Tambak RT.JRW.13 Ds.
Sumber Kec. Kradenan Kab. Blora telah ditemukan arak
Jawa sebanyak 2 botol aqua besar selanjutya
diamankan dan di pemeriksaan lebih lanjut.

- 2 Botol plastik Aqua
besar

Tidak mermilki
surat zin usaha
perdagangan
(SIUP), izin
tempat penjualan
(ITP), izin edar,
dan label produk.

LPIGARIAI2/X/2024]
SPKT.UNITRESKRIM/P
OLSEK JAPAH/POLRES
BLORA/POLDA JAWA
TENGAH, 01-10-2024

Perda Kab. Blora No.

8Thn 2017 tig
Pengendalian dan
Pengawasan
minuman beralkohol.

Terjadi ndak pidana_perdagangan minuman keras
tanpa zin terjadi pada hari Senin tanggal 30 September
2024 pukul 19.30 WIB. Perdagangan minuman keras
tersebut teradi di warung miik Sdr. Pelaku yang
berinisial NC Bin P yang beralamat di Desa Gaplokan
RTOURW.02, Kecamatan Japah Kabupaten Blora.
Pelaku yang berinisial NC telah menjual minuman
beralkohol atau minuman keras di warung miliknya
dengan Jenis minuman keras yang dijuakan melipui
minuman keras jenis arak tradisional atau polosan.
Pelaku NC telah memperjualbelikan minuman keras di
warung milknya yang tidak memilki surat izin usaha
perdagangan minuman_berakohol (SIUP MB), izin
tempat perdagangan (TP MB), dan tidak memilki izin
edar dan label.

2 (dua) bolol Aqua
besar ukuran 1,5 ler
beisi miras jenis
arak dan

- 1/(satu) botol jenis
minuman anggur
merah.

Tidak memiki
surat izin usaha
perdagangan
(SIUP), izin
tempat penjualan
(ITP),izin edr,
dan Iabel produk.

LPIGAR/A/1/X/2024/
SPKT.UNITRESKRIM/
POLSEK JIKEN/

Perda Kab. Blora No.
8Thn 2017 tig
Pengendalian dan

Tindak pidana perdagangan minuman keras tznpa izin
terjadi pada harl Senin tanggal 30 September sekira
pukul 20.30 WIB. Perdagangan minuman keras tersebut

=3 (Tiga) Bolol Air
mineral 1,5 Liter

Tidak memiliki
suratizin usaha
perdagangan
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POLRES BLORA/
POLDA JAWA TENGAH,
01-10-2024

Pengawasan
minuman beralkohol.

terfad: i warung milk Sar. Pelaku yang berinisia J y2ng
beralamat Desa Cabak RT.05/RW.02, Kecamatan Jiken,
Kabupaten Blora. Pelaku yang berinisial J telah menjual
minuman beralkohol atau minuman keras di warung
miliknya dengan Jen's minuman keras yang djalkan
melipui minuman keras jenis arak tradisional atau
polosan. Pelaku J telah memperjualbelikan minuman
keras di warung miliknya yang fidak memiliki surat izin
usaha perdagangan minuman beralkchol (SIUP MB),
izin tempat perdagangan (TP MB), dan tidak memliki
| izin edar dan label.

(SIUP), izin
tempat penjualan
(ITP),izin edar,

dan label produk.

LPIGARIAI2/X/2024/SPK
T.UNITRESKRIM/
POLSEK BOGOREJO
IPOLRESBLORA/POLD
A JAWA TENGAH, 01-
10-2024

Perda Kab. Blora No.
8Thn 2017 tlg
Pengendelian dan
Pengawasan
minuman beralkohol.

| Tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin
yang teradi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024
sekira pukul 22.00 WIB. Perdagangan minuman keras
tersebul lerjadi di warung milk Scr. Pelaku yang
berinisial TL yang beralamat turut tanah Ds. Tempurejo
Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora. Pelzku yang
beriisial TL telah menjual minuman beralkohol atau
minuman keras di warung milknya. Jenis minuman
Keras yang diualkan meliput minuman keras jenis arak
fiadisional dan  Bintang. Pelaku TL telah
memperjualoelikan minuman kers i warung miliknya
yang tidek memilii surat izin usaha perdagangan
minuman  berakohol (SIUP MB), izin tempat
perdagangan (TP MB), dan tidak memilizin edar dan
Iabel

2 Bolol Bir Bintang
dengan ukuran 1,5 L

Tidak memilki
surat izn usaha
perdagangan
(SIUP), izin
tempat penjualan
(ITP), tapi
memiiki izin edar,
dan label produk.

LPIGARIA/2/X/2024!
SPKT.UNITRESKRIM/P
OLSEKTUNJUNGAN/
POLRESBLORA/POLDA
JAWA TENGAH, 02-10-
2024

Perda Kab. Blora No.
8Thn 2017 tig
Pengendalian dan
Pengawasan
minuman beralkohol.

Tindak pidana perdagangan minuman Keras tanpa izin
yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Oklober 2024
sekitar pukul 15.00 WIB. Perdagangan minuman keras
tersebut teradi di warung milk saudari pelaku yang
berinisial SS yang beralamat di Desa Keser RT.5
RW.02, Kecamalan Tunjungan, Kabupaten Blora.
Pelaku yang berinisial SS telah menjual minuman
beralkohol atau minuman keras di warung rumeh
miliknya. Jenis minuman kerzs yang djualkan meliput 4
botol pastik minuman beralkohol atau minuman keras

4 [Empat) botol plastk
ukuren 1,5 ter miras
Jenis arak tradisional,

Tidak memili
suralizin usaha
perdagangan
(SIUP),izin
tempat penjualan
(ITP),iin edar,
dan label produk.





image15.jpeg
jonis arak radisional kuran 1,5 er. Pelaku SS leah
memperjualbelian minuman keras di warung rumah
miiknya yang fidak memilki surat izin usaha
perdagangan minuman_beralkohol (SIUP MB), izin
fempat perdagangan (TP MB), dan tidak mimilii izin
edar dan label.

LPIGARIAIS/X/2024]
SPKT.UNITRESKRIM/P
OLSEK JAPAHIPOLRES
BLORA/POLDA JAWA
TENGAH, 04-10-2024

Perda Kab. Blora No.

8Thn 2017 ttg
Pengendalian dan
Pengawasan

minuman beralkohol.

Tindak pidana perdagangan minuman keras fanpa izin
terjadi pada hari Kamis tangal 3 Oklober 2024 sekira
pukul 23.00 WIB. Pada saat anggota unit reskim
melakukan kring serse dan telah mendapatkan informasi
dari warga bahwa di cafe * BONCES” yang beralamat
di Dk. Karangori Ds. Bogem menjual minuman keras.
Selanjutnya anggota menuju kafe yang di maksud dan
setelah dilakukan penggeledanian felah menemukan
dua botol minuman keras jenis arak, satu botoi minuman
Kerzs jenis anggur merah dan salu botol minuman keras
Jenis birbintang. Kemudian saat ditanya surat perisinan
penjualan minuman keras, pelaku dari pemilik kcafe
tersebut tidzk dapat menunjukkannya. Maka anggola
mengamanakan dan menyita barang bukti tersebut.

4 Botol yaitu 2 (dua)
botol minuman keras
jenis anggur merah 2
(dua) botl minuman
keras jenis bir
bintang,

Tidak memiiki
suratizin usaha
perdagangan
(SIUP), izin
tempat penjualan
(ITP), tapi
memilikizin edar,
dan label produk.

LPIGAR/A/B/XI2024/SPK
T.UNITRESKRIM/POLS
EK BLORA
KOTA/POLRES
BLORA/POLDA JAWA
TENGAH, 04-10-2024

Perda Kab. Blora No.

8Thn 2017 ttg
Pengendalian dan
Pengawasan
minuman beralkohol.

Pada hari Kamis, tanggal 03 Oklober 2024 sekira pukul
22,30 WIB. di Area Embung Rowo turutfanah Kelurahen
Karangjatl Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, felzh
terjadi perbuatan memperjualbelikan minum-minuman
keras jenis Arzk Jawa tanpa fjn. Selanjutnya petugas
bersama-sama mendatangi tempat kejadian perkara
(TKP), melzkukan penggeledahan dan memang benar
bahwa di umahiwarung milk Sdr. Pelaku MM yang
berzlama i Area Embung Rowo turut tanah Kelurahan
Karangjati Kecamataan Blora, Kabubapten Blora. Telah
ditemukan minuman keras jenis arak jawa sebanyak 20
botol aqua besar dengan ukuran 15 liter selanjutnya
diamankan unluk pemerksaan lebin lanjut.

- 20 Botol 1.5 Liter
Berisi Arak Putih

Tidak memilki
surat izin usaha
perdagangan
(SIUP). izin
tempat penjualan
(ITP),izn edr,
dan label produk.

10

LPIGARIA/4IXI2024/SPK
T.UNITRESKRIM/POLS

EK NGAWEN/POLRES

Perda Kab. Blora No.

8Thn 2017 tig

Pengendalizn dan

Pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2024, sekira pukul
21.00 WIB di warung milk Sdr. Pelaku ER turut tanzh
Desa Rowobungkul Rt. 003/ Rw. 001, Kec. Ngawen Kab.

T Bolol Minuman
berlakhohol atau
minuman keras jenis

Tidak memiliki
surat izin usaha

perdagangan
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BLORA/POLDA JAWA
TENGAH, 05-10-2024

Pengawasan
minuman beralkohol,

Blora lelah terjadi perbualan menjual _minuman
beralkohol jenis arak putih dan yang lainnya tanpa fjn
edar dan tampa jin pejabat yang berwenang. Awal mula
kejadian  Pelapor _mendapatkan informasi dari
masyarakat bahwa disalah satu warung milk terlapor
telah menjual minuman beralkohol jenis arak polos
maupun campuran dan minuman beralkohal lainyz,
kemudian Pelapor menindaklanjul informasi tersebut
dan femyata benar setelah diakukan pemeriksaan
ditemukam minuman beralkohol enis arak dan minuman
beralkohol laiinya antara lain: 2. Minuman berlakhohol
atau minumen keras jenis arak oplosan/campuran
sebanyak 1 (satu) botol @ 1,5 lter. Selanjutnya barang
buki tersebut diamankan sebagal barang buki.

arak
oplosan/campuran
sebanyak 1 (salu)
botol @ 1,5 lter

{SIUP), zin
tempal penjualan
(ITP),izin edar,

dan label produk.

11| LPIGARIAISIXI2024/SPK | Perda Kab. Biora No. | Pada har Selasa, tanggal 02 Oklober 2024, sekira pukul | - 5 Botol Minuman | Tidak memilki
TUNITRESKRIMPOLS | 8 Thn 2017 tig 2030 WIB di warung milk Sdr. H turut tanah Desa | berlakhohol atau | suratizin usaha
EK NGAWENIPOLRES | Pengendaliandan | Gedebeg Ri. 003/ Rw. 001, Kec. Ngawen Kab. Blora |  minuman keras jenis | perdagangan
BLORAPOLDAJAWA | Pengawasan telah ferfadi perbuatan menjual minuman beralkohol | arak polos atau arak | (SIUP).izin
TENGAH, 05102024 | Minuman beralkohol. | jenis arak puth dan yang lainnya tanpa ijn edar, usaha | ~ jawa sebanyak5 | lempat penjualan

dan tampa fjn pejabat yang berwenang. Awal mula
kefadian Pelapor (kepolisian) mendapatkan informasi
dari masyarakat bahwa disaleh salu warung milik Sdr
pelaku H telah menjual minuman beralkohol jenis arak
polos maupun campuran dan minuman  beralkohol
laiinya, kemudian pinak kepolisian  Salreskrim
menindakdanjut informasi tersebut dan fernyata benar
selelah dilakukan pemeriksaan ditemukam minuman
beralkohol [enis arak dan minuman beralkohol laiinya
antara lain: a. Minuman berlakhohol atau minuman
Keras jens arak polos atau arak jawa sebanyak 5 (ima)
botol @ 1,5 lter. b. Minuman beralkhohol jenis Anggur
Merah Cap Orang tua sebanyak 2 (dua) botol.
Selanjutnya barang bukli tersebut diamankan sebagai
barang bukli

(ima) botol @ 1,5
lter

- 2Botol Minuman
beralkhohol jenis.
Anggur Merah Cap
Orang tua sebanyak
2 (dua) botol.

(ITP),izin edar,
dan label produk.
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2023

NO |

! LFIléA:ORAN POLISI PASAL URAIAN DAFTAR BB KETERANGAN
RIATIII2023/SPK | Perda Kab. Blora No. | Terjadi fndak pidana perdagangan minumen keras | - 16 Botol Minuman | Tidak memilki
T.SATSAMAPTAIPOLRE | 8 Thn 2017 ttg tanpa izin pada hari kamis 20 Maret 2023 sekira pukul | berlakhohol atau | surat iin usaha
SBLORAPOLDAJAWA | Pengendaliandan | 14.00 WIB. Saat anggota Satsamapta Polres Blora | - minuman keras jenis | perdagangan
TENGAH.31-03:2023 | Pengawasan melaksanakan Patrol di sekitar pemukiman penduduk di |  arak (SIUP), izin
minuman beralkohol. | Kecamatan Jepon tepatnya di desa turiejo, Kecamatan tempat penjualan
Jepon, Kabupalen Blora. Pelaku yang. berinisial L (ITP), izin edar,
sedang menjual minumal beralkohol atau minuman dan label produk.
Keras jenis arak di teras rumahnya. Saat Satsamapta
menanyakan surat jin usaha perdagangannya, pelaku L
fidak dapat menunjukkan surat perizinan tersebut. Atas
perbuatan yang diakukan pelaku L telah menjualkan
minuman keras Jenis arak di depan teras rumahnya yang
fidak berizin.
2| LPIGARIAITII/2023/SPK | Perda Kab, Blora No. | Kejadian berawal dar pelugas Sairesnarkoba Polres | - 10 botol minuman | Tidak memiliki

T.SATRESNARKOBA/P
OLRES BLORA/POLDA
JAWA TENGAH,31-03-

2023

8Thn 2017t
Pengendalian dan
Pengawasan
minuman beralkohol,

Blora pada hari Jumat tanggal 31 Meret 2023 sekitar
pukul 1200 WIB  mendapatkan informasi _dari
masyarakat bahwa ada rumah skaligus warung di dukuh
Medang, Ds. Sendangharjo Kec. Blora, Kab. Blora miik
Pelaku yang berinisial J yang menjual minuman
beralkohol. Dalam informasi tersebut, kemudian petugas
Seiresnarkoba Polres Blora yang sudah melengkapi
atau membawa surat perintzh fugas mendatangi rumah
atau warung sekitar pukul 13:30 WIB, dan ditemukan
barang buki yaitu pelaky menjual minuman keras
berupa 10 botol minuman beralkoal jenis Kiin, 18
(delapan belas) botol minuman beralkohol jenis anggur
merah gold, 2 (dua) botol jenis anggur merah, 28 (dua
puluh delzpan) botol minuman beralkohol jenis bir
bintang dan 20 (dua puluh) minuman beralkohol dengan
berbagal jenis merek lainnya. Dari keterangan
pemiliknya, sdr. berinsial J bahwa minuman beralkchol
tersebut akan dijual atau diedarkan di wilayah Desa
sekiar. Selanjulnya, petugas Sairesnarkoba Polres
Blora menananyakan surat atau dokumen yang sah

beralkohol jens Kiin,
18 botol minuman
beralkohol jenis
anggur merzh gold,
28 minuman
beralkohol jens bir
bintang dan

20 minuman
beralkohol berbagai
Jenis merek

surat izin usaha
perdagangan
(SIUP),izin
tempat penjualan
(ITP), tapi
meniiki izin edar,
dan label produk.
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sehubungan penjualan minuman beralkohol, namun
terdakwalpelaku berinisialJtidak bisa menunjukan surat
ijin atau dokumen yang sah, meskipun produk minuman
keras yang dijualken berlabel semua. Dalam hal i,
sehingga terlapor dan barang bukli tersebut diamankan
ke kantor Satresnarkoba Polres Blora guna penyidikan
dan pengembangan lebih lanjut.

LPIGARIA2IIVI2023/SP | Perda Kab. Blora No. | Pada Hari sablu langgal 01 April 2023, sekitar pukul | - 12 (duabelas ) | Tidak memiki
KT.SATRESNARKOBA/ | 8 Th 2017 ttg 22,30 Wi di Cafe Milk S IKA TRI SUWARTI alamat | botol minuman surat izin usaha
POLRES Pengendaliandan | Desa Sambong Rt 09 / 01 Kec. Sambong Kab. Blora | beralkohol jenis Bir | (SIUP), izin
BLORA/POLDAJAWA | Pengawasan milk Terdakwa ITS telah menjual atau mengedarkan |  Bintang tempat penjualan
TENGAH,02-04-2023 | minuman beralkohol. | minuman beralkohol kemudian petugas Satresnarkoba | - 7 (tujuh)botol | (ITP), izin edar

Polres Blora yang sudah melengkapi atau membawa | minuman dan label produk

surat perintah tugas mendatangi rumah atau toko dan | beralkohol jenis

ditemukan barang bukli berupa beberapa minuman | anggur merah gold,

keras dengan berbagai jenis ada yang bermerek dan | - 15 lima belas)

Jenis arak yang sudah dicampur. Dari keterangan | botol aqua keci

pemiiknya sdr pelaku ITS bahwa minuman beralkohol | berisi minuman

fersebut akan djual atau diedarkan i wiayah Desa | beralkohol enis

sekitar. Selanjutnya petugas Salresnarkoba Poles Blora | arak jawa dan

Polres Blora menananyakan surat alau dokumen yang | - 1 (satu) botol aqua

sah sehubungan penjualan minuman beralkohol namun | minuman

Terdakwa ITS fidak bisa menunjukan surat jin atau | beralkohol jenis

dokumen yang sah sehingga teriapor dan barang bukli | arak yang sudah

tersebut diamankan ke Kanor Satresnarkoba Polres | dicampur

Blora guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
LPIGAR/ATIIVIZ023/5P | Perda Kab. Blora No. | Pada hari sabiu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul | - 22 (dua puluh dua ) | Tidak memilki
KT.SATRESNARKOBA/ | 8 Thn 2017 tig 2300 WIB petugas Salresnarkoba Polres Blora | botol minuman surat izin usaha
POLRES Pengendalian dan | mendapalkan informasi dari masyarakat bahwa di Cafe | beralkohol enis Bir | perdagangan
BLORA/POLDA JAWA | Pengawasan Milk Sdri berinisial S alamat Desa Sambong | Bintang, (SIUP), izin
TENGAH,02:042023 | minuman beralkohol. | RT.08IRW.01, Kecamalan Sambong, Kabupalen Blora, | - ~ 10 (sepuluh ) botol | tempat penjualan

terdakwalpelaku S telah menjual alau mengedarkan |  minuman (ITP), tapi

minuman beralkohol. Dalam hal ini, kemudian petugas
Satresnarkoba Polres Blora yang sudah melengkapi
atau membawa surat perintzh tugas mendalangi cafe
fersebul_dan_ditemukan_barang _bukti _penjualan

beralkohol jenis
anggur merah gold,
1 (satu ) botol
minuman

memilkiizin edar,
dan label produk.
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minuman keras. Dan kelerangan pemilknya saudari | beralkohol jenis Bir | Tidak mei
pelaku S menyatakan bahwa minuman beralkohol | hitam, surat izin usaha
tersebut akan diual atau diedarkan di wilayah desa perdagangan
sekitar. Selanjutnya petugas Salresnarkoba Polres Blora (SIUP), izin
Polres Blora menanyakan surat atau dokumen yang sah tempat penjualan
sehubungan penjualan minuman_beralkohol namun (ITP), tapi
terdakwa S tdak bisa menunjukkan sural izin atau memilii zin edar,
dokumen yang sah. Pada akhimya pihak kepolisian dan label produk.
menindaklanjuti kasus tersebul dan menyita barang
bukti minuman keras yang diperdagangkannya
2022
NO | LAPORAN POLISI PASAL URAIAN DAFTAR BB KETERANGAN
1. | LPIAI3/I2022/SPKT RES | Pasal 204 Ayat 1 Terjad Undak pidana perdagangan barang yang | 4 bolol minuman keras | Tidak memilii
RIM/POLSEKCEPUIPOL | KUHP Tig berbahaya bagi kesehatan dan jiwa seseorang yaitu | oplosan suratizin usaha
RESBLORAPOLDAJAW | Menjual MenerimaM | penjualan minuman keras lanpa izin berupa miras (SIUP), izin
ATENGAH, 18-01-2022. | embagikanbarang | oplosan yang dicampur dengan bahan berbahaya yang tempat penjualan
ygberbahayabagi | terjadi pada han Minggu, 18 Januari 2022 pada pukul (ITP), izin edar
kesehatan dan jiwa | 14.00 WIB. Penjualan minuman keras tersebut terjadi di dan label produk.
rumah milk saudara pelaku Yono yang beralamat i
Kampung Sidoarjo, LrV Kelurahaan alau Kecamatan
Cepu, Kabupaten Blora. Pelaku Yono menjualkan
minuman keras di rumah miliknya yaitu 4 botol minuman
Keras oplosan. Pelaku Yono menjualkan minuman keras
G rumah miknya yang tidak memiliki surat izin usaha
perdagangan mnuman berakohol (SIUP MB), izin
tempat perdagangan (TP MB), dan tidak mimili izin
edar dan label saat ditanya pihak kepolisian tentang
perizinannya
2021
NO | LAPORANPOLISI PASAL URAIAN DAFTAR BB KETERANGAN
NIHIL
2020 | T I I [ |
NO | LAPORANPOLISI | PASAL | URAIAN | DAFTAR BB | KETERANGAN |

NIHIL
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